Menimbang

Mengingat

a.

1.

BUPATI NGAWI
PROVNSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2 / 214 /404.101.2/B/2025

TENTANG
DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH

TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia maka perlu menetapkan Data Statistik Sektoral
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1447);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten Ngawi Tahun 2021
Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 274);

10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022
tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002).

11. Peraturan Bupati Ngawi No 172 Tahun 2021 tentang Satu
Data Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025 dengan
daftar data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Data statistik Sektoral Daerah Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan acuan dalam
penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Ngawi
Tahun 2025.

Daftar Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Ngawi Tahun
2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diinput
melelui e-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia dan di gunakan sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
Kabupaten Ngawi



KEEMPAT :  Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Juli 2025

FPATI NGAWI,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.




1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR

:100.3.3.2/ 214 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 9 JULI 2025

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

1 | 1.01.000005 Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
tersusun

2 | 1.01.000007 Bahasa dan S.astra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
terkonservasi

3 | 1.01.000008 Bahaéa d.an .Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
terevitalisasi

4 | 1.01.000009 Baha_ia d.an.Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
terkaji Vitalitasnya

5 | 1.01.000013 Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3

6 | 1.01.000014 Bangunan Gedung P_end|d|kan Nonformal / Kesetaraan yang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
memerlukan pemeliharaan

7 | 1.01.000015 Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 95




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

8 | 1.01.000020 Buku Cerita Rakyat Daerah Pgnunjang L!ter'a5| K_Gwenangan Buku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150
Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi

9 |1.01.000022 Buku'T.eks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Buah Dinas Pendidikan dan kebudayaan 0
Pendidikan Nonformal

10 | 1.01.000023 B.Uku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Buah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
dibutuhkan

11 | 1.01.000024 Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia Buah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

12 | 1.01.000036 Dolfu.men hasil pelaksarlaan Pengendalian dan Pengawasan Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 832
Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

13 | 1.01.000037 Dok.u.men ha5|l.pfalaksanaan Penge.ndallan dan Pengawasan Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 64
Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

14 | 1.01.000040 DF)kumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 854
Diselenggarakan oleh Masyarakat

15 | 1.01.000042 Df)kumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200
Diselenggarakan oleh Masyarakat

16 | 1.01.000043 Dokumen has'll penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 64
Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

17 | 1.01.000046 Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
Umum dan Madrasah

18 | 1.01.000049 fasilitas bermain Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 854

19 | 1.01.000050 Fasilitas Parkir Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
20 | 1.01.000051 Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
21 | 1.01.000052 Sﬁgﬁ;ﬁiﬁfar:ijldlkan Nonformal / Kesetaraan yang perlu Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
22 | 1.01.000053 G.edung_?enfjidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
direhabilitasi
23 | 1.01.000054 gedung PAUD Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 832
24 | 1.01.000055 gedung PAUD yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 700
25 | 1.01.000056 Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10
26 | 1.01.000057 gedung PAUD yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10
27 | 1.01.000058 Gedung PAUD yang telah direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
28 | 1.01.000059 gedung PKBM Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
29 | 1.01.000060 gedung PKBM yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
30 | 1.01.000061 gedung PKBM yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
31 | 1.01.000062 Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 95
32 | 1.01.000063 Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 95
33 | 1.01.000064 Gudang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
34 | 1.01.000065 Guru yang memiliki rumah dinas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
35 | 1.01.000067 Kamus Bahasa daerah yang tersusun Kamus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
36 | 1.01.000068 Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
37 | 1.01.000069 Kantin Sekolah yang telah dibangun Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
38 | 1.01.000070 Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
39 | 1.01.000071 Kekurangan pendidik Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 807
40 | 1.01.000072 Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
41 | 1.01.000074 komp_efcensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Pendidikan Nonformal
42 | 1.01.000075 kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
43 | 1.01.000082 Laboratorium yang perlu direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

44 | 1.01.000083 Media pendidikan Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5

45 | 1.01.000084 Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18

46 | 1.01.000086 pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2

47 | 1.01.000089 Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3850

48 | 1.01.000090 Penf:il‘dlk.pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 855
sertifikasi

49 | 1.01.000093 Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1567

50 | 1.01.000094 :::c::ii;iipada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 147

51 | 1.01.000096 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 343

52 | 1.01.000097 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

53 | 1.01.000098 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 971

54 | 1.01.000100 Pendidik dan Tenaga Kgpendldlkan p.ada setiap Satuan Pendidikan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3641
yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan

55 | 1.01.000101 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 95
yang mendapatkan Penghargaan

56 | 1.01.000102 Pendidik dan Tenaga Ke.pendldlkan pada setiap Satuan Pendidikan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3641
yang mendapatkan Perlindungan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, . -

>7 | 1.01.000103 PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7073

58 | 1.01.000110 Pendidik Non ASN Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 615

59 | 1.01.000111 Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 73
Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang . -

1.01. 112 D P k K

60 01.000 berkualifikasi akademik S1/DIV Orang inas Pendidikan dan Kebudayaan 65

61 | 1.01.000113 Pendidik pada .sz?tua‘n pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
telah lulus sertifikasi

62 | 1.01.000114 Pendidik pada satuan PAUD Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1392




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

63 | 1.01.000115 Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1392

64 | 1.01.000116 Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 750

65 | 1.01.000117 Pendldllf pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3922
akademik S1/DIV

66 | 1.01.000119 Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1460
akademik S1/DIV

67 | 1.01.000120 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

68 | 1.01.000125 Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

69 | 1.01.000126 Perabot Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588

70 | 1.01.000127 Peralatan Pendidikan Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588

71 | 1.01.000128 Perlengkapan lain Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250

72 | 1.01.000129 Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

73 | 1.01.000132 Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 689

74 | 1.01.000133 Pfeserta D|d|k'SekoIah Dés‘aryang layak namun belum menerima Peserta Didik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
biaya personil peserta didik

75 | 1.01.000136 :slisga Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1693

76 | 1.01.000137 Peserta D|d|k.SekoIfa1h Meneng:.:]h Pertama.yfa\ng layak namun Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
belum menerima biaya personil peserta didik

77 | 1.01.000138 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya Peserta Didik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23625
personil peserta didik

78 | 1.01.000139 Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

29 | 1.01.000140 Peserta D!d!k yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Peserta Didik

80 | 1.01.000141 Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

81 | 1.01.000142 Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5017

Peserta Didik




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

82 | 1.01.000143 Z?;iirta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50917

83 | 1.01.000144 Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1508

84 | 1.01.000145 Prasar.ana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
pemeliharaan

85 | 1.01.000146 Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150

86 | 1.01.000147 Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38

87 | 1.01.000148 Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

88 | 1.01.000149 P.rasarar.u?:\ Pgndldlkan Nonformal / Kesetaraan yang perlu Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
direhabilitasi

89 | 1.01.000150 P.rasaraf'.a Pgndldlkan Nonformal / Kesetaraan yang telah Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
direhabilitasi

90 | 1.01.000151 Prasarana sekolah Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

91 | 1.01.000152 Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

92 | 1.01.000153 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

93 | 1.01.000154 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23

94 | 1.01.000155 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

95 | 1.01.000156 Prasarana sekolah yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 450

96 | 1.01.000157 Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 142

97 | 1.01.000158 Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Publikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Kabupaten/Kota

98 | 1.01.000162 rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20,2
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

99 | 1.01.000163 | rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.2
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

100 | 1.01.000190 Ruang Guru Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 350




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
101 | 1.01.000191 R.uang Qgru F’endidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
direhabilitasi
102 | 1.01.000192 Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1486
103 | 1.01.000193 Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6
104 | 1.01.000194 Ruang.Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
pemeliharaan
105 | 1.01.000196 Ruang Guru yang layak Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1200
106 | 1.01.000197 Ruang Guru yang rusak sedang/berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 302
107 | 1.01.000198 Ruang guru yang telah direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6
108 | 1.01.000199 ruang kantor Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
109 | 1.01.000200 ruang kegiatan anak Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
110 | 1.01.000201 Ruang kelas Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
111 | 1.01.000202 R.uang k'e.Ias F’endidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
direhabilitasi
112 | 1.01.000203 Ruang kelas baru yang baru ditambahkan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
113 | 1.01.000204 Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500
114 | 1.01.000205 Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6
115 | 1.01.000206 Ezfn”eg“';z'raaz:e”d'd'ka” Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
116 | 1.01.000207 Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 195
117 | 1.01.000208 Ruang kelas yang layak Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3036
118 | 1.01.000209 Ruang kelas yang rusak sedang/berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 246
119 | 1.01.000210 Ruang Kepala Sekolah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
120 | 1.01.000211 Ruang Kepala Sekolah yang layak Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
121 | 1.01.000212 Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
122 | 1.01.000213 Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
123 | 1.01.000215 ruang khusus pembelajaran Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
124 | 1.01.000216 Ruang khusus praktik/bengkel kerja Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

125 | 1.01.000218 Ruang laboratorium Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

126 | 1.01.000225 Ruang laboratorium yang layak Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

127 | 1.01.000226 Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

128 | 1.01.000241 Ruang laboratorium IPA Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

129 | 1.01.000259 ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
130 | 1.01.000260 ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
131 | 1.01.000261 ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3
132 | 1.01.000262 ruang PAUD yang tidak memliki mebel Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
133 | 1.01.000263 ruang pembelejaran Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
134 | 1.01.000264 ruang Pendic!ikan .Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

yang harus diganti

135 | 1.01.000265 ;:igghztil?jglll;izkl\;inr?r:;)ailli{aifsemraan yang memliki mebel Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
136 | 1.01.000266 ;l;iggr::sr;ﬁls;ﬁn Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
137 | 1.01.000267 ::ZEEIPenmmkan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
138 | 1.01.000268 Ruang perpustakaan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
139 | 1.01.000269 Ruang Perpustakaan Sekolah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150
140 | 1.01.000270 Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 355
141 | 1.01.000271 Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50
142 | 1.01.000272 Ruang pimpinan Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
143 | 1.01.000281 ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 255
144 | 1.01.000282 Ruang Serba Guna/Aula Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160
145 | 1.01.000283 Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
146 | 1.01.000284 Ruang Serba Guna/Aula yang layak Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
147 | 1.01.000285 Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
148 | 1.01.000286 Ruang sirkulasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
149 | 1.01.000288 ruang tenaga pendidik Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 365
150 | 1.01.000289 Ruang TU Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82
151 | 1.01.000295 Ruang TU yang rusak sedang/berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
152 | 1.01.000296 Ruang UKS Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 365
153 | 1.01.000297 Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 365
154 | 1.01.000298 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
155 | 1.01.000299 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 345
156 | 1.01.000300 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
157 | 1.01.000301 Ruang yang memliki mebel yang harus diganti Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
158 | 1.01.000302 Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
159 | 1.01.000303 Ruang yang memliki mebel yang masih baik Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 365
160 | 1.01.000304 Ruang yang tidak memliki mebel Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
161 | 1.01.000305 Ruang/Sudut Baca Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25
162 | 1.01.000307 ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
163 | 1.01.000308 Rumah Dinas Guru Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
164 | 1.01.000309 Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
165 | 1.01.000310 Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
166 | 1.01.000311 Rumah Dinas guru yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
167 | 1.01.000312 Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
168 | 1.01.000313 Rumah Dinas Kepala Sekolah Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
169 | 1.01.000314 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
170 | 1.01.000315 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
171 | 1.01.000316 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
172 | 1.01.000317 Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
173 | 1.01.000318 Rumah Dinas Penjaga Sekolah Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
174 | 1.01.000319 Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
175 | 1.01.000320 Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
176 | 1.01.000321 Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
177 | 1.01.000322 Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
178 | 1.01.000323 Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
179 | 1.01.000325 Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1508
180 | 1.01.000326 Sarana. Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
pemeliharaan
181 | 1.01.000327 Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3
182 | 1.01.000328 Sarana PAUD yang telah direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
183 | 1.01.000329 | S3rana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
direhabilitasi
184 | 1.01.000330 | S2rana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
direhabilitasi
185 | 1.01.000331 Sarana sekolah Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 842
186 | 1.01.000332 Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3
187 | 1.01.000333 sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
188 | 1.01.000334 sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
189 | 1.01.000335 Sarana sekolah yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
190 | 1.01.000336 Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
191 | 1.01.000337 Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250
192 | 1.01.000339 satuar'1 pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
pembinaan kelembagaan
193 | 1.01.000340 satuar.1 pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
pembinaan kelembagaan
194 | 1.01.000341 satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 842
195 | 1.01.000342 satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
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196 | 1.01.000343 satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 842
197 | 1.01.000344 Z?;:i: PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus satuan PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
198 | 1.01.000345 Z‘:Ean PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
199 | 1.01.000346 satuan PAUD ya'n.g m.emllkl peralatan rumah tanggal yang harus satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
dilakukan rehabilitasi
200 | 1.01.000347 satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500
201 | 1.01.000348 satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 842
202 | 1.01.000349 satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250
203 | 1.01.000350 satuan PAUD yang mengelola Dana BOP Pesna(:iljj?;:an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 811
204 | 1.01.000351 satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 827
205 | 1.01.000352 satuan PAUD yang siap dievaluasi satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 842
206 | 1.01.000353 2?stvl\len PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 842
207 | 1.01.000354 satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250
208 | 1.01.000355 satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan | . - o yp | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250
dalam penyelenggaraan proses belajar
209 | 1.01.000356 satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
210 | 1.01.000363 Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi Pesna(:il:i?l?an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
211 | 1.01.000364 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan satuan PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
alat praktik dan peraga siswa
212 | 1.01.000365 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
perlengkapan sekolah
213 | 1.01.000366 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan | . - oAup | pinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

rumah tangga yang harus diganti
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214 | 1.01.000367 satuan Pendidikan Nonf.ormall / Kesetaraan yang memliki peralatan satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
rumah tangga yang masih baik

215 | 1.01.000368 satuan Pendidikan Nonform‘al / Kesetaraan‘ Yang memliki peralatan satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi

216 | 1.01.000369 satua.n pendidikan N.onformal / Kesetaraan yang menerima alat satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
praktik dan peraga siswa

217 | 1.01.000370 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
perlengkapan sekolah

518 | 1.01.000371 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana Sat'u;im Dinas Pendidikan dan kebudayaan 18
BOP Pendidikan

219 | 1.01.000372 satuan pendidikan Nonformal /. Kesetaraan yang satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
menyelenggarakan proses belajar

220 | 1.01.000373 | S3tuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki satuan PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
alat praktik dan peraga siswa
satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki

221 | 1.01.000374 perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
belajar

222 | 1.01.000375 satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki satuan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
peralatan rumah tangga

223 | 1.01.000376 Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 350

224 | 1.01.000378 satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
kelembagaan

295 | 1.01.000380 s?tuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga Sat‘uaim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
siswa Pendidikan

226 | 1.01.000383 Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah Peia;il::lai]lfan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588

227 | 1.01.000384 Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai Pesna(;[ilj:l?lr:an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

12




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

228 | 1.01.000386 Satuan Pend!dlkan yang memliki peralatan rumah tangga yang Saty;?n Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
harus diganti Pendidikan

229 | 1.01.000387 satuan pendldlkan yan'g' mgmllkl peralatan rumah tangga yang Sat'ua.m Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
harus dilakukan rehabilitasi Pendidikan

230 | 1.01.000388 Satu.an p(?ndldlkan yang memliki peralatan rumah tangga yang Sat.ua.m Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
masih baik Pendidikan

231 | 1.01.000389 Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang Satuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
harus dilakukan rehabilitasi Pendidikan

232 | 1.01.000390 Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa PeSr\aoT;j:I?II:an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250
Satuan pendidikan yang menerima bantuan Pembiayaan untuk Satuan

233 | 1.01.000391 Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

. o Pendidikan

Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi

234 | 1.01.000392 Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588

t

235 | 1.01.000393 Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah Pesnadiljj?;:an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250

236 | 1.01.000394 Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN Peia;ilii?lzan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588

237 | 1.01.000395 Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar Pesr1a<:|[il::|?|r<1an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588

238 | 1.01.000396 Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN Pesna(:iljj?l?an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588

539 | 1.01.000398 Satuan pjendldlkan yang telah membutuhkan alat praktik dan Sat‘ue.m Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
peraga Siswa Pendidikan

540 | 1.01.000399 Sétuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Sat'uaim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 350
Siswa Pendidikan

241 | 1.01.000400 satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang Satuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Pendidikan
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242 | 1.01.000402 Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga Pesna(;[ilzﬁlr:an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
243 | 1.01.000403 Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi Pesna(:iljzl?lr:an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 506
244 | 1.01.000404 Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS PeSnac;[ilii?ITan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
. . . Satuan . -
245 | 1.01.000405 Sekolah Dasar yang siap dievaluasi . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 506
Pendidikan
246 | 1.01.000408 Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi Pesnac:ili;ill?an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82
247 | 1.01.000409 Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS Pesna(:iljjaillzan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82
248 | 1.01.000410 Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
249 | 1.01.000415 Sekolah yang memiliki kantin yang memadai Pesna(:il:;ill?an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
250 | 1.01.000416 Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca Pesna(;ilij?lr(]an Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
551 | 1.01.000417 Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Nonformal
252 | 1.01.000418 Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 506
253 | 1.01.000421 Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
254 | 1.01.000422 Siswa PAL.JD. yang layak namun belum menerima biaya personil Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
peserta didik

255 | 1.01.000423 Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19760
256 | 1.01.000424 :;slxz;\alr:endldlkan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60
257 | 1.01.000425 Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

belum menerima biaya personil peserta didik
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258 | 1.01.000426 Siswa P.endldlkan I.\lc.mformal / Kesetaraan yang menerima biaya Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1883
personil peserta didik
259 | 1.01.000429 siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19760
260 | 1.01.000430 Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19760
261 | 1.01.000431 Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19760
262 | 1.01.000432 Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik Siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
263 | 1.01.000433 Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 175
264 | 1.01.000434 Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik Peserta Didik | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150
265 | 1.01.000435 Tempat beribadah Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 450
266 | 1.01.000436 Tempat bermain/berolahraga Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
267 | 1.01.000440 Tenaga Kependidikan pada satut':\r] pe‘ndldlkan Nonformal / Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi
268 | 1.01.000441 Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
269 | 1.01.000443 Tenaga Kfapem‘jldlkan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
lulus sertifikasi
270 | 1.01.000444 Tenéga K.ependldlkan pada Ssekolah Dasar yang telah lulus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
sertifikasi
Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / . -
271 | 1.01.000449 Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
272 | 1.01.000450 Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
273 | 1.01.000451 Tenaga I'(ependldlkan pada satuan PAUD yang berkualifikasi Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
akademik S1/DIV
274 | 1.01.000452 Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang . -
275 | 1.01.000453 berkualifikasi akademik S1/DIV Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
276 | 1.01.000456 Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

15




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang . -
277 | 1.01. 457 D P k K
01.00045 berkualifikasi akademik S1/DIV Orang inas Pendidikan dan Kebudayaan
578 | 1.01.000458 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
pangkat/golongan
279 | 1.01.000459 Tenaga 'Kependldlkan yang mendapatkan fasilitasi pemberian Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
promosi
280 | 1.01.000460 Tenaga Kep_end|d|kan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
kompetensi
281 | 1.01.000461 Ten?ga K?pendldlkan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
kualifikasi
582 | 1.01.000462 Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Oran Dinas Pendidikan dan Kebudavaan 842
o Dana BOP PAUD & y
Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan . -
2 1.01. 4 D P k K 1
83 01.000463 Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan Orang inas Pendidikan dan Kebudayaan 8
584 | 1.01.000465 Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 506
Dana BOS Sekolah Dasar
585 | 1.01.000468 Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Oran Dinas Pendidikan dan Kebudavaan 32
o Dana BOS Sekolah Menengah Pertama & y
286 | 1.01.000474 Unit sekolah Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
287 | 1.01.000475 Unit sekolah yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 450
288 | 1.01.000476 Unit sekolah yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 156
. . . . . . Satuan
289 | 1.01.000480 Universitas, Institut, PoI‘|tekn|k,.A.k?dem|, Fakultas, Jurusan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dan/atau Program Studi yang didirikan Tinggi
290 | 1.01.000481 Usulan pendirian sekolah baru Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
291 | 1.01.000483 Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250
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292 | 1.01.000484 s::j;hzergg:]dlkan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
293 | 1.01.000485 utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
294 | 1.01.000486 utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
direhabilitasi

295 | 1.01.000487 Utilitas sekolah Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
296 | 1.01.000488 Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
297 | 1.01.000489 utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
298 | 1.01.000490 utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
299 | 1.01.000491 utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
300 | 1.01.000492 Utilitas sekolah yang layak Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
301 | 1.01.000493 Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
302 | 1.01.000494 Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
303 | 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 475
304 | 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30
305 | 1.01.000499 jumlah Sekolah Dasar Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 505
306 | 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 39230
307 | 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5946
308 | 1.01.000502 jumlah Siswa Sekolah Dasar Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 45176
309 | 1.01.000503 Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20436
310 | 1.01.000504 Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3089
311 | 1.01.000505 jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23525
312 | 1.01.000506 Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18794
313 | 1.01.000507 Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2857
314 | 1.01.000508 jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 21651
315 | 1.01.000509 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6247
316 | 1.01.000510 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1053
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317 | 1.01.000511 jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7300
318 | 1.01.000512 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6408
319 | 1.01.000513 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 974
320 | 1.01.000514 jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7382
321 | 1.01.000515 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6542
322 | 1.01.000516 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 955
323 | 1.01.000517 jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7497
324 | 1.01.000518 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6401
325 | 1.01.000519 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 956
326 | 1.01.000520 jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7357
327 | 1.01.000521 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6586
328 | 1.01.000522 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1009
329 | 1.01.000523 jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7595
330 | 1.01.000524 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7046
331 | 1.01.000525 Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 999
332 | 1.01.000526 jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8045
333 | 1.01.000527 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1938
334 | 1.01.000528 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 334
335 | 1.01.000529 jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2272
336 | 1.01.000533 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 195
337 | 1.01.000534 Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16

338 | 1.01.000535 jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 211
339 | 1.01.000536 Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11

340 | 1.01.000537 Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1

341 | 1.01.000538 jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12

342 | 1.01.000539 Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24

343 | 1.01.000540 Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

18




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
344 | 1.01.000541 jumlah Siswa Sekolah Dasar putus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24
345 | 1.01.000542 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3755
346 | 1.01.000543 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 332
347 | 1.01.000544 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4087
348 | 1.01.000545 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1172
349 | 1.01.000546 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 88
350 | 1.01.000547 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1260
351 | 1.01.000548 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2583
352 | 1.01.000549 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 244
353 | 1.01.000550 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2827
354 | 1.01.000551 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 29
355 | 1.01.000552 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17
356 | 1.01.000553 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 46
357 | 1.01.000554 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4166
358 | 1.01.000555 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 345
359 | 1.01.000556 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4511
360 | 1.01.000557 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 322
361 | 1.01.000558 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28
362 | 1.01.000559 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 350
363 | 1.01.000560 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 114
364 | 1.01.000561 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34
365 | 1.01.000562 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 148
366 | 1.01.000563 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 409
367 | 1.01.000564 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 56
368 | 1.01.000565 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 465
369 | 1.01.000566 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57

negeri
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370 | 1.01.000567 il\iln;lig tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6
371 | 1.01.000568 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 33
372 | 1.01.000569 Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2945
373 | 1.01.000570 Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 276
374 | 1.01.000571 jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3221
375 | 1.01.000572 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3149
376 | 1.01.000573 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 285
377 | 1.01.000574 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3434
378 | 1.01.000575 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 668
379 | 1.01.000576 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 197
380 | 1.01.000577 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 865
381 | 1.01.000578 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1046
382 | 1.01.000579 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57
383 | 1.01.000580 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1103
384 | 1.01.000581 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 975
385 | 1.01.000582 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 24
386 | 1.01.000583 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 999
387 | 1.01.000584 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 460
388 | 1.01.000585 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7
389 | 1.01.000586 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 467
390 | 1.01.000587 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
391 | 1.01.000588 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
392 | 1.01.000589 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
393 | 1.01.000590 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 436
394 | 1.01.000591 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62
395 | 1.01.000592 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 498
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396 | 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50
397 | 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 31
398 | 1.01.000595 jumlah Sekolah Menengah Pertama Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81
399 | 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20401
400 | 1.01.000597 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3101
401 | 1.01.000598 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23502
402 | 1.01.000599 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10754
403 | 1.01.000600 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1686
404 | 1.01.000601 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12440
405 | 1.01.000602 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9647
406 | 1.01.000603 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1415
407 | 1.01.000604 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11062
408 | 1.01.000605 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6670
409 | 1.01.000606 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 941
410 | 1.01.000607 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7611
411 | 1.01.000608 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6855
412 | 1.01.000609 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1038
413 | 1.01.000610 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7893
414 | 1.01.000611 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6876
415 | 1.01.000612 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1122
416 | 1.01.000613 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7998
417 | 1.01.000614 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
418 | 1.01.000615 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
419 | 1.01.000616 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
420 | 1.01.000617 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
421 | 1.01.000618 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
422 | 1.01.000619 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
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423 | 1.01.000620 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
424 | 1.01.000621 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
425 | 1.01.000622 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
426 | 1.01.000629 il;:elill'\ Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 235
427 | 1.01.000630 il\:vr;]li: Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 72
428 | 1.01.000631 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 307
429 | 1.01.000632 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11
430 | 1.01.000633 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7
431 | 1.01.000634 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18
432 | 1.01.000635 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11
433 | 1.01.000636 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
434 | 1.01.000637 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12
435 | 1.01.000638 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1311
436 | 1.01.000639 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 255
437 | 1.01.000640 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1566
438 | 1.01.000641 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 505
439 | 1.01.000642 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 75
440 | 1.01.000643 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 580
441 | 1.01.000644 Jn“e"g"e'arr' kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 806
442 | 1.01.000645 il\i/r;]l?cg kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 180
443 | 1.01.000646 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 986
444 | 1.01.000647 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6

s1 negeri
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445 | 1.01.000648 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah Orang Dinas Pendidikan dan kebudayaan 11
sl swasta

446 | 1.01.000649 Jsulmlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17

447 | 1.01.000650 Jn“e"g!?_r' kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1352

448 | 1.01.000651 i‘ﬁi;‘ kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 275

449 | 1.01.000652 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1627

450 | 1.01.000653 Jnuer;l?-r tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 282

451 | 1.01.000654 i‘\jgi: tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38

452 | 1.01.000655 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 320

453 | 1.01.000656 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 206
perempuan negeri

454 | 1.01.000657 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 36
perempuan swasta

455 | 1.01.000658 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 242
perempuan

456 | 1.01.000659 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 445
SMA negeri
Jumlaht k didikan Sekolah M h Pert ijazah

457 | 1.01.000660 miah tenaga kependidikan >ekolah lVienenhgan Fertama ljaza Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 59
SMA swasta

458 | 1.01.000661 guhTAah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 504

459 | 1.01.000662 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 43

diatas SMA negeri
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lah k idik kolah M hP ijazah
460 | 1.01.000663 Jlfm ah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijaza Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
diatas SMA swasta
461 | 1.01.000664 Ju.mlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58
diatas SMA
462 | 1.01.000665 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 701
463 | 1.01.000666 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 147
464 | 1.01.000667 jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 848
465 | 1.01.000668 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 897
466 | 1.01.000669 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 163
467 | 1.01.000670 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1060
468 | 1.01.000671 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 260
469 | 1.01.000672 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62
470 | 1.01.000673 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 322
471 | 1.01.000674 _:]l;r;];?:’l ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 255
472 | 1.01.000675 iﬁi: ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 59
473 | 1.01.000676 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 314
474 | 1.01.000677 ::;r;::lh ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 265
475 | 1.01.000678 i ‘\jgi: ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 33
476 | 1.01.000679 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 298
477 | 1.01.000680 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 117
478 | 1.01.000681 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9
479 | 1.01.000682 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 126
480 | 1.01.000683 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
481 | 1.01.000684 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
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482 | 1.01.000685 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0

483 | 1.01.000686 i\ir;::r tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 488
484 | 1.01.000687 i‘:vr;’i: tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama fjazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 74

485 | 1.01.000688 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 562
486 | 1.01.000689 Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10

487 | 1.01.000690 Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10

488 | 1.01.000691 jumlah Sekolah Menengah Atas Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20

489 | 1.01.000692 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8083
490 | 1.01.000693 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 762
491 | 1.01.000694 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8845
492 | 1.01.000695 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3252
493 | 1.01.000696 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 421
494 | 1.01.000697 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3673
495 | 1.01.000698 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4831
496 | 1.01.000699 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 341
497 | 1.01.000700 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5172
498 | 1.01.000701 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2825
499 | 1.01.000702 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 278
500 | 1.01.000703 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3103
501 | 1.01.000704 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2762
502 | 1.01.000705 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 231
503 | 1.01.000706 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2993
504 | 1.01.000707 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2496
505 | 1.01.000708 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 253
506 | 1.01.000709 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2749
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507 | 1.01.000710 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
508 | 1.01.000711 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
509 | 1.01.000712 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
510 | 1.01.000713 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
511 | 1.01.000714 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
512 | 1.01.000715 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
513 | 1.01.000716 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
514 | 1.01.000717 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
515 | 1.01.000725 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 66
516 | 1.01.000726 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99
517 | 1.01.000727 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 165
518 | 1.01.000728 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
519 | 1.01.000729 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6
520 | 1.01.000730 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6
521 | 1.01.000731 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
522 | 1.01.000732 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
523 | 1.01.000733 jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
524 | 1.01.000734 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 477
525 | 1.01.000735 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 84
526 | 1.01.000736 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 561
527 | 1.01.000737 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 203
528 | 1.01.000738 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 37
529 | 1.01.000739 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 240
530 | 1.01.000740 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 274
531 | 1.01.000741 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47
532 | 1.01.000742 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 321
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533 | 1.01.000743 Jnl;r;;anl'\ kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
534 | 1.01.000744 ilx;]lig kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
535 | 1.01.000745 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
536 | 1.01.000746 Jn“eng"el":r’ kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 484
537 | 1.01.000747 il\jvr;]li: kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 92
538 | 1.01.000748 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 576
539 | 1.01.000749 i:g::lh tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 126
540 | 1.01.000750 i:gli: tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20
541 | 1.01.000751 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 146
542 | 1.01.000752 i:r]gqelir tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70
543 | 1.01.000753 il\jglig tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14
544 | 1.01.000754 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 84
545 | 1.01.000755 :;:EI;‘P tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 174
546 | 1.01.000756 i‘x;‘ig tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 29
547 | 1.01.000757 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 203
548 | 1.01.000758 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99

SMA negeri
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549 | 1.01.000759 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5
SMA swasta
550 | 1.01.000760 jsul\TAlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 27
551 | 1.01.000761 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 233
552 | 1.01.000762 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 38
553 | 1.01.000763 jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 271
554 | 1.01.000764 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 255
555 | 1.01.000765 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 48
556 | 1.01.000766 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 303
557 | 1.01.000767 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 140
558 | 1.01.000768 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20
559 | 1.01.000769 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160
560 | 1.01.000770 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 72
561 | 1.01.000771 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9
562 | 1.01.000772 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81
563 | 1.01.000773 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34
564 | 1.01.000774 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19
565 | 1.01.000775 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 53
566 | 1.01.000776 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9
567 | 1.01.000777 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
568 | 1.01.000778 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9
569 | 1.01.000779 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
570 | 1.01.000780 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
571 | 1.01.000781 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
572 | 1.01.000782 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 196

negeri

28




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
573 | 1.01.000783 il\jvn;li: tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas fjazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 34
574 | 1.01.000784 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 230
575 | 1.01.000785 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11
576 | 1.01.000786 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 30
577 | 1.01.000787 jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 41
578 | 1.01.000788 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11755
579 | 1.01.000789 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7736
580 | 1.01.000790 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19491
581 | 1.01.000791 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6449
582 | 1.01.000792 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5219
583 | 1.01.000793 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11668
584 | 1.01.000794 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5306
585 | 1.01.000795 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2517
586 | 1.01.000796 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7823
587 | 1.01.000797 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4134
588 | 1.01.000798 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2752
589 | 1.01.000800 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3840
590 | 1.01.000801 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2542
591 | 1.01.000803 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3781
592 | 1.01.000804 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2442
593 | 1.01.000806 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
594 | 1.01.000807 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
595 | 1.01.000809 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
596 | 1.01.000810 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
597 | 1.01.000812 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
598 | 1.01.000813 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
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599 | 1.01.000814 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
600 | 1.01.000821 Jn‘;r;;r' Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 149
601 | 1.01.000822 Jsl\jvr;]l?c: Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 223
602 | 1.01.000823 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 372
603 | 1.01.000824 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
604 | 1.01.000825 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16
605 | 1.01.000826 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17
606 | 1.01.000827 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8
607 | 1.01.000828 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4
608 | 1.01.000829 jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12
609 | 1.01.000830 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 653
610 | 1.01.000831 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 434
611 | 1.01.000832 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1087
612 | 1.01.000833 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 293
613 | 1.01.000834 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 227
614 | 1.01.000835 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 520
615 | 1.01.000836 JnLtler;];ar:] kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 360
616 | 1.01.000837 il\jvn;l?(g kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 207
617 | 1.01.000838 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 567
lah kepal kolah M h Kej ijazah di h
618 | 1.01.000839 Jumla 'epa a Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawa Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
sl negeri
619 | 1.01.000840 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15

sl swasta
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620 | 1.01.000841 Jsulm'ah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16

621 | 1.01.000842 Jnuezéanl'l kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 663

622 | 1.01.000843 il\jvn;lig kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 449

623 | 1.01.000844 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1112

624 | 1.01.000845 Jr:;g;?r tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 166

625 | 1.01.000846 i‘\:vr;‘lig tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100

626 | 1.01.000847 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 266

627 | 1.01.000848 Jumlah tenaga kependldlkan Sekolah Menengah Kejuruan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 110
perempuan negeri

628 | 1.01.000849 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 102
perempuan swasta

629 | 1.01.000850 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 212
perempuan

630 | 1.01.000851 Jumlah ten'aga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 215
SMA negeri

631 | 1.01.000852 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 181
SMA swasta

632 | 1.01.000853 JSUI\T/lah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 396

lah k idik kolah M h Kej ijazah

633 | 1.01.000854 JL.Im ah tenaga epend|d| an Sekolah Menengah Kejuruan ijaza Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 61
diatas SMA negeri

634 | 1.01.000855 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 91

diatas SMA swasta
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635 | 1.01.000856 Ju.mlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 82
diatas SMA
636 | 1.01.000857 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 352
637 | 1.01.000858 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 301
638 | 1.01.000859 jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 653
639 | 1.01.000860 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 318
640 | 1.01.000861 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 362
641 | 1.01.000862 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 680
642 | 1.01.000863 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 204
643 | 1.01.000864 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 196
644 | 1.01.000865 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 400
645 | 1.01.000866 Jn “er;;?r‘ ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 78
646 | 1.01.000867 i‘x;'i: ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 127
647 | 1.01.000868 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 205
648 | 1.01.000869 Jnl;ngq::r ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 33
649 | 1.01.000870 i ‘x;‘i: ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 27
650 | 1.01.000871 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 60
651 | 1.01.000872 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3
652 | 1.01.000873 i‘x;’i: ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 12
653 | 1.01.000874 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15
654 | 1.01.000875 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
655 | 1.01.000876 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
656 | 1.01.000877 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
657 | 1.01.000878 Jnl;r;;r tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 276
- . - 1
658 | 1.01.000879 Jsl\jvn;ig tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 202
659 | 1.01.000880 jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 478
660 | 1.01.000881 Taman Bacaan Masyarakat yang butuh direhabilitasi Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
661 | 1.01.000882 Taman Bacaan Masyarakat Ruang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
662 | 1.01.000883 Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
663 | 1.01.000884 Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
664 | 1.01.000885 profesi pelaku perbukuan daerah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
665 | 1.01.000886 profesi pelaku perbukuan daerah Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
666 | 1.01.000887 Profesi pelaku perbukuan Orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
667 | 1.01.000888 Infrastruktur TIK Paket Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 588
668 | 1.01.000889 layanan pendampingan bagi sa'tuan penc.hdlkan untuk pencegahan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
perundungan, kekerasan, dan intoleransi
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 PERENCANAAN Persentase Peserta PAUD % 100,43
o ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 PERENCANAAN | Angka Pendidikan yang ditamatkan Angka 98
o o . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3 PERENCANAAN | Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 90
o o ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4 PERENCANAAN | Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 95
. . . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5 PERENCANAAN | Persentase Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Ringan % 60,5

33




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6 PERENCANAAN | Persentase Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Rusak Berat % y 9
i i i idi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7 PERENCANAAN (F;:z;or ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan Rasio Y 582 : 67.431
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8 PERENCANAAN | Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar Rasio y 4.029:44.237
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9 PERENCANAAN | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Rasio y 4.029:20
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10 | PERENCANAAN | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Rasio y 4.029:20
11 | PERENCANAAN Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NA
buta aksara) ?
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12 | PERENCANAAN | Rata-rata Nilai UJI Kompetensi Guru SD % y NA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13 PERENCANAAN | Rata-rata Nilai UJI Kompetensi Guru SMP % y NA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14 | PERENCANAAN | Persentase Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi Minimal B % y 98
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15 | PERENCANAAN | Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi Minimal B % y 87
16 | PERENCANAAN Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 99 72
dalam PAUD ° ’
17 | PERENCANAAN Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang o Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 579
berpartisipasi dalam pendidikan dasar ? ’
i isipasi i - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18 PERENCANAAN Tingkat Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang % y 96,98

berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19 | PERENCANAAN | menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang % 97,59
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
o ) . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20 | PERENCANAAN | Angka Partisipasi Kasar (APK) (Laki- Laki & Perempuan) PAUD % 101,04
L ) . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21 | PERENCANAAN | Angka Partisipasi Kasar (APK) (Laki- laki & Perempuan) SD % 100,6
L ) . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22 | PERENCANAAN | Angka Partisipasi Kasar (APK) (Laki- laki & Perempuan) SMP % 103,85
S Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23 | PERENCANAAN | APM SD/MI/Paket A (Laki-laki dan Perempuan) % 98,15
L Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24 | PERENCANAAN | APM SMP/MTs/Paket B (Laki-laki dan Perempuan) % 96,98
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25 PERENCANAAN | APS SD/MI % 99,7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26 PERENCANAAN | APS SMP/MTs % 99,11
o ) ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27 | PERENCANAAN | Rata-rata Nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (SMP) % NA
o ) ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28 | PERENCANAAN | Rata-rata Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (SD) % NA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29 | PERENCANAAN | Persentase AK SD/MI % 100
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30 PERENCANAAN | Persentase AK SMP/MTS % 100
. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31 PERENCANAAN | Persentase AM dari SD/MI ke SMP/MTS % 97,5
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32 PERENCANAAN | Persentase AM SMP/MTS Ke SMA/MA % 99,2
L Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33 | PERENCANAAN | Jumlah Guru Dengan Kualifikasi Minimal D4/SI Orang 5.583
o Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34 | PERENCANAAN | Jumlah Guru Bersertifikasi Orang 4866
A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35 PERENCANAAN | Persentase Guru Bersertifikasi % 87,16
Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36 | PERENCANAAN | menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang % 97,59
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 | 1.02.000001 Alat uji dan kalibrasi pada RMC Unit Dinas Kesehatan 1
Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet . .
2 1.02.000002 eksisting Unit Dinas Kesehatan 77
3 A.kaes, .oba'f, vaksin, BMHP, makanan dan mm_uman yang Paket Dinas Kesehatan 29
1.02.000004 didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya
4 | 1.02.000005 Alkes/alat penunjang medik Fasyankes Unit Dinas Kesehatan 36933
5 1.02.000008 Anak Usia Pendidikan Dasar Orang Dinas Kesehatan 98961
6 Apotek, T(.)k.o Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Sarana Dinas Kesehatan 171
1.02.000009 Obat Tradisional (UMQT)
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
7 Apotek, T(.)k.o Obat, Toko Alat Kesehatan, dan O|:.>tikal,.Usaha Mikro Sarana Dinas Kesehatan 14
1.02.000010 Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen lIzin
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
8 Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa Sarana Dinas Kesehatan 14
1.02.000011 izinnya
9 Apotek, T(.)k'o Obat, Toko Alat Kesehatan, dan .O.ptikal, Usaha Mikro Sarana Dinas Kesehatan 171
1.02.000012 Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin
10 | 1.02.000014 Balita Orang Dinas Kesehatan 41094
11 | 1.02.000016 Bayi baru lahir Orang Dinas Kesehatan 7879
12 | 1.02.000018 BMHP yang disediakan Paket Dinas Kesehatan 1
13 | 1.02.000021 Data Perizinan Industri Rumah Tangga Dokumen Dinas Kesehatan 255
14 | 1.02.000022 Dokter Gigi Orang Dinas Kesehatan 88
15 | 1.02.000023 Dokter Spesialis Anak Orang Dinas Kesehatan 2
16 | 1.02.000024 Dokter Spesialis Anestesi Orang Dinas Kesehatan 2
17 | 1.02.000025 Dokter Spesialis Bedah Orang Dinas Kesehatan 3
18 | 1.02.000026 Dokter Spesialis Jantung Orang Dinas Kesehatan 2
19 | 1.02.000027 Dokter Spesialis kebidanan Orang Dinas Kesehatan 3
20 | 1.02.000028 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Orang Dinas Kesehatan 1
21 | 1.02.000029 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Orang Dinas Kesehatan 1
22 | 1.02.000030 Dokter Spesialis Mata Orang Dinas Kesehatan 2
23 | 1.02.000031 Dokter Spesialis Paru Orang Dinas Kesehatan 2
24 | 1.02.000032 Dokter Spesialis Penyakit Dalam Orang Dinas Kesehatan 4
25 | 1.02.000033 Dokter Spesialis Radiologi Orang Dinas Kesehatan 1
26 | 1.02.000034 Dokter Spesialis THT Orang Dinas Kesehatan 1
27 | 1.02.000035 Dokter Spesialis Urologi Orang Dinas Kesehatan 1
28 | 1.02.000036 Dokter Umum Orang Dinas Kesehatan 349
29 Dokumen ha.sil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Dokumen Dinas Kesehatan 27
1.02.000038 Daya Manusia Kesehatan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut
30 Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Dokumen Dinas Kesehatan 20
1.02.000039 PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
31 | 1.02.000041 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Dokumen Dinas Kesehatan 5
32 | 1.02.000044 Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen Dinas Kesehatan 52
Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak .
33 1.02.000045 Menular Dokumen Dinas Kesehatan 8
Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia .
34 1.02.000047 Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 27
35 | 1.02.000049 Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 3
36 | 1.02.000053 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen Dinas Kesehatan 12
37 | 1.02.000054 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Dokumen Dinas Kesehatan 24
38 | 1.02.000055 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dokumen Dinas Kesehatan 12
39 | 1.02.000056 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen Dinas Kesehatan 12
40 | 1.02.000057 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen Dinas Kesehatan 12
a1 Dokumen Hasil Pengglolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Dokumen Dinas Kesehatan 12
1.02.000058 Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
42 Dokumen Hasil Pengelola:?\rT PeIayana.n'Keseha'tan Tradisional, Dokumen Dinas Kesehatan 12
1.02.000059 Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
43 | 1.02.000060 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Dokumen Dinas Kesehatan 12
44 | 1.02.000061 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Dokumen Dinas Kesehatan 12
45 | 1.02.000062 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 12
46 | 1.02.000063 Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 0
47 Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Dokumen Dinas Kesehatan 24
1.02.000064 Pelayanan Kesehatan
48 | 1.02.000065 Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 12
49 Dokumen hasil Pengelol_agn Upaya Pengurangan Risiko Krisis Dokumen Dinas Kesehatan 24
1.02.000066 Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
50 Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Dokumen Dinas Kesehatan 1
1.02.000067 Perusahaan Rumah Tangga
Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
51 Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Dokumen Dinas Kesehatan 30
1.02.000068 Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
57 Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Dokumen Dinas Kesehatan 0
1.02.000069 Kesehatan Pasca Bencana
53 | 1.02.000070 Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokumen Dinas Kesehatan 9
54 Dokumen has.il Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Dinas Kesehatan 5
1.02.000071 Kesehatan Rujukan
55 | 1.02.000072 Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 24
56 Dok.umerT hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Dokumen Dinas Kesehatan 24
1.02.000073 Registrasi Puskesmas
57 | 1.02.000074 Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen Dinas Kesehatan 1
58 | 1.02.000075 Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen Dinas Kesehatan 24
59 | 1.02.000076 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen Dinas Kesehatan 5
60 | 1.02.000077 Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 24
61 | 1.02.000079 Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit Dinas Kesehatan 51
62 | 1.02.000080 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit Dinas Kesehatan 438
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata . .
D Keseh
®3 | 1.02.000082 | Kelolanya Unit Inas Kesehatan 0
64 FaS|I|ta§ Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin Unit Dinas Kesehatan 1
1.02.000083 operasioanal
65 Fasilitas Pelayar!an Keseha'tan yang belumyang belum dilakukan Unit Dinas Kesehatan 50
1.02.000084 pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
66 | 1.02.000085 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional Unit Dinas Kesehatan 50
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

67 Fas!lltas Pelay'anan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Unit Dinas Kesehatan 50
1.02.000086 Indikator Nasional Mutu (INM)

68 | 1.02.000087 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit Dinas Kesehatan 31

69 | 1.02.000088 Faskes lainnya Unit Dinas Kesehatan 23

Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes . .

70 1.02.000089 eksisting Unit Dinas Kesehatan N/A

71 | 1.02.000090 Fasyankes yang melayani melalui telemedicine Unit Dinas Kesehatan 29

72 | 1.02.000091 Gudang umum Unit Dinas Kesehatan 3

Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

73 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Dokumen Dinas Kesehatan n/a
1.02.000093 Makanan (TPM)

74 Hz?sn Penger?dahan dan Pengawasar) serta tindak lanjut Penerbitan Dokumen Dinas Kesehatan 50
1.02.000094 Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan

75 H§S|I Penger?dallan dan Pengawasan serta 'Fmdak lanjut Penerbitan Dokumen Dinas Kesehatan 50
1.02.000095 Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan

76 HaS|.I Pengendallan dan Pengayvgsan serta Tlndak Lanjut Pengawasan Dokumen Dinas Kesehatan 200
1.02.000096 Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi

77 Ha5|.l .Pengendaha.n dan Pengawas?n serta Tindak Lanjut Pengawasan Dokumen Dinas Kesehatan 150
1.02.000097 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

78 | 1.02.000098 HCU Unit Dinas Kesehatan 3

79 | 1.02.000099 Ibu bersalin Orang Dinas Kesehatan 8078

80 | 1.02.000100 Ibu Hamil Orang Dinas Kesehatan 8582

81 | 1.02.000101 ICCU/ICVCU Unit Dinas Kesehatan 1

82 | 1.02.000102 ICU Unit Dinas Kesehatan 5

83 | 1.02.000103 Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Unit Dinas Kesehatan 885

84 | 1.02.000104 Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah) Unit Dinas Kesehatan 3498

35 keglétan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Dokumen Dinas Kesehatan 9%
1.02.000106 Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
36 kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Dokumen Dinas Kesehatan 60
1.02.000107 Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan .
87 1.02.000108 Sehat Dokumen Dinas Kesehatan 120
Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan ,
88 1.02.000109 dasar Keluarga Dinas Kesehatan 306803
keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan .
89 1.02.000110 keluarga Keluarga Dinas Kesehatan 306803
90 Laporan hasil Inve§t|g:f15| Awal Kejaqlan Tidak Diharapkan (Kejadian Laporan Dinas Kesehatan 12
1.02.000111 Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
91 | 1.02.000113 NICU Unit Dinas Kesehatan 3
92 | 1.02.000114 obat dan vaksin yang disediakan Paket Dinas Kesehatan 300
obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang .
93 1.02.000115 disediakan Paket Dinas Kesehatan 300
94 | 1.02.000116 Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Orang Dinas Kesehatan 4620
95 | 1.02.000117 Orang kecanduan NAPZA Orang Dinas Kesehatan 16
96 | 1.02.000118 orang terduga menderita HIV Orang Dinas Kesehatan 124
97 | 1.02.000119 orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Orang Dinas Kesehatan 10333
08 orang yang .Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Orang Dinas Kesehatan 12
1.02.000120 Gangguan Jiwa Berat
99 | 1.02.000121 Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Orang Dinas Kesehatan 16
100 L . Organisasi Dinas Kesehatan 3902
1.02.000122 Organisasi masyarakat bidang kesehatan Masyarakat
101 | 1.02.000123 Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Paket Dinas Kesehatan 50
102 | 1.02.000140 Pengolahan Limbah Unit Dinas Kesehatan 31
103 | 1.02.000141 penyalahguna NAPZA Orang Dinas Kesehatan 16
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan . .
104 1.02.000142 Sehat kualtitas Dinas Kesehatan 24
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
105 | 1.02.000143 Peralatan di laundry Unit Dinas Kesehatan 5
106 | 1.02.000144 Peralatan di ruang CSSD Unit Dinas Kesehatan 5
107 | 1.02.000145 Peralatan di ruang dapur/gizi Unit Dinas Kesehatan 26
108 | 1.02.000146 Peralatan di ruang farmasi Unit Dinas Kesehatan 26
109 | 1.02.000147 Peralatan di ruang gawat darurat Unit Dinas Kesehatan 26
110 | 1.02.000148 Peralatan di ruang intensif Unit Dinas Kesehatan 5
111 | 1.02.000149 Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi Unit Dinas Kesehatan 26
112 | 1.02.000150 Peralatan di ruang Laboratorium Unit Dinas Kesehatan 29
113 | 1.02.000151 Peralatan di ruang operasi Unit Dinas Kesehatan 5
114 | 1.02.000152 Peralatan di ruang radiologi Unit Dinas Kesehatan 5
115 | 1.02.000153 Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll) Unit Dinas Kesehatan 1092
116 | 1.02.000154 Peralatan di ruang rekam medik Unit Dinas Kesehatan 29
117 | 1.02.000155 Peralatan penanggulangan kebakaran Unit Dinas Kesehatan 340
118 | 1.02.000156 Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi Unit Dinas Kesehatan 467
119 | 1.02.000157 Perizinan Industri Rumah Tangga Unit Dinas Kesehatan 255
120 | 1.02.000158 PICU Unit Dinas Kesehatan 3
121 | 1.02.000159 Prasarana di Fasyankes Unit Dinas Kesehatan 6265
122 | 1.02.000160 Prasarana Fasyankes Unit Dinas Kesehatan 6265
123 | 1.02.000161 Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Unit Dinas Kesehatan 653
124 | 1.02.000162 Public Safety Center (PSC 119) Unit Dinas Kesehatan 1
125 | 1.02.000164 Puskesmas Unit Dinas Kesehatan 24
126 | 1.02.000165 RICU Unit Dinas Kesehatan n/a
127 | 1.02.000166 Ruang administrasi Unit Dinas Kesehatan 74
128 | 1.02.000167 Ruang Administrasi dan Manajemen Unit Dinas Kesehatan 124
129 | 1.02.000168 Ruang ASI Unit Dinas Kesehatan 26
130 | 1.02.000169 Ruang Bank Darah Rumah Sakit Unit Dinas Kesehatan 3
131 | 1.02.000170 Ruang cuci linen Unit Dinas Kesehatan 8
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132 | 1.02.000171 Ruang dinas Nakes Unit Dinas Kesehatan 58
133 | 1.02.000172 Ruang Farmasi Unit Dinas Kesehatan 48
134 | 1.02.000173 Ruang Gawat Darurat Unit Dinas Kesehatan 46
135 | 1.02.000174 Ruang Gizi Unit Dinas Kesehatan 29
136 | 1.02.000175 Ruang jaga petugas Unit Dinas Kesehatan 58
137 | 1.02.000176 Ruang Jenazah Unit Dinas Kesehatan 5
138 | 1.02.000177 Ruang kantor untuk karyawan Unit Dinas Kesehatan 31
139 | 1.02.000178 Ruang Kepala Puskersmas Unit Dinas Kesehatan 24
140 | 1.02.000179 Ruang kesehatan anak dan iminisasi Unit Dinas Kesehatan 55
141 | 1.02.000180 Ruang kesehatan gigi dan mulut Unit Dinas Kesehatan 42
142 | 1.02.000181 Ruang kesesuhatan ibu dan KB Unit Dinas Kesehatan 29
143 | 1.02.000182 Ruang KIE Unit Dinas Kesehatan 29
144 | 1.02.000183 Ruang Laboraturium Unit Dinas Kesehatan 29
145 | 1.02.000184 Ruang Loundry Unit Dinas Kesehatan 8
146 | 1.02.000185 Ruang Operasi Unit Dinas Kesehatan 5
147 | 1.02.000186 Ruang Parkir Unit Dinas Kesehatan 47
148 | 1.02.000187 Ruang Pemeliharaan Sarpras Unit Dinas Kesehatan 5
149 | 1.02.000188 Ruang pemeriksanaan khusus Unit Dinas Kesehatan 21
150 | 1.02.000189 Ruang pemeriksanaan umum Unit Dinas Kesehatan 50
151 | 1.02.000190 Ruang Penaggulangan Kebakaran Unit Dinas Kesehatan 32
152 | 1.02.000191 Ruang pendaftaran dan rekam medik Unit Dinas Kesehatan 46
153 | 1.02.000192 Ruang Pengelolaan Gas Medik Unit Dinas Kesehatan 3
154 | 1.02.000193 Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas Unit Dinas Kesehatan 6
155 | 1.02.000194 Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) Unit Dinas Kesehatan 22
156 | 1.02.000195 Ruang persalinan Unit Dinas Kesehatan 37
157 | 1.02.000196 Ruang Radiologi Unit Dinas Kesehatan 5
158 | 1.02.000197 Ruang rapat/diskusi Unit Dinas Kesehatan 32
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159 | 1.02.000198 Ruang Rawat Inap Unit Dinas Kesehatan 48
160 | 1.02.000199 Ruang Rawat Intentif: Unit Dinas Kesehatan 5
161 | 1.02.000200 Ruang Rawat Jalan Unit Dinas Kesehatan 33
162 | 1.02.000201 Ruang rawat pascaa persalinan Unit Dinas Kesehatan 22
163 | 1.02.000202 Ruang Rehabilitasi Medik Unit Dinas Kesehatan 5
164 | 1.02.000203 Ruang Rekam Medis Unit Dinas Kesehatan 5
165 | 1.02.000204 Ruang Sterilisasi Unit Dinas Kesehatan 43
166 | 1.02.000205 Ruang tindakan dan gawat daerurat Unit Dinas Kesehatan 48
167 | 1.02.000206 Ruang tunggu Unit Dinas Kesehatan 106
168 | 1.02.000207 Rumah dinas Nakes Unit Dinas Kesehatan 39
169 | 1.02.000208 Rumah Sakit Unit Dinas Kesehatan N/A
170 | 1.02.000209 Rumah Sakit kelas B Unit Dinas Kesehatan N/A
171 | 1.02.000210 Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional Unit Dinas Kesehatan N/A
172 | 1.02.000211 Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit Dinas Kesehatan N/A
173 | 1.02.000212 Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Unit Dinas Kesehatan N/A
Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin . .
174 1.02.000213 operasioanal yang / Unit Dinas Kesehatan N/A
175 | 1.02.000214 Rumah Sakit kelas C Unit Dinas Kesehatan 3
176 | 1.02.000215 Rumah Sakit Kelas C dan D Unit Dinas Kesehatan 5
177 | 1.02.000216 Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional Unit Dinas Kesehatan 5
178 | 1.02.000217 Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Unit Dinas Kesehatan 5
179 | 1.02.000218 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Unit Dinas Kesehatan 0
Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin . .
180 1.02.000219 operasioanal e / Unit Dinas Kesehatan 0
181 | 1.02.000220 Rumah Sakit kelas D Unit Dinas Kesehatan 2
182 | 1.02.000221 Sarana di Fasyankes Unit Dinas Kesehatan 3267
183 | 1.02.000222 sarana Fasyankes Unit Dinas Kesehatan 3267
184 | 1.02.000223 Sarana Fasyankes eksisting Unit Dinas Kesehatan 3267
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185 | 1.02.000224 sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Unit Dinas Kesehatan 255
186 Spesimen.Penyak.it Potensi:.ﬁl Kejadian L.usz B.iasa.(KLB) ke Paket Dinas Kesehatan 50
1.02.000225 Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan
187 | 1.02.000227 Telemedicine Unit Dinas Kesehatan 29
188 | 1.02.000228 Tempat tidur rumah sakit Unit Dinas Kesehatan 770
189 | 1.02.000229 Tenaga Apotek Orang Dinas Kesehatan 155
190 | 1.02.000230 Tenaga gizi Orang Dinas Kesehatan 80
191 | 1.02.000231 Tenaga Kebidanan Orang Dinas Kesehatan 771
192 | 1.02.000232 Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya Orang Dinas Kesehatan 0
193 | 1.02.000233 Tenaga Keperawatan Orang Dinas Kesehatan 1438
194 | 1.02.000234 Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya Orang Dinas Kesehatan n/a
195 | 1.02.000235 Tenaga Kesehatan Lainnya Orang Dinas Kesehatan 835
196 | 1.02.000236 Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya Orang Dinas Kesehatan n/a
197 | 1.02.000237 Tenaga Kesehatan Lingkungan Orang Dinas Kesehatan 49
198 | 1.02.000238 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang Dinas Kesehatan 56
199 | 1.02.000239 Tenaga Kesehatan tradisional Orang Dinas Kesehatan 2
200 | 1.02.000240 Tenaga Keteknisan Medis Orang Dinas Kesehatan 143
201 | 1.02.000241 Tenaga keterapian fisik Orang Dinas Kesehatan 53
202 | 1.02.000242 Tenaga Teknik Biomedika Orang Dinas Kesehatan 29
203 | 1.02.000243 Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC) Unit Dinas Kesehatan 1
204 | 1.02.000244 Usaha Kecil Obat Tradisional Sarana Dinas Kesehatan 2
205 02000245 E?::jaKecH Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Sarana Dinas Kesehatan 0
206 | 1.02.000246 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin Sarana Dinas Kesehatan 2
207 Parkir kendaraja'n roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Unit Dinas Kesehatan 24
1.02.000257 Puskesmas Keliling
208 | 1.02.000258 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sarana Dinas Kesehatan 0
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209 P(?dagan'g Besar Fr—:\rma5| (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Sarana Dinas Kesehatan 0
1.02.000259 Izin/habis Masa Izinnya

210 | 1.02.000260 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin Sarana Dinas Kesehatan 0

211 | 1.02.000261 Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Layanan Dinas Kesehatan 29

212 Perr.1k.)|naan daq Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Orang Dinas Kesehatan 1245
1.02.000262 Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

213 | 1.02.000263 Penderita Diabetes Melitus Orang Dinas Kesehatan 22489

214 | 1.02.000264 Penderita Hipertensi Orang Dinas Kesehatan 274966

215 | 1.02.000265 penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen Dinas Kesehatan 888193

216 Penduduk mendapatkan Ffe'layanan K.es.ehatan‘TradlsmnaI, Orang Dinas Kesehatan 155
1.02.000266 Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

217 | 1.02.000267 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Orang Dinas Kesehatan 72

718 Penduduk.Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau Orang Dinas Kesehatan 0
1.02.000268 berPotensi bencana

219 Penduduk'Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau Orang Dinas Kesehatan 0
1.02.000269 berpotensi bencana

220 | 1.02.000270 Penduduk Usia Lanjut Orang Dinas Kesehatan 165799

221 | 1.02.000271 Penduduk Usia Produktif Orang Dinas Kesehatan 548072

222 | 1.02.000272 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Orang Dinas Kesehatan 1249

223 | 1.02.000273 Pengolahan Limbah Unit Dinas Kesehatan 415

224 | 1.02.000274 Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC Unit Dinas Kesehatan 1

225 | 1.02.000275 Alat Kesehatan Unit Dinas Kesehatan 36933

226 | 1.02.000276 Labkesda Unit Dinas Kesehatan 1

227 Dokumen Hasil Pengelolaan Pel‘ayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Dokumen Dinas Kesehatan 12
1.02.000277 Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

278 Dokumen Hasil Pengelolaan PeIayanz.:\n Kesehatan Penyakit Campak Dokumen Dinas Kesehatan 12
1.02.000278 yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
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229 | 1.02.000279 Kasus penyakit menular dan tidak menular Kasus Dinas Kesehatan 383980
230 | 1.02.000280 Kasus Penyakit IMS Kasus Dinas Kesehatan 27
231 | 1.02.000281 Kasus Penyakit Campak Kasus Dinas Kesehatan 0
232 | 1.02.000283 Kasus Penyakit Kusta Kasus Dinas Kesehatan 17
233 | 1.02.000286 Kasus Penyakit Filariasis Kasus Dinas Kesehatan 0
234 | 1.02.000287 Kasus Penyakit Kecacingan Kasus Dinas Kesehatan 0
235 | 1.02.000288 Kasus Penyakit Frambusia Kasus Dinas Kesehatan 0
Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang
236 dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Dokumen Dinas Kesehatan 12
1.02.000291 Standar
237 | 1.02.000293 Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun Dokumen Dinas Kesehatan 10
738 Dokumen Hasil Penanggulangz?m Penyakit kesehatan jiwa pada lintas Dokumen Dinas Kesehatan 0
1.02.000294 daerah kabupaten/kota Sesuai Standar
239 | 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Laporan Dinas Kesehatan 0
240 | 1.02.000296 Perizinan yang diterbitkan Dokumen Dinas Kesehatan 1245
241 Fasilitas Pelaya?nan Obs.tetri Neonat'hz?\I Emerggnsi Komprehensif Unit Dinas Kesehatan 1
1.02.000297 (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan
242 | 1.02.000302 Tenaga pengajar ilmu kesehatan Orang Dinas Kesehatan 11
243 | 1.02.000308 Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya Orang Dinas Kesehatan 4626
242 L 02.000311 Ezz:l;as Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Unit Dinas Kesehatan 55
245 D.okumen Hasil pembinaan dan dukurTgarT sumber daya yang . Dokumen Dinas Kesehatan 0
1.02.000312 dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit
246 | 1.02.000313 Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi Unit Dinas Kesehatan 20
247 | 02.000317 gslsl;a:rga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan 0
248 | 1.02.000319 penderita Tuberkulosis Orang Dinas Kesehatan 1253
249 | 1.02.000320 penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dinas Kesehatan 1253
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250 | 1.02.000321 Penderita HIV (ODHIV) Orang Dinas Kesehatan 116
251 | 1.02.000322 Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang Dinas Kesehatan 96
252 | 1.02.000323 Orang berisiko terjangkit Malaria Orang Dinas Kesehatan 0
253 | 1.02.000324 Orang terjangkit (penderita) Malaria Orang Dinas Kesehatan 2
254 Dokumen I.:asilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Dokumen Dinas Kesehatan 12
1.02.000325 dan pemeliharaan kesehatan reproduksi
255 Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Dokumen Dinas Kesehatan 12
1.02.000326 pengelolaan upaya kesehatan anak
256 Dokumen fasilitasi, pembinaa.n dah pengawasan terhadap Dokumen Dinas Kesehatan 12
1.02.000327 pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan
257 | 1.02.000328 Sarana Air Minum Komunal Sarana Dinas Kesehatan 127
258 | 1.02.000329 Sarana Sanitasi Sarana Dinas Kesehatan 311963
259 | 1.02.000330 Tatanan kawasan tanpa rokok Kawasan Dinas Kesehatan 7
260 L 09.000331 rT:;?ct)akgli(awasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas Kawasan Dinas Kesehatan )
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN | Angka Usia Harapan hidup % Dinas Kesehatan 75.21
2 | PERENCANAAN | Persentase balita gizi % Dinas Kesehatan 0,94
3 | PERENCANAAN | Prevalensi Balita Gizi Stunting % Dinas Kesehatan 9,6
4 | PERENCANAAN | Cakupan Desa Siaga Aktif % Dinas Kesehatan 98,6
5 | PERENCANAAN | Angka Balita Gizi Buruk Angka Dinas Kesehatan 392
6 | PERENCANAAN | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Dinas Kesehatan 8,7
7 | PERENCANAAN | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Dinas Kesehatan 0,5
8 | PERENCANAAN | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Angka Dinas Kesehatan 6,2
9 | PERENCANAAN | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Orang Dinas Kesehatan 37,3
10 | PERENCANAAN | Rasio posyandu per satuan balita Rasio Dinas Kesehatan 47/posy
11 | PERENCANAAN | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Dinas Kesehatan 0,12
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12 | PERENCANAAN | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio Dinas Kesehatan 0,062
13 | PERENCANAAN | Rasio dokter per satuan penduduk Rasio Dinas Kesehatan 22,5
14 | PERENCANAAN | Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio Dinas Kesehatan 35,2
15 | PERENCANAAN | Cakupan komplikasi % Dinas Kesehatan 100,4
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang o .
16 PERENCANAAN | memiliki kompetensi kebidanan % Dinas Kesehatan 100
17 | PERENCANAAN | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % Dinas Kesehatan 55,8
18 | PERENCANAAN | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak % Dinas Kesehatan 75,68
19 | PERENCANAAN | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk % Dinas Kesehatan 100
20 | PERENCANAAN | Cakupan balita pneumonia yang ditangani % Dinas Kesehatan 77,02
21 | PERENCANAAN | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % Dinas Kesehatan 60,7
22 | PERENCANAAN | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Rasio Dinas Kesehatan 145
23 | PERENCANAAN | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Rasio Dinas Kesehatan 5,48
24 ERENCANAAN Erg_lp_);)rsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program % Dinas Kesehatan 60.7
25 ERENCANAAN Erg_lp_)sorsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program % Dinas Kesehatan g7
26 | PERENCANAAN | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % Dinas Kesehatan 100
27 | PERENCANAAN | Persentase Penderita diare yang ditangani % Dinas Kesehatan 100
28 | PERENCANAAN | Angka kejadian Malaria Angka Dinas Kesehatan 0
29 | PERENCANAAN | Tingkat kematian akibat malaria Angka Dinas Kesehatan 0
30 | PERENCANAAN | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida % Dinas Kesehatan 0
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti 0 .

31 | PERENCANAAN | malaria yang tepat % Dinas Kesehatan 0
32 | PERENCANAAN | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % Dinas Kesehatan 0
33 ERENCANAAN tAer:glli;:]il:enggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi Angka Dinas Kesehatan 1948
34 | PERENCANAAN | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % Dinas Kesehatan 100
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35 | PERENCANAAN | Cakupan kunjungan bayi % Dinas Kesehatan 91,3
36 | PERENCANAAN | Cakupan puskesmas % Dinas Kesehatan 126,3
37 | PERENCANAAN | Cakupan pembantu puskesmas % Dinas Kesehatan 28,6
38 | PERENCANAAN | Persentase kunjungan lbu hamil K4 % Dinas Kesehatan 100
39 | PERENCANAAN | Cakupan pelayanan nifas % Dinas Kesehatan 100
40 | PERENCANAAN | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % Dinas Kesehatan 101,4
41 | PERENCANAAN | Cakupan pelayanan anak balita % Dinas Kesehatan 100
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 .
42 | DERENCANAAN bulanpkelsarga miskin i Pme e % Dinas Kesehatan 97,75
43 | PERENCANAAN | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % Dinas Kesehatan 100
44 | PERENCANAAN | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % Dinas Kesehatan 100
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan .
5| PERENCANAAN saranz keZehaytan (Rg) o % Dinas Kesehatan 100
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan .
46 PERENCANAAN penyZIidikan e/pidemiologi < ijam e % Dinas Kesehatan 100
47 | PERENCANAAN | Prevalensi Balita Stunting % Dinas Kesehatan 9,6
48 | PERENCANAAN | Jumlah Kasus Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih Kasus Dinas Kesehatan 8080
49 | PERENCANAAN | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % Dinas Kesehatan 85,71
50 | PERENCANAAN | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % Dinas Kesehatan 100
51 | PERENCANAAN | Nilai rata rata IKM Puskesmas Nilai Dinas Kesehatan 98,56
52 | PERENCANAAN | Persentase puskesmas akreditasi minimal madya % Dinas Kesehatan 100
53 | PERENCANAAN | Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Unit Dinas Kesehatan 29
54 | PERENCANAAN | Rasio tenaga dokter per100.000 penduduk Rasio Dinas Kesehatan 35
55 | PERENCANAAN | Jumlah Perawat Orang Dinas Kesehatan 1296
56 | PERENCANAAN | Jumlah Bidan Orang Dinas Kesehatan 709
57 | PERENCANAAN | Jumlah Farmasi Orang Dinas Kesehatan 312
58 | PERENCANAAN | Jumlah Ahli Gizi Orang Dinas Kesehatan 80
59 | PERENCANAAN | Jumlah Dokter Spesialis Orang Dinas Kesehatan 154
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60 | PERENCANAAN | Jumlah Dokter Gigi Orang Dinas Kesehatan 88
61 | PERENCANAAN | Jumlah Dokter Umum Orang Dinas Kesehatan 287
62 | PERENCANAAN | Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Bayi Dinas Kesehatan 443
63 | PERENCANAAN | Jumlah BBLR Dirujuk Bayi Dinas Kesehatan 195
64 | PERENCANAAN | Jumlah Balita Gizi Buruk Bayi Dinas Kesehatan 392
65 | PERENCANAAN | Cakupan Kunjungan Bayi % Dinas Kesehatan 91,87
66 | PERENCANAAN | Persentase Ibu Hamil Kunjungan K1 % Dinas Kesehatan 100
67 | PERENCANAAN | Persentase Ibu Hamil Kunjungan K4 % Dinas Kesehatan 100
68 | PERENCANAAN | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) % Dinas Kesehatan 12,2
69 | PERENCANAAN | HIV Orang Dinas Kesehatan 116
70 | PERENCANAAN | DBD Orang Dinas Kesehatan 675
71 | PERENCANAAN | Diare Orang Dinas Kesehatan 2877
72 | PERENCANAAN | ISPA Orang Dinas Kesehatan 2096
73 | PERENCANAAN | Tuberculosis Orang Dinas Kesehatan 1203
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan
7% | PERENCANAAN | sesuai standpart " PR PR % Dinas Kesehatan 100
Persentase penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan

s PERENCANAAN | kesehatan sZsuai standart ° PR % Dinas Kesehatan 100
76 | PERENCANAAN | Orang dengan gangguan jiwa berat Orang Dinas Kesehatan 100,2
77 | PERENCANAAN | Angka kesakitan orang dengan resiko terinfeksi HIV Jiwa Dinas Kesehatan 116
78 | PERENCANAAN | Angka kesakitan orang dengan resiko terinfeksi kusta Jiwa Dinas Kesehatan 17
79 | PERENCANAAN | Angka kesakitan orang dengan resiko terinfeksi TB Jiwa Dinas Kesehatan 1285
80 | PERENCANAAN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Dinas Kesehatan 90
81 | PERENCANAAN | Persentase desa ODF % Dinas Kesehatan 100
82 | PERENCANAAN | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Rasio Dinas Kesehatan 0,84
83 | PERENCANAAN | Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi % Dinas Kesehatan 5
84 | PERENCANAAN | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % Dinas Kesehatan 100
85 | PERENCANAAN | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % Dinas Kesehatan 100
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Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi o .
D 1

85 | PERENCANAAN | baru lahir % Inas Kesehatan 00

87 | PERENCANAAN | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % Dinas Kesehatan 100
Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan o .

88 PERENCANAAN | kesehatan sesuai standar % Dinas Kesehatan 100
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan o .

D 1

89 PERENCANAAN | sesuai standar % inas Kesehatan 00
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining 0 .

0 PERENCANAAN | kesehatan sesuai standar % Dinas Kesehatan 100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan o .

o1 PERENCANAAN | kesehatan sesuai standar % Dinas Kesehatan 100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan o .

92 PERENCANAAN | sesuai standar % Dinas Kesehatan 100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa o .

3 PERENCANAAN | sesuai standar % Dinas Kesehatan 100

94 | PERENCANAAN | Persentase terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % Dinas Kesehatan 100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan o .

9 PERENCANAAN | pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % Dinas Kesehatan 100

96 | PERENCANAAN | Indeks Keluarga Pra Sehat Indeks Dinas Kesehatan 0,69
persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai o .

97 PERENCANAAN | standart % Dinas Kesehatan 39
Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) o ,

98 PERENCANAAN | yang memenuhi standart dan persyaratan perizinan % Dinas Kesehatan 100

99 | PERENCANAAN | Cakupan Desa Siaga Aktif % Dinas Kesehatan 98,6
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1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Bangunan . )
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
1 1.03.000005 | Bangunan dan Lingkungan dan 4
. Penataan Ruang
Lingkungan
. Bangunan . .
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Dinas Pekerjaan Umum Dan
2 1.03.000006 L . dan 4
Tradisional Bersejarah ) Penataan Ruang
Lingkungan
Bangunan . .
. L Dinas Pekerjaan Umum Dan
3 1.03.000007 | Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata dan NA
. Penataan Ruang
Lingkungan
Bangunan . .
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
4 1.03.000008 | Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional | dan NA
. Penataan Ruang
Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Dan
5 | 1.03.000009 | Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Bangunan : 4
dan Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Lingkungan
Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
6 1.03.000010 | Bangunan Gedung NA
Gedung Penataan Ruang
Bangunan . .
Dinas Pekerjaan Umum Dan
7 1.03.000011 | Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Gedung 9
Penataan Ruang
Cagar Budaya
. . 0 Bangunan : .
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Dinas Pekerjaan Umum Dan
8 1.03.000013 . Gedung 9
Pemerintah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Cagar Budaya
. . Bangunan . .
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Dinas Pekerjaan Umum Dan
9 1.03.000015 Gedung 9
Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Cagar Budaya
Bangunan . .
Dinas Pekerjaan Umum Dan
10 | 1.03.000018 | Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Gedung 111
Penataan Ruang
Negara
. . Bangunan . .
Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan
11 | 1.03.000019 Gedung 3
Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Negara
12 | 1.03.000021 | Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan 3
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Gedung Penataan Ruang
13 | 1.03.000024 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Bantuan Dinas Pekerjaan Umum Dan 9
R Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Teknis Penataan Ruang
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk | Bantuan Dinas Pekerjaan Umum Dan
14 | 1.03.000026 . . . 3
Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Teknis Penataan Ruang
Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Dinas Pekerjaan Umum Dan
15 | 1.03.000031 Dokumen
Ruang Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
19 | 1.03.000037 | Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Dokumen NA
Penataan Ruang
Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan
23 | 1.03.000044 Dokumen NA
Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum Dan
24 | 1.03.000051 Dokumen NA
Penataan Ruang Penataan Ruang
L . . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
25 | 1.03.000055 | Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen NA
Penataan Ruang
L Dinas Pekerjaan Umum Dan
26 | 1.03.000067 | Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen NA
Penataan Ruang
27 | 1.03.000069 | Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Dokumen 1

Dinas Pekerjaan Umum Dan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
28 | 1.03.000070 | Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Dokumen 1
Penataan Ruang
. . L Dinas Pekerjaan Umum Dan
29 | 1.03.000071 | Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Dokumen 1
Penataan Ruang
Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Dinas Pekerjaan Umum Dan
30 | 1.03.000075 Dokumen NA
Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana ) .
. L Dinas Pekerjaan Umum Dan
32 | 1.03.000079 | Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Dokumen
Penataan Ruang
Ruang
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan
33 | 1.03.000080 . Dokumen NA
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Penataan Ruang
Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Dinas Pekerjaan Umum Dan
34 | 1.03.000081 o o Dokumen NA
Disinsentif Bidang Penataan Ruang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
35 | 1.03.000083 | Dokumen Leger Jalan Dokumen 1
Penataan Ruang
Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan
36 | 1.03.000084 Dokumen NA

Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
. L Dinas Pekerjaan Umum Dan
41 | 1.03.000107 | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Dokumen NA
Penataan Ruang
Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Dinas Pekerjaan Umum Dan
58 | 1.03.000126 . . . Dokumen
Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
59 | 1.03.000127 | Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dokumen
Penataan Ruang
. o Dinas Pekerjaan Umum Dan
61 | 1.03.000132 | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dokumen NA
Penataan Ruang
L Dinas Pekerjaan Umum Dan
63 | 1.03.000134 | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dokumen NA
Penataan Ruang
Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Dinas Pekerjaan Umum Dan
67 | 1.03.000139 Dokumen 5
Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Dinas Pekerjaan Umum Dan
68 | 1.03.000140 Dokumen 2
Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan
69 | 1.03.000141 Dokumen 5
Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Dan
72 | 1.03.000154 Dokumen NA

Domestik (SPALD)

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Dan
73 | 1.03.000157 Dokumen
(RISPAM) Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
76 | 1.03.000162 | Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dokumen 2
Penataan Ruang
Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Dinas Pekerjaan Umum Dan
77 | 1.03.000163 Dokumen 3
Baku Penataan Ruang
Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau Dinas Pekerjaan Umum Dan
78 | 1.03.000164 o Dokumen 1
dan Bangunan Penampung Air Lainnya Penataan Ruang
. o Dinas Pekerjaan Umum Dan
79 | 1.03.000165 | Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Dokumen 2
Penataan Ruang
Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Dinas Pekerjaan Umum Dan
82 | 1.03.000182 . Dokumen 1
Perundangundangan Bidang Penataan ruang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
88 | 1.03.000196 | Jembatan Jembatan 2
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan
89 | 1.03.000198 ] Dokumen
Kesultanan dan Kadipaten Penataan Ruang
Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) i . Dinas Pekerjaan Umum Dan
92 | 1.03.000213 Liter/Detik 2

Jaringan Perpipaan

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
) Dinas Pekerjaan Umum Dan
93 | 1.03.000214 | Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang Kasus
Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi Dinas Pekerjaan Umum Dan
98 | 1.03.000226 Dokumen NA
dan Pembangunan Daerah Penataan Ruang
L . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
99 | 1.03.000227 | koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Dokumen 1
Penataan Ruang
. . o Dinas Pekerjaan Umum Dan
100 | 1.03.000228 | koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Dokumen NA
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
101 | 1.03.000236 | Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 60 Lembaga
Penataan Ruang
) . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
104 | 1.03.000241 | Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang Ha NA
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
109 | 1.03.000249 | PanjangJalan KM 38,82
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
116 | 1.03.000268 | Penerbitan PKKPR Dokumen NA
Penataan Ruang
117 | 1.03.000269 | Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Dokumen NA

Dinas Pekerjaan Umum Dan

59




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
118 | 1.03.000272 | Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Orang NA
Penataan Ruang
Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota . .
. L . Dinas Pekerjaan Umum Dan
119 | 1.03.000276 | menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Dokumen NA
Penataan Ruang
Ranperda RTRW Kabupaten/Kota
Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Dan
120 | 1.03.000278 . o o Dokumen NA
menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi Penataan Ruang
Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran Dinas Pekerjaan Umum Dan
126 | 1.03.000292 Dokumen NA
(dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Penataan Ruang
L Dinas Pekerjaan Umum Dan
127 | 1.03.000293 | Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen NA
Penataan Ruang
o Dinas Pekerjaan Umum Dan
128 | 1.03.000294 | Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dokumen 1
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
129 | 1.03.000296 | Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Dokumen NA
Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
130 | 1.03.000298 | Rapat persetujuan substansi Dokumen NA

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
131 | 1.03.000299 | Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen NA
Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
132 | 1.03.000300 | Rapat Persiapan persetujuan substansi Dokumen NA
Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
133 | 1.03.000301 | Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen NA
Penataan Ruang
. o Dinas Pekerjaan Umum Dan
134 | 1.03.000303 | Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi Dokumen NA
Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
135 | 1.03.000304 | Rekomendasi peta dari BIG Dokumen NA
Penataan Ruang
Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi ] ]
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
136 | 1.03.000306 | geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar Dokumen Penataan Ruan
u
terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan 8
substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan
Dinas Pekerjaan Umum Dan
137 | 1.03.000307 | Rumah Deret Rumah 2
Penataan Ruang
138 | 1.03.000309 | Rumah Tangga Rumah Dinas Pekerjaan Umum Dan 254/ 1256
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Tangga Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
139 | 1.03.000311 | Rumah Tinggal Tunggal Rumah 2
Penataan Ruang
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Dinas Pekerjaan Umum Dan
142 | 1.03.000332 Dokumen 1
Penataan ruang Penataan Ruang
. . . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
147 | 1.03.000347 | Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN Dokumen NA
Penataan Ruang
Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Dinas Pekerjaan Umum Dan
149 | 1.03.000351 Dokumen NA
Forum Penataan Ruang (untuk RDTR) Penataan Ruang
Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat . .
] . . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
153 | 1.03.000367 | Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan Dokumen
. e . . Penataan Ruang
persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
154 | 1.03.000373 | Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA) Orang NA
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
155 | 1.03.000374 | Jumlah Penilik Orang NA
Penataan Ruang
156 | 1.03.000375 | Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Orang NA

Dinas Pekerjaan Umum Dan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
159 | 1.03.000384 | Jumlah Arsitek yang terdaftar Orang NA
Penataan Ruang
Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan
160 | 1.03.000386 N ) Orang NA
Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
161 | 1.03.000387 | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha NA
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
162 | 1.03.000388 | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Badan Usaha NA
Penataan Ruang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang Dinas Pekerjaan Umum Dan
163 | 1.03.000390 . Kawasan 4
ditata Penataan Ruang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yan Dinas Pekerjaan Umum Dan
164 | 1.03.000391 & . gxung & yayang Kawasan : 2
mendapatkan Supervisi dalam Penataan Penataan Ruang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang Dinas Pekerjaan Umum Dan
165 | 1.03.000392 . Kawasan NA
ditata Penataan Ruang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang Dinas Pekerjaan Umum Dan
166 | 1.03.000393 Kawasan NA

mendapatkan Supervisi dalam Penataan

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Dan
167 | 1.03.000394 . . Kawasan NA
Nasional yang ditata Penataan Ruang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Dan
168 | 1.03.000395 . . Kawasan NA
Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Penataan Ruang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya Dinas Pekerjaan Umum Dan
169 | 1.03.000396 . Kawasan 4
yang ditata Penataan Ruang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Dan
170 | 1.03.000397 . Kawasan 2
yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Penataan Ruang
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Bangunan ) .
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
171 | 1.03.000398 | untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Gedung 9
B L Penataan Ruang
Diidentifikasi Cagar Budaya
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Bangunan ) i
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
172 | 1.03.000399 | untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Gedung Penat R 9
enataan Ruan
Diselenggarakan Cagar Budaya &
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Bangunan ) )
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
173 | 1.03.000400 | untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Gedung 9
. Penataan Ruang
Ditetapkan Cagar Budaya
Dinas Pekerjaan Umum Dan
175 | 1.03.000404 | Jumlah Bangunan Gedung Negara Bangunan : 111
Gedung Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Negara
Bangunan . .
Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Dinas Pekerjaan Umum Dan
176 | 1.03.000405 Gedung NA
Nomor (HDNo) Penataan Ruang
Negara
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
177 | 1.03.000406 . NA
Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala Gedung Penataan Ruang
Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
178 | 1.03.000407 . 3
Kabupaten/Kota yang Dirawat Gedung Penataan Ruang
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
180 | 1.03.000411 . . NA
Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Gedung Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
183 | 1.03.000414 | Jumlah Bangunan Konstruksi Unit NA
Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
184 | 1.03.000415 | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota Unit NA
Penataan Ruang
Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan
185 | 1.03.000417 . . Orang NA
Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Dinas Pekerjaan Umum Dan
186 | 1.03.000419 Dokumen 3

Kabupaten/Kota

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dinas Pekerjaan Umum Dan
187 | 1.03.000421 | Jumlah Desa Desa NA
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Dinas Pekerjaan Umum Dan
188 | 1.03.000422 . Dokumen 1
Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
189 | 1.03.000423 Dokumen NA
Gedung Penataan Ruang
. o Dinas Pekerjaan Umum Dan
190 | 1.03.000424 | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil | Dokumen NA
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Dinas Pekerjaan Umum Dan
191 | 1.03.000425 . Dokumen 3
Peralatan Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Dan
192 | 1.03.000426 Dokumen 3
dengan Skema KPDBU Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Dinas Pekerjaan Umum Dan
193 | 1.03.000427 i Dokumen 3
Peralatan Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Dinas Pekerjaan Umum Dan
194 | 1.03.000428 Dokumen NA
Infrastruktur Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan
195 | 1.03.000429 Dokumen 3

Konstruksi/Usaha Rantai Pasok

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum Dan

196 | 1.03.000430 . . Dokumen NA
dan Pelatihan Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Dan

197 | 1.03.000431 . Dokumen NA
Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan

198 | 1.03.000433 o o ) Dokumen NA
Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Umum Dan

199 | 1.03.000434 . Dokumen NA
Produk Jasa Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum Dan

200 | 1.03.000435 i . Dokumen NA
Jasa Konsultansi Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum Dan

201 | 1.03.000436 . . Dokumen NA
Pekerjaan Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum Dan

202 | 1.03.000437 ) ] ] ] Dokumen NA
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan

203 | 1.03.000438 . Dokumen NA
Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Dinas Pekerjaan Umum Dan

204 | 1.03.000441 Dokumen NA

Limbah Domestik (SPALD)

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
207 | 1.03.000444 . . Dokumen 9
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
. Lo Dinas Pekerjaan Umum Dan
208 | 1.03.000446 | Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah Dokumen NA
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Dan
209 | 1.03.000447 ] ] Dokumen 3
untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
210 | 1.03.000449 . . Dokumen 9
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
211 | 1.03.000451 | Jumlah Dokumen Pembinaan Dokumen 9
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
212 | 1.03.000452 . . Dokumen NA
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
213 | 1.03.000454 | Jumlah Dokumen Pengawasan Dokumen NA
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
214 | 1.03.000455 ) . Dokumen 3
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Dinas Pekerjaan Umum Dan
215 | 1.03.000457 Dokumen 2

Lingkungan

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
. Lo Dinas Pekerjaan Umum Dan
216 | 1.03.000458 | Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dokumen NA
Penataan Ruang
Lo Dinas Pekerjaan Umum Dan
217 | 1.03.000459 | Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dokumen NA
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
218 | 1.03.000460 ] . Dokumen NA
Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan
219 | 1.03.000462 . Dokumen NA
Konstruksi Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Dinas Pekerjaan Umum Dan
220 | 1.03.000464 . Dokumen NA
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait ) ]
. L Dinas Pekerjaan Umum Dan
221 | 1.03.000466 | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di Dokumen NA
Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan
224 | 1.03.000470 . ) Dokumen NA
di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Dan
226 | 1.03.000475 . Dokumen NA
Domestik (SPALD) Penataan Ruang
228 | 1.03.000477 | Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dokumen NA

Dinas Pekerjaan Umum Dan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Dinas Pekerjaan Umum Dan
230 | 1.03.000480 . Dokumen NA
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di ) .
. L . Dinas Pekerjaan Umum Dan
231 | 1.03.000481 | Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Dokumen NA
Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
232 | 1.03.000482 Dokumen NA
Gedung (RTB) Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Dinas Pekerjaan Umum Dan
233 | 1.03.000483 | . ) Dokumen NA
Limbah Domestik (SPALD) Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
235 | 1.03.000486 | Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Dokumen 2
Penataan Ruang
. o Dinas Pekerjaan Umum Dan
236 | 1.03.000489 | Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dokumen NA
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Dan
237 | 1.03.000492 Dokumen NA
(SBKBG) Penataan Ruang
. : Dinas Pekerjaan Umum Dan
238 | 1.03.000494 |Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Dokumen NA

Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Teknisi atau Analis
Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Dinas Pekerjaan Umum Dan
239 | 1.03.000495 . ) Dokumen NA
untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Penataan Ruang
Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan
240 | 1.03.000497 o ] Orang NA
Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Penataan Ruang
Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Dinas Pekerjaan Umum Dan
243 | 1.03.000502 | . ] Dokumen NA
Limbah Domestik Penataan Ruang
Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung . Dinas Pekerjaan Umum Dan
245 | 1.03.000504 . . Kegiatan NA
Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Penataan Ruang
) . Dinas Pekerjaan Umum Dan
247 | 1.03.000506 | Jumlah Layanan InformasiJasa Konstruksi Layanan 1
Penataan Ruang
i Dinas Pekerjaan Umum Dan
248 | 1.03.000507 | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi Lembaga 145
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
249 | 1.03.000508 | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Lembaga NA
Penataan Ruang
. . o Dinas Pekerjaan Umum Dan
252 | 1.03.000512 | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lembaga 26
Penataan Ruang
255 | 1.03.000515 Orang NA

Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan

Dinas Pekerjaan Umum Dan

71




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
pengawasan Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
256 | 1.03.000517 | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Paket 64
Penataan Ruang
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan ) .
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
257 | 1.03.000519 | Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Orang NA
. . Penataan Ruang
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan . )
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
258 | 1.03.000520 | Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Orang NA
. Penataan Ruang
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif
Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan ) ]
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
259 | 1.03.000521 | Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Orang Penataan Ruan NA
u
Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi 8
Dinas Pekerjaan Umum Dan
260 | 1.03.000527 | Jumlah Pengelola SIPJAKI Orang 2
Penataan Ruang
Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan
261 | 1.03.000530 o O . Orang NA
Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
262 | 1.03.000531 | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Unit 1

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Dinas Pekerjaan Umum Dan
263 | 1.03.000533 o . Paket NA
Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
264 | 1.03.000535 | Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat Paket NA
Penataan Ruang
Sambungan Dinas Pekerjaan Umum Dan
266 | 1.03.000542 | Jumlah Sambungan Rumah 2438
Rumah (SR) Penataan Ruang
. . L . Dinas Pekerjaan Umum Dan
275 | 1.03.000558 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit 25
Penataan Ruang
Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan
279 | 1.03.000563 . Dokumen NA
Konstruksi Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
280 | 1.03.000564 | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Dokumen NA
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
282 | 1.03.000567 | Jumlah SPALD Unit NA
Penataan Ruang
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Dinas Pekerjaan Umum Dan
284 | 1.03.000570 . . Orang 128
dan Teknisi atau Analis Penataan Ruang
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Dinas Pekerjaan Umum Dan
285 | 1.03.000571 Orang 128

Teknisi atau Analis

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) -~ . Dinas Pekerjaan Umum Dan
290 | 1.03.000579 MA3/Hari NA
Terpusat Penataan Ruang
Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) i ] Dinas Pekerjaan Umum Dan
297 | 1.03.000596 . . Liter/Detik 2
Jaringan Perpipaan Penataan Ruang
Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
302 | 1.03.000608 | Pendataan Bangunan Gedung 1
Gedung Penataan Ruang
Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung . Dinas Pekerjaan Umum Dan
303 | 1.03.000609 Regulasi 1
(PBG) Penataan Ruang
o Dinas Pekerjaan Umum Dan
304 | 1.03.000610 | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dokumen NA
Penataan Ruang
. o . Dinas Pekerjaan Umum Dan
305 | 1.03.000612 | Kapasitas IPLT MA3/Hari NA
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Dinas Pekerjaan Umum Dan
306 | 1.03.000614 o ) Dokumen NA
Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penataan Ruang
Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Dinas Pekerjaan Umum Dan
309 | 1.03.000617 . Paket NA
Lumpur Tinja (IPLT) Penataan Ruang
Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) X . Dinas Pekerjaan Umum Dan
311 | 1.03.000625 mA3/hari NA
Terpusat Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
o . Dinas Pekerjaan Umum Dan
325 | 1.03.000643 | Jumlah Rehabilitasi embung Unit NA
Penataan Ruang
. o . Dinas Pekerjaan Umum Dan
332 | 1.03.000650 | Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai Km NA
Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
335 | 1.03.000653 | Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir Unit
Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
368 | 1.03.000686 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Unit NA
Penataan Ruang
. L Dinas Pekerjaan Umum Dan
388 | 1.03.000707 | Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Km 5
Penataan Ruang
. . . L Dinas Pekerjaan Umum Dan
390 | 1.03.000709 | Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km NA
Penataan Ruang
. . L Dinas Pekerjaan Umum Dan
394 | 1.03.000713 | Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Km An
Penataan Ruang
. . . L Dinas Pekerjaan Umum Dan
396 | 1.03.000715 | Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Km 5
Penataan Ruang
e ) . Dinas Pekerjaan Umum Dan
400 | 1.03.000719 | Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Km 2

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
. . . L Dinas Pekerjaan Umum Dan
402 | 1.03.000721 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Km 5
Penataan Ruang
. . o Dinas Pekerjaan Umum Dan
403 | 1.03.000722 | Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi Bendung 4
Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air . Dinas Pekerjaan Umum Dan
406 | 1.03.000725 Titik 6
Tanah Penataan Ruang
e . L Dinas Pekerjaan Umum Dan
408 | 1.03.000727 | Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi Lembaga An
Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
410 | 1.03.000733 | Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Km 11
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
416 | 1.03.000739 | Jumlah Paket Pekerjaan Paket 64
Penataan Ruang
Sistem . .
e . ) Dinas Pekerjaan Umum Dan
417 | 1.03.000740 | Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan Drainase 20
Penataan Ruang
Perkotaan
Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan
425 | 1.03.0910102 Dokumen NA
kawasan cagar budaya Penataan Ruang
426 | 1.03.910102 Dokumen NA

Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum Dan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Pariwisata Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan

427 | 1.03.910103 . ) Dokumen NA
Sistem Perkotaan Nasional Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan

428 | 1.03.910104 o Dokumen 2
Strategis Lainnya Penataan Ruang
Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi Dinas Pekerjaan Umum Dan

429 | 1.03.910105 Kawasan 5
dalam Penataan Penataan Ruang
Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi ) Dinas Pekerjaan Umum Dan

430 | 1.03.910106 Unit NA
dalam Penataan Penataan Ruang
Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Dinas Pekerjaan Umum Dan

431 | 1.03.910107 Kawasan NA
Penataan Penataan Ruang
Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Dinas Pekerjaan Umum Dan

432 | 1.03.910108 . Kawasan NA
Supervisi dalam Penataan Penataan Ruang
Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi Dinas Pekerjaan Umum Dan

433 | 1.03.910109 Kawasan NA
dalam Penataan Penataan Ruang
Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara Dinas Pekerjaan Umum Dan

435 | 1.03.910116 Orang NA

untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Dinas Pekerjaan Umum Dan
439 | 1.03.910123 Orang NA
Pemberdayaan Pengembangan SPALD Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
440 | 1.03.910126 | Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat Paket NA
Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
441 | 1.03.910127 | Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD Jiwa 280
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di ) .
. Lo . Dinas Pekerjaan Umum Dan
443 | 1.03.910129 | Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Dokumen
Penataan Ruang
Kabupaten/Kota
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Dinas Pekerjaan Umum Dan
444 | 1.03.910130 . Laporan
Pembangunan Bidang Penataan Ruang Penataan Ruang
Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan
446 | 1.03.910132 . Dokumen NA
Bidang Penataan Ruang Penataan Ruang
Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan
447 | 1.03.910134 . Dokumen NA
provinsi Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
448 | 1.03.910135 | Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang Kasus NA
Penataan Ruang
449 | 1.03.910136 | Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang Berita Acara NA

Dinas Pekerjaan Umum Dan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
450 | 1.03.910137 | Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR Dokumen NA
Penataan Ruang
Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan
451 | 1.03.910138 Dokumen
Pemanfaatan Ruang Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
452 | 1.03.910139 | Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Laporan NA
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan Umum Dan
455 | 1.03.910146 | Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Laporan 1
Penataan Ruang
. . . L Sistem Dinas Pekerjaan Umum Dan
456 | 1.03.910147 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang .
Informasi Penataan Ruang
o Dinas Pekerjaan Umum Dan
457 | 1.03.910148 | Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Dokumen
Penataan Ruang
Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab ) Dinas Pekerjaan Umum Dan
458 | 1.03.910149 Kegiatan
Masyarakat Penataan Ruang
o . Dinas Pekerjaan Umum Dan
459 | 1.03.910150 | SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Orang

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
g . o Dinas Pekerjaan Umum Dan
461 | 1.03.910152 | Publikasi informasi penataan ruang Publikasi
Penataan Ruang
Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam Dinas Pekerjaan Umum Dan
462 | 1.03.910156 Dokumen
format softcopy *SHP dan hardcopy) Penataan Ruang
. . . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
472 | 1.03.910168 | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan Unit 3
Penataan Ruang
. o . Dinas Pekerjaan Umum Dan
478 | 1.03.910177 | SPBU Mikro 3 Kilo Liter Unit 52
Penataan Ruang
. - .. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
479 | 1.03.910178 | SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap Unit 38
Penataan Ruang
. . .. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
480 | 1.03.910179 | SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap Unit 14
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
490 | 1.03.910192 | Jumlah Dokumen RTBL Dokumen 2
Penataan Ruang
. Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
504 | 1.03.910209 | Jumlah Bangunan Gedung Hijau NA
Gedung Penataan Ruang
. . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
505 | 1.03.910211 | Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani Unit NA

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
506 | 1.03.910212 | Luas bangunan gedung negara yang ditangani M2 NA
Penataan Ruang
o Dinas Pekerjaan Umum Dan
507 | 1.03.910213 | Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat Dokumen 1
Penataan Ruang
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan
511 | 1.03.910220 L 3
Kabupaten/Kota yang Dipelihara Gedung Penataan Ruang
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan Dinas Pekerjaan Umum Dan
513 | 1.03.910222 Orang 20
pengawasan Penataan Ruang
i Dinas Pekerjaan Umum Dan
514 | 1.03.910223 | Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dokumen 2
Penataan Ruang
Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Bangunan ) .
o . . Dinas Pekerjaan Umum Dan
518 | 1.03.910227 | Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, dan 4
. . . Penataan Ruang
Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya Lingkungan
Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan . .
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
519 | 1.03.910228 | Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan NA
. . Penataan Ruang
Kawasan Strategis Lainnya
Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan . )
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
520 | 1.03.910229 | Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan 4

Kawasan Strategis Lainnya

Penataan Ruang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
o Dinas Pekerjaan Umum Dan
521 | 1.03.910230 | Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat Dokumen 1
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
525 | 1.03.910237 | Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Dokumen NA
Penataan Ruang
o Dinas Pekerjaan Umum Dan
526 | 1.03.910238 | Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Dokumen NA
Penataan Ruang
Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan
527 | 1.03.910239 M2 NA
Daerah Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
528 | 1.03.910240 | Tim Ahli Cagar Budaya Orang NA
Penataan Ruang
Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Dan
529 | 1.03.910245 . Orang NA
penataan bangunan dan lingkungan Penataan Ruang
Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan . .
. . Dinas Pekerjaan Umum Dan
530 | 1.03.910246 | pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan Instansi NA
. Penataan Ruang
lingkungan
Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan Dinas Pekerjaan Umum Dan
531 | 1.03.910247 . . Dokumen 2
bangunan dan lingkungan tiap penyelenggara Penataan Ruang
532 | 1.03.910248 | Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL Peraturan NA

Dinas Pekerjaan Umum Dan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Dan
533 | 1.03.910250 | Peta Kerawanan Bencana Daerah Dokumen NA
Penataan Ruang
] o ) Sambungan Dinas Pekerjaan Umum Dan
534 | 1.03.910254 | Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik 70
Rumah (SR) Penataan Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 1.04.000001 | Anggota Fasilitator Orang Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
2 | 1.04.000002 | Anggota Tim Pendamping Orang Dinas Perumahan Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
3 | 1.04.000003 | Anggota Tim Satgas Orang Dinas Perumahan Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
4 1.04.000023 | Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator Dokumen Dinas Perumahan Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
5 1.04.000024 Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Dokumen Dinas Perumahan Rakyat Dan NA

Kabupaten/Kota

Kawasan Permukiman
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
6 1.04.000045 | Kebijakan Bidang PKP Dokumen Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 2
Kawasan Permukiman
7 1.04.000061 Lahan PthenS|aI Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Lokasi Dinas Perumahan Rakyat Dan NA
Relokasi Perumahan Kawasan Permukiman
3 1.04.000065 Laporan Hasil Koordinasi d.a.m Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Laporan Dinas Perumahan' Rakyat Dan 10
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kawasan Permukiman
9 1.04.000067 Lapc‘Jran hasﬂ Koordinasi dan Sinkronisasi Penerl:?l'Fan ‘Sert|f|kaS| dan Laporan Dinas Perumahan Rakyat Dan 5
Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Kawasan Permukiman
10 1.04.000071 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Laporan Dinas Perumahan. Rakyat Dan 7
dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman
11 1.04.000078 Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Laporan Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 3
Pengembang Kawasan Permukiman
L lak P Revi Legalisasi Kebijak i
12 1.04.000101 :?lporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Laporan Dinas Perumahan. Rakyat Dan 5
Bidang PKP Kawasan Permukiman
13 1.04.000110 | Laporan proses penyediaan PSU perumahan Laporan Dinas Perumahan' Rakyat Dan 10
Kawasan Permukiman
14 1.04.000111 | Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana Laporan Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 0
Kawasan Permukiman
15 | 1.04.000115 Lokasi Perumahan yang dlsedla.wkan I?rasarana, Sarana, dan Utilitas Lokasi Dinas Perumahan Rakyat Dan NA
Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Kawasan Permukiman
16 1.04.000116 Lokas.i Rawan.B.encana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana Lokasi Dinas Perumahan' Rakyat Dan 0
dan Tingkat Risiko Kawasan Permukiman
17 1.04.000124 Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Ha Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 0
Kawasan Permukiman
18 1.04.000137 | Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah Orang Dinas Perumahan Rakyat Dan 0

Kawasan Permukiman
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Pengembang
Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin (Badan Usaha)
19 1.04.000141 . 7
pembangunan rumah atau pengembangan perumahan atau Dinas Perumahan Rakyat Dan
PerOrangan Kawasan Permukiman
20 1.04.000151 | Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan Dokumen Dinas Perumahan' Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
21 1.04.000168 | Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Unit Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 0
Kawasan Permukiman
22 1.04.000173 | Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Unit Rumah Dinas Perumahan. Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
23 1.04.000175 Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Unit Rumah Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
24 1.04.000177 Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Unit Rumah Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
75 1.04.000190 Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat Dan NA
rawan bencana kabupaten/kota Kawasan Permukiman
26 1.04.000193 | Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan Unit Rumah Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
27 1.04.000200 Rumah yang tldak‘ berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap Unit Rumah Dinas Perumahan Rakyat Dan NA
bencana) di lokasi rawan bencana Kawasan Permukiman
28 1.04.000206 | Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan Dokumen Dinas Perumahan' Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
29 1.04.000229 Daftar Pener'b.ltan. Sert‘lflkaS| dan Registrasi Pengembang Perumahan Dokumen Dinas Perumahan Rakyat Dan ;
dengan Kualifikasi Kecil Kawasan Permukiman
30 1.04.000237 Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Dokumen Dinas Perumahan Rakyat Dan ;

difasilitiasi

Kawasan Permukiman
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
31 1.04.000261 Jumlah pglaku pemba.mgunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, Kelompok Dinas Perumahan. Rakyat Dan )8
dan kriteria serah terima PSU Kawasan Permukiman
32 1.04.000264 Jumlah.Prasarana untuk Menunjang FL.JI?gSI Hunian yang dilakukan Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan 10
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
33 1.04.000268 Jumlah FSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan 10
permukiman Kawasan Permukiman
34 1.04.000271 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Unit Dinas Perumahan. Rakyat Dan 0
Pencegahan Kumuh Kawasan Permukiman

Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Rumah

35 1.04.000279 | Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Taneea Dinas Perumahan Rakyat Dan 0
Berkembangnya Permukiman Kumuh g8 Kawasan Permukiman

36 1.04.000280 Jumlah RumahTidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Unit Dinas Perumahan' Rakyat Dan 522
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kawasan Permukiman

37 1.04.000281 Jumlah Rumathdak Layak Huni di Luar Kawas.an Per.m.uk|man Kumuh Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan 661
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Kawasan Permukiman
Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan

38 1.04.000282 | Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan 0
Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman

39 | 1.04.000285 Jumlah.Sarana untuk Menunjang Fung.s'i Hunian yang dilakukan Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan 5
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

40 1.04.000286 Jumlah Sarana untuk Menunjang Fur?g.5| Hunian yang dilakukan Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan 5
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

21 | 1.04.000289 Jumlah‘UtiIitas untuk Menunjang Fung.s‘i Hunian yang dilakukan Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan A
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman

42 1.04.000290 Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan A

Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Kawasan Permukiman
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
43 1.04.000293 Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Laporan Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 8
Kawasan Permukiman
a4 1.04.000310 Lapqrgn P.emb'lnaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Laporan Dinas Perumahan. Rakyat Dan 7
Kualifikasi Kecil Kawasan Permukiman
45 1.04.000314 Ll.,laS Permuklman.Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ha Dinas Perumahan Rakyat Dan 0
dilakukan peremajaan kawasan kumuh Kawasan Permukiman
16 1.04.000317 Peserta SOS|§I|sa5| Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Orang Dinas Perumahan Rakyat Dan 20
Akses Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman
47 1.04.000330 | Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh Dokumen Dinas Perumahan. Rakyat Dan 4
Kawasan Permukiman
48 1.04.000338 | Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh Dokumen Dinas Perumahan Rakyat Dan 4
Kawasan Permukiman
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN | Rasio rumah layak huni Rasio Dinas Perumahan Rakyat Dan 0,283
Kawasan Permukiman
2 | PERENCANAAN | Rasio permukiman layak huni Rasio Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 0,99
Kawasan Permukiman
3 | PERENCANAAN | Cakupan ketersediaan rumah layak huni % Dinas Perumahan. Rakyat Dan 96,527
Kawasan Permukiman
4 | PERENCANAAN | Persentase lingkungan pemukiman kumuh % Dinas Perumahan' Rakyat Dan 0,243
Kawasan Permukiman
5 | PERENCANAAN | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU % Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman
6 | PERENCANAAN | Cakupan layanan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin % Dinas Perumahan Rakyat Dan NA

Kawasan Permukiman
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

7 | PERENCANAAN | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau % Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman

8 | PERENCANAAN | Persentase Kawasan Permukiman Layak % Dinas Perumahan. Rakyat Dan 73,07
Kawasan Permukiman

9 | PERENCANAAN | Luas Kawasan Kumuh % Dinas Perumahan Rakyat Dan 100
Kawasan Permukiman

10 | PERENCANAAN | Persentase Rumah Layak Huni % Dinas Perumahan Rakyat Dan 72,27
Kawasan Permukiman

11 | PERENCANAAN | Persentase Tanah Yang Dikelola Dengan Baik % Dinas Perumahan. Rakyat Dan 87,5
Kawasan Permukiman

12 | PERENCANAAN | Persentase rumah tinggal bersanitasi % Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 87,25
Kawasan Permukiman

13 | PERENCANAAN | Persentase permukiman tertata % Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 99
Kawasan Permukiman

14 | PERENCANAAN | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih % Dinas Perumahan' Rakyat Dan 88,05%
Kawasan Permukiman

15 | PERENCANAAN | Persentase Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari % Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 88,05%
Kawasan Permukiman

16 | PERENCANAAN | Persentase Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik % Dinas Perumahan. Rakyat Dan 87,25
Kawasan Permukiman

17 | PERENCANAAN | Jumlah Penyelesaian Sertifikat Sertifi kat Dinas Perumahan Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman

18 | PERENCANAAN | Jumlah Pembuatan akta tanah Kasus Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan NA
Kawasan Permukiman

19 | PERENCANAAN | Persentase luas lahan bersertifikat % Dinas Perumahan Rakyat Dan NA

Kawasan Permukiman
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
50 | PERENCANAAN Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban % Dinas Perumahan Rakyat Dan 0
bencana kabupaten/kota Kawasan Permukiman
21 | PERENCANAAN | Persentase Berkurangnya jumlah unit RLTH (rumah tidak layak huni) % Dinas Perumahan‘ Rakyat Dan 3,73
Kawasan Permukiman
22 | PERENCANAAN | Persentase penduduk berakses air minum % Dinas Perumahan. Rakyat Dan 88,05%
Kawasan Permukiman
23 | PERENCANAAN PrF)por5| rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air % Dinas Perumahan' Rakyat Dan 88 05%
minum layak, perkotaan dan perdesaan Kawasan Permukiman
24 | PERENCANAAN | Rasio tempat Permakaman umum persatuan penduduk Rasio Dinas Perumahan. Rakyat Dan 0,324
Kawasan Permukiman
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap
25 | PERENCANAAN | air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan % Dinas Perumahan Rakyat Dan 88,05%
perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota Kawasan Permukiman
26 | PERENCANAAN Persentase Ju'mljc\h rumah tangga yang memperoleh layanan % Dinas Perumahan. Rakyat Dan 87,25
pengolahan air limbah domestik Kawasan Permukiman
27 | PERENCANAAN jumlah rumah yang sudah menerima pelayaban jasa pengolahan Unit Dinas Perumahan Rakyat Dan 5343

lumpur tinja

Kawasan Permukiman
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1.05 URUSAN PEMERINTHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 1.05.000001 Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol 500
2 1.05.000006 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis NA
Dalam Penanggulangan Kebakaran Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

3 1.05.000007 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis NA
Dalam Pencegahan Kebakaran Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

4 1.05.000008 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi 1

R Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

5 1.05.000009 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi NA
Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

6 1.05.000013 Data Kebencanaan yang tersedia Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol 1
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi

7 1.05.000014 | Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh NA
Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa/Kelurahan | Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi

8 1.05.000015 | Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang NA
Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa/Kelurahan | Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi

9 1.05.000016 Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara NA
Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang
Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa/Kelurahan | Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran

10 1.05.000017 | pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) NA

Setiap Tahunnya

Desa/Kelurahan

Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No

Kode DSSD

Uraian DSSD

Satuan

Produsen data

Nilai

11

1.05.000018

Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada

Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap
Tahunnya

Desa/Kelurahan

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

12

1.05.000030

Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas

Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non

Kebakaran

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

12

13

1.05.000031

Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket

Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

12

14

1.05.000032

Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

15

1.05.000033

Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan
Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

16

1.05.000034

Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah,
dan Legal

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

17

1.05.000035

Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap
Tahun), Sah, dan Legal

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

18

1.05.000036

Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan
Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan
Legal

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

19

1.05.000042

Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

20

1.05.000056

Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Kabupaten/Kota

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

21 1.05.000058 Dok'umt'-zn Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana 1
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah

22 1.05.000059 | Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran NA
dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah

23 1.05.000060 Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran NA
dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

24 1.05.000063 Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol 0

25 1.05.000064 Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan 5
Bencana Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

26 1.05.000065 Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan 5
Bencana Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

27 1.05.000066 Dokumen NSPM Pencegaharl/PenangguIangan Kebakaran dalam NA
Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

28 1.05.000070 Dokum?n Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui NA
Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

29 1.05.000071 Dokumen Penapgangn Pasca Bencana.Kabupaten/Kota Melalui NA
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

30 1.05.000077 Dokumen Begulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan NA
Bencana di Daerah Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

31 1.05.000080 Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

32 1.05.000081 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol 1

33 1.05.000082 Dokumgn Rejnca.na Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) NA
yang Dilegalisasi Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang

34 1.05.000088 | pitetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen 1
Laporan Kaji Cepat Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

35 1.05.000089 Dokumen SO.P Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 5
yang Telah Dibuat Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

36 1.05.000090 Dokumen SO.P Ketert?ban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 5
yang Telah Dimutakhirkan Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

37 1.05.000091 Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol 1

38 1.05.000092 Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia NA
Dukungan Sapras Damkar Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

39 1.05.000093 Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang NA
Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

40 1.05.000094 Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang NA
Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan

41 1.05.000098 | |nvestigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan NA
Penelitian Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

42 1.05.000099 Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan PerIinqungan 1
Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

43 1.05.000100 Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan NA
Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar | Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan

44 1.05.000101 Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan NA
Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan

45 1.05.000102 | prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai NA
Standar Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan

46 1.05.000103 | prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan NA
Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

47 1.05.000108 Informasi Kebencanaan yang tersedia Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol 1
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan

43 1.05.000110 | perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan 2
Massa yang Dilakukan Penindakan Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan

49 1.05.000111 | perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan 1
Massa yang Dilakukan Penindakan Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol

50 1.05.000112 K;?sus Gangguar) Ketenterarnan dan Ketertiban Umum yang 336
Dicegah Melalui Cegah Dini Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol

51 1.05.000113 Kz'asus Gangguar? Ketent'era}n_\an dan Ketertiban Umum yang 319
Dicegah Melalui Deteksi Dini Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol

52 1.05.000114 K:';nsus Ganggualjl Keten‘teraman dan Ketertiban Umum yang 319
Dicegah Melalui Patroli Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol

53 1.05.000115 Kz.:\sus Gangguarf Keten.teraman dan Ketertiban Umum yang 319
Dicegah Melalui Pembinaan Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol

54 1.05.000116 KZ':ISUS Gangguarf Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang 5
Dicegah Melalui Pengamanan Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol

55 1.05.000117 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang 8
Dicegah Melalui Pengawalan Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol

56 1.05.000118 Kz.:\sus Gangguarf Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang NA
Dicegah Melalui Penyuluhan Kasus Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

57 1.05.000119 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan 2
Bencana Kawasan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

53 1.05.000120 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan )
Bencana Kawasan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

59 1.05.000121 | Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana NA
Alam Keluarga Sat Pol PP/ Kesbang Pol

60 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana NA
Rumah Tangga Keluarga Sat Pol PP/ Kesbang Pol

61 1.05.000123 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi 150
Korban Bencana Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

62 1.05.000124 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik 150
Penyelamatan Korban Bencana Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

63 1.05.000125 Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol 150

64 1.05.000126 Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol 150

65 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol 150

66 1.05.000146 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas 12
Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

67 1.05.000147 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket 12
dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

68 1.05.000172 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 12
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

69 1.05.000173 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 12
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS

70 1.05.000178 | dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan NA
Ketenteraman Masyarakat Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS

71 1.05.000181 | dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan 1
Perkada Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

77 1.05.000187 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada 1
Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

73 1.05.000188 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada 1
Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

74 1.05.000193 Laporan Hasil Pembinaa.n Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi NA
Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

75 1.05.000194 Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi NA
yang Sah dan Legal Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

76 1.05.000196 Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi NA
yang Sah dan Legal Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

77 1.05.000197 | Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi NA
Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

78 1.05.000202 Laporan Hasil Penyelenggaraan O.perasi Penyelamatan yang 12
Mengancam Keselamatan Manusia Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

79 1.05.000208 Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan 1
Darurat Bencana Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

80 1.05.000213 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota 12
Sesuai SOP Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

81 1.05.000214 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai 12
SOP Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

82 1.05.000215 Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap 150
Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana
Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana

83 1.05.000216 Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada 150
Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

84 1.05.000219 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol 65

85 1.05.000220 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

86 1.05.000221 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

87 1.05.000224 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

88 1.05.000225 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

89 1.05.000227 Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai 4
Standar Teknis Terkait Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol

90 1.05.000229 Sarana.dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang . NA
Tersedia Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol

91 1.05.000232 Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah 4
dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol

92 1.05.000233 Sarana dan .Prasarana Unt.uk Penc.egahan Kebakaran yang Sah dan . 4
Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol

93 1.05.000236 Saram?\ dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi . NA
Sesuai dengan Standar Teknis Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap

94 1.05.000237 | Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan NA
Standar Teknis Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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95 1.05.000239 Saranz.:\ dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi . NA
Sesuai dengan Standar Teknis Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap

96 1.05.000240 | Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan NA
Standar Teknis Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol

97 1.05.000241 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan 10
Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan

98 1.05.000242 Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan NA
Epidemiologi Terpadu Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan

99 1.05.000243 Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan 1
Investigasi KLB Terpadu Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

100 1.05.000244 Wa'rga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

101 1.05.000245 Warga Masyarakat yang M?ndapatkan Sosialisasi Edukasi
Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

102 1.05.000246 Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi 100
Bencana Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

103 1.05.000247 Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan 100
Bencana Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

104 1.05.000248 Easilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana 1
lintas Kab/Kota Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

105 1.05.000249 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

106 1.05.000250 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kegiatan Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

107 1.05.000251 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana NA
Kabupaten/Kota Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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108 1.05.000252 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal NA
(SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

109 1.05.000253 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana NA
Kabupaten/Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

110 1.05.000254 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam NA
penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

111 1.05.000259 Easilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana 5
lintas Kab/Kota Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

112 1.05.000264 Easilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana 5
lintas Kab/Kota Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

113 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

114 1.05.000267 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

115 1.05.000268 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

116 1.05.000274 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah 12
dan Peraturan Kepala Daerah Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

117 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 1
Kepala Daerah Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

118 1.05.000276 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan 1
Peraturan Kepala Daerah Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

119 1.05.000277 . NA
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

120 1.05.000278 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak 3
Peraturan Daerah Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

121 1.05.000279 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 6
Daerah Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

122 1.05.000280 Pembentukan Sekretariat PPNS Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol 1
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123 1.05.000285 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan NA
Kebakaran Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

124 1.05.000286 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan NA
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

125 1.05.000287 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran NA
dan Penyelamatan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

126 1.05.000288 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

127 1.05.000289 Pen.ingkatan Kapgsitas sDM Satuz?m Polisi Pamong Pra.ja dan 75
Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

128 1.05.000290 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol 1

129 1.05.000291 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan 1
Penegakan Peraturan Daerah Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

130 1.05.000292 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

131 1.05.000293 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 1
Gubernur Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

132 1.05.000296 Penyusunan SOF.’ Layanan.Per\anggt.Jlangan Kebakaran dan NA
Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

133 1.05.000297 Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas NA
Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

134 1.05.000302 Fasilitasi Penyediaan.Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran . 1
dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah

135 1.05.000303 Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, NA
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan

136 1.05.000304 Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD NA
belum terisi! Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

137 1.05.000305 Pem.bin'aan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan NA
Provinsi dan Kabupaten/Kota Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol

138 1.05.000306 Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam NA
kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

139 1.05.000307 Pengembangan Kompet.en:si Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran 1
dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol

140 1.05.000308 Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan NA
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota | Sat Pol PP/ Kesbang Pol

141 1.05.000309 Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

142 1.05.000310 Penyusunan Peta Rawan Kebakaran Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

143 1.05.000311 Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen 12
Penegakan Perda dan Perkada Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

144 1.05.000312 Implementasi tugas da.n fungsi Sa.tpél PP sesuai Indeks 1
Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

145 1.05.000313 Penyediaan Layanan Infor.masi dalam penyelenggaraan 1
ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

146 1.05.000314 Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban 2
Umum dan Perlindungan Masyarakat Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

147 1.05.000315 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan NA
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol

148 | 1.05.000316 | penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA

149 1.05.000317 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah NA
Kabupaten/Kota Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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Kode DSSD

Uraian DSSD

Satuan

Produsen data

Nilai

150

1.05.000318

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Laporan

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

12

151

1.05.000319

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Laporan

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

152

1.05.000320

Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran

Orang

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

153

1.05.000321

Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

154

1.05.000322

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

155

1.05.000323

Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi
baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau
bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau
mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan
Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan
dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi
kerjasama

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

156

1.05.000324

Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten/Kota

Dokumen

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

157

1.05.000325

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Laporan

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

158

1.05.000326

Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran

Laporan

Sat Pol PP/ Kesbang Pol

NA

159

1.05.000327

Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan

Laporan

Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
160 1.05.000328 Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol 12
161 1.05.000329 Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi NA
kebakaran Sat Pol PP/ Kesbang Pol
162 1.05.000330 Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA
163 1.05.000331 Dukungan Pember.dayaan Masyarakat/ReIawan Pemadam NA
Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
164 1.05.000333 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan | Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA
165 1.05.000335 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol NA
166 1.05.000336 Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran NA
sesuai standar Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai
167 1.05.000337 standar Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol 4
168 1.05.000338 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai ‘ NA
standar Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol
169 1.05.000339 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan NA
Penyelamatan (SKIK) Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
170 1.05.000340 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol 6
171 1.05.000341 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Unit Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan
172 1.05.000342 Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, 35
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan
173 1.05.000343 Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui 2
Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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174 1.05.000344 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak NA
Peraturan Daerah Dokumen Sat Pol PP/ Kesbang Pol
175 1.05.000346 Pen.gua'.can Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 2
Kesiapsiagaan bencana Kawasan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
176 1.05.000347 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam NA
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang Sat Pol PP/ Kesbang Pol
177 1.05.000348 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan 12
Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Laporan Sat Pol PP/ Kesbang Pol
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN . . 39,00
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % Sat Pol PP/ Kesbang Pol
2 PERENCANAAN Tir‘lgkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, 100
keindahan) % Sat Pol PP/ Kesbang Pol
3 PERENCANAAN 7,11
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota % Sat Pol PP/ Kesbang Pol
4 PERENCANAAN . 60,26
Persentase Linmas per 10.000 Penduduk % Sat Pol PP/ Kesbang Pol
5 PERENCANAAN ) 43
Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum % Sat Pol PP/ Kesbang Pol
6 PERENCANAAN Tir.lgkat waktu .tanggap (response time rate) daerah layanan . 79
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Menit Sat Pol PP/ Kesbang Pol
7 PERENCANAAN
Indeks Risiko Bencana Indeks Sat Pol PP/ Kesbang Pol
8 PERENCANAAN . 0,62
Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Indeks Sat Pol PP/ Kesbang Pol
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
9 PERENCANAAN . . . 100
Persentase gangguan tratibum yang dapat diselesaikan % Sat Pol PP/ Kesbang Pol
10 PERENCANAAN 100
Persentase Perda dan perkada yang ditegakkan % Sat Pol PP/ Kesbang Pol
11 | PERENCANAAN Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 79
kebakaran % Sat Pol PP/ Kesbang Pol
12 PERENCANAAN 11,36
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Menit Sat Pol PP/ Kesbang Pol
13 | PERENCANAAN Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan 158.230
bencana Warga Negara Sat Pol PP/ Kesbang Pol
14 | PERENCANAAN Jurrlﬂah.warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan 57,776
kesiapsiagaan terhadap bencana Warga Negara Sat Pol PP/ Kesbang Pol
15 | PERENCANAAN Jumlah warg.a negara yang memperoleh layanan penyelamatan 31
dan evakuasi korban bencana Warga Negara Sat Pol PP/ Kesbang Pol
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 1.06.000007 | Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang Dinas Sosial 2
2 1.06.000008 | Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang Dinas Sosial 1
3 1.06.000009 Ahe.wk T.eI.antar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Orang Dinas Sosial 0
Gizi Minimal
4 1.06.000018 | Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang Orang Dinas Sosial 0
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5 1.06.000020 Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Orang Dinas Sosial 0
Kesehatan Dasar
Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk . .
1.06. 21 D I
6 06.0000 Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Orang nas Sosia 0
7 1.06.000022 | Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang Dinas Sosial 5
8 1.06.000023 | Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang Dinas Sosial 6
9 1.06.000024 | Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Orang Dinas Sosial 0
10 1.06.000025 | Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Orang Dinas Sosial 0
11 1.06.000028 | Anak-Anak Terlantar yang dijangkau Orang Dinas Sosial 0
12 1.06.000029 | Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Orang Dinas Sosial 6
13 1.06.000031 Fakir Miskin Orang Dinas Sosial 509.040
i L
14 1.06.000034 Gelar?déngan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Orang Dinas Sosial 0
Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan
15 1.06.000038 Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Orang Dinas Sosial 1
Identitas Anak
16 1.06.000039 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan Orang Dinas Sosial 3
pengaduan
17 1.06.000040 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Orang Dinas Sosial 15
18 1.06.000041 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang Dinas Sosial 3
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19 1.06.000042 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Orang Dinas Sosial 0

20 1.06.000043 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi Orang Dinas Sosial 0
keluarga

1 1.06.000044 Gelandangan dan 'P'eng‘er'nls yang mendapat permakanan sesuai Orang Dinas Sosial 0
dengan Standar Gizi Minimal

22 1.06.000047 | Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Orang Dinas Sosial 0

23 1.06.000052 Kampung yfang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Dinas Sosial 1
Kampung Siaga Bencana

25 1.06.000055 | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Keluarga Dinas Sosial 42.946

26 1.06.000059 kKoordinasi dan Kerjlasarna a.ntar Lembaga dan Kemitraan dalam Dokumen Dinas Sosial 12
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

27 1.06.000065 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dokumen Dinas Sosial 2

28 1.06.000067 | Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Laporan Dinas Sosial 35

29 1.06.000068 Korban be:ncana yang mendapat fasilitas tempat penampungan Orang Dinas Sosial )
pengungsi

30 1.06.000069 Korban bencana yang menQapatkan Kebutuhan sandang pada masa Orang Dinas Sosial 5
tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana

31 1.06.000070 | Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Orang Dinas Sosial 16

32 1.06.000071 Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Orang Dinas Sosial 700

Kelompok rentan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

33 1.06.000072 Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa Orang Dinas Sosial 397
tanggap darurat

34 1.06.000074 | Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Orang Dinas Sosial 2

35 1.06.000075 Lanjut U5|_a 'Telfam.tar yang mendapat permakanan sesuai dengan Orang Dinas Sosial 4730
Standar Gizi Minimal

36 1.06.000081 | Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang Orang Dinas Sosial 4

37 1.06.000083 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Orang Dinas Sosial 0
Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor

38 1.06.000084 Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Orang Dinas Sosial 1
Identitas Anak

39 1.06.000085 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Orang Dinas Sosial 10

40 1.06.000086 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang Dinas Sosial 10

41 1.06.000087 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Orang Dinas Sosial 5

42 1.06.000088 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Orang Dinas Sosial 0

43 1.06.000089 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu Orang Dinas Sosial 0
peraga

44 1.06.000090 | Lembaga Kesejahteraan Sosial Lembaga Dinas Sosial 10

45 1.06.000091 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lembaga Dinas Sosial 1
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46 1.06.000093 | Makam Pahlawan Nasional Makam Dinas Sosial NA

47 1.06.000094 | orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Orang Dinas Sosial 135

48 1.06.000097 Pfaker.Ja Profejslonal/tenaga‘ k'esejahteraalj\ sosial yang memberikan Orang Dinas Sosial 59
bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

49 1.06.000098 pfekerlja profes!onal/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan Orang Dinas Sosial 99
bimbingan sosial

50 1.06.000099 | Pekerja Sosial Masyarakat Orang Dinas Sosial 260

51 1.06.000101 Pe‘k('erja sosial Prf)fesmnal yang memberikan bimbingan fisik, mental, Orang Dinas Sosial 59
spiritual dan sosial

52 1.06.000102 | pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial Orang Dinas Sosial 22

53 1.06.000103 Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Laporan Dinas Sosial 2

54 1.06.000110 Peny.a'nda.ng Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan Orang Dinas Sosial )
reunifikasi keluarga

55 1.06.000111 Penyandang Disab.il.itas. T.elantar yang mendapat permakanan sesuai Orang Dinas Sosial 783
dengan Standar Gizi Minimal

56 1.06.000112 Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang | Orang Dinas Sosial 0

57 1.06.000113 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Orang Dinas Sosial 0

Pendidikan dan Kesehatan Dasar
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Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan

58 1.06.000115 Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Orang Dinas Sosial 1
Identitas Anak

59 1.06.000116 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan Orang Dinas Sosial 5
pengaduan

60 1.06.000117 | Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Orang Dinas Sosial 30

61 1.06.000118 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan Orang Dinas Sosial 10
kedaruratan

62 1.06.000119 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan Orang Dinas Sosial 0
penelusuran

63 1.06.000122 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan Orang Dinas Sosial 239
alat bantu peraga
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor . .

4 1.06. 12 D I

6 06.000128 Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Orang inas Sosia 0
Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan

65 1.06.000129 | Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Orang Dinas Sosial 0

Pendidikan dan Kesehatan Dasar
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Satuan

Produsen Data

Nilai

66

1.06.000130

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu

Orang

Dinas Sosial

67

1.06.000132

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan
Pengaduan

Orang

Dinas Sosial

68

1.06.000133

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan
Kedaruratan

Orang

Dinas Sosial

69

1.06.000134

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan
penelusuran Keluarga

Orang

Dinas Sosial

70

1.06.000135

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan
reunifikasi keluarga

Orang

Dinas Sosial

71

1.06.000136

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan
kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

Orang

Dinas Sosial

72

1.06.000137

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai
dengan Standar Gizi Minimal

Orang

Dinas Sosial

73

1.06.000138

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan

Orang

Dinas Sosial

74

1.06.000139

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang

Orang

Dinas Sosial

75

1.06.000150

Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi

Unit

Dinas Sosial

76

1.06.000161

Tempat penampungan pengungsi yang tersedia

Unit

Dinas Sosial

10
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
77 1.06.000162 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Orang Dinas Sosial 19
78 1.06.000169 | Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Orang Dinas Sosial 0
79 1.06.000170 | Taruna Siaga Bencana Orang Dinas Sosial 35
80 1.06.000175 | Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Dokumen Dinas Sosial 3
81 1.06.000178 | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Keluarga Dinas Sosial 88034
82 1.06.000179 Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Orang Dinas Sosial 19
Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda
83 1.06.000180 | Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan Orang Dinas Sosial 1
santunan sosial
85 1.06.000182 Potensi Sumber Kesejah'teraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Orang Dinas Sosial NA
Pemberdayaan Ekonomi
86 1.06.000183 | Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti Laporan Dinas Sosial 50
87 1.06.000184 Sumber Daya M.anu'5|a Sumber‘ Kesejahteraan Sosial Daerah yang Orang Dinas Sosial 90
Mendapatkan Bimbingan Teknis
Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan . .
88 1.06.000185 kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang Dinas Sosial 0
Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan . .
89 1.06.000186 Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang Dinas Sosial 0
90 1.06.000187 Lanjut Usia Terlantar yar.1g mendap.atkan pemenuhan kebutuhan Orang Dinas Sosial 0
Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan . .
1 1.06.000188 kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Orang Dinas Sosial 0
P Disabilitas Miski R k
92 1.06.000189 enyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Orang Dinas Sosial 35

Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi
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93 1.06.000190 Gelar)dangan da.n Pengemis yang m(jerdapatkan Pfemberdayaan dan Orang Dinas Sosial NA
Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi

94 1.06.000191 Anak B'e.zrha.dapz?m dengan' Hukum'(ABI'-l) yang mendapatkan layanan Orang Dinas Sosial 8
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial
Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan . .

9> 1.06.000132 Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang Dinas Sosial 1124

96 1.06.000193 Anak Tferla'ntar d‘| Luar P.a'nt| Yang. mendapatkan Rehabilitasi Sosial Orang Dinas Sosial 384
melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial

97 1.06.000194 Lan!ut Usia Tt'erla'ntar d'| Luar P?nt| Yang'mendapatkan Rehabilitasi Orang Dinas Sosial
Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan . .

98 1.06.000195 Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial Orang Dinas Sosial 22
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti

99 1.06.000196 | yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Orang Dinas Sosial NA
Kemandirian Ekonomi
Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang . .

100 1.06.000197 o] D S I 6260
mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial rang inas >osia
Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli

101 | 1.06.000198 | Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Orang Dinas Sosial 3
Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya

102 1.06.000199 Ahak yang terfasilitasi (.jalém Proses Pengangkatan Anak untuk Orang Dinas Sosial 7
Diusulkan kepada Provinsi

103 | 1.06.000200 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan Orang Dinas Sosial 135

pendampingan usaha Lintas Daerah
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104 | 1.06.000201 Pekerja Rent'an Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Orang Dinas Sosial NA
Ketenagakerjaan

105 | 1.06.000202 Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Dokumen Dinas Sosial )
Lokal (KL)

106 | 1.06.000203 ?;sei;Th yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik Daerah Dinas Sosial NA
Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi,

107 1.06.000204 | komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan Orang Dinas Sosial 40
bencana pada masyarakat di lokasi rawan
Anak Usia Sekolah M kan Edukasi I

108 | 1.06.000205 nak Usia Sekola y?ng endapatkan Edukasi penanggulangan Orang Dinas Sosial 200
Bencana pada lokasi rawan bencana
T I i tk ingk

109 | 1.06.000206 enaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan Orang Dinas Sosial 4
kapasitas

110 | 1.06.000207 Relaw'an Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Orang Dinas Sosial 4
Kapasitasnya

111 | 1.06.000208 | Taganayang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Orang Dinas Sosial 35

112 | 1.06.000209 | Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi Desa/Kelurahan Dinas Sosial 5

113 1.06.000210 $Srr]t;?n Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Orang Dinas Sosial 32

114 | 1.06.000211 Orang yang d|per|kan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Orang Dinas Sosial 94
Pahlawan Nasional

115 | 1.06.000212 | orangyang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Orang Dinas Sosial 220
Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman,

116 1.06.000219 | dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Orang Dinas Sosial 200

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dok hasil itori luasi K i ial (K
117 | 1.06.000233 o t{men asil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Orang Dinas Sosial 47
Kearifan Lokal (KL)
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial % Dinas Sosial 43,00
2 | PERENCANAAN | Persentase PPKS yang tertangani % Dinas Sosial 20,98
3 | PERENCANAAN Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan % Dinas Sosial 87.97
kebutuhan dasar

4 | PERENCANAAN Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama % Dinas Sosial 100
masa tanggap darurat

5 | PERENCANAAN | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial | % Dinas Sosial 87,97
P t fisik tal lanj ia tidak

6 | PERENCANAAN ersenFase penyandang cac'a |§| t?lan men. al, serta lanjut usia tida % Dinas Sosial 100
potensial yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan . . .

7 | PERENCANAAN | | - Jiwa Dinas Sosial NA
jompo yang dibina

3 | PERENCANAAN Persentase PSKS yang t’:\ktlf 505|aI|sa§|/penyu|uhan dalam rangka % Dinas Sosial 100
penyelenggaraan kesejahteraan sosial

9 | PERENCANAAN | Jumlah panti sosial Unit Dinas Sosial 11

10 | PERENCANAAN | Jumlah fakmis mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial Jiwa Dinas Sosial 447808
11 | PERENCANAAN | Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial Jiwa Dinas Sosial 42946
12 | PERENCANAAN | Jumlah Penduduk Miskin Jiwa Dinas Sosial 509040
13 | PERENCANAAN | Persentase PPKS disabilitas fisik dan mental yang tertangani % Dinas Sosial 100
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
14 | PERENCANAAN | Persentase PPKS usia lanjut yang tertangani % Dinas Sosial 100
15 | PERENCANAAN | Persentase PPKS yang tertangani % Dinas Sosial 20,98
16 | PERENCANAAN | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan % Dinas Sosial 87,97
17 | PERENCANAAN | Persentase PPKS yang diberdayakan % Dinas Sosial 100
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut
18 | PERENCANAAN | usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan % Dinas Sosial 100
dasarnya di luar panti ( indikator SPM)
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
19 | PERENCANAAN | kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | % Dinas Sosial 100
daerah kabupaten/kota
20 | PERENCANAAN | Persentase PPKS yang meningkat derajat kesejahteraannya % Dinas Sosial 97,77
1.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENGA KERJA
‘ No ‘ Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 . Dinas Perdagangan,
2.07.000001 | Angkatan Kerja (AK) Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja 541370
2 Dinas Perdagangan,
2.07.000005 | CPMI/PMI Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja 1222
Di
3 2.07.000019 Instruktur swasta Orang |n'as Perd'agangan, . 95
Perindustrian dan Tenaga Kerja
4 . . Dinas Perdagangan,
2.07.000032 | Lembaga Bipartit Lembaga Perindustrian dan Tenaga Kerja 8
5 . o . Dinas Perdagangan,
2.07.000036 | Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi Unit Perindustrian dan Tenaga Kerja 35
6 . . Dinas Perdagangan,
2.07.000038 | LKS Tripartit Lembaga Perindustrian dan Tenaga Kerja 1
7 - Dinas Perdagangan,
2.07.000042 | LPKS yang dibina Lembaga Perindustrian dan Tenaga Kerja 30
8 . . Dinas Perdagangan,
2.07.000046 | Lulusan pelatihan pemerintah Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja NA
9 2.07.000048 | Mediator Orang Dinas perdagangan, . 1
Perindustrian dan Tenaga Kerja
1 Di P
0 2.07.000049 | Nama Program Pelatihan Program m.as erd.agangan, . 1
Perindustrian dan Tenaga Kerja
11 ey Dinas Perdagangan,
2.07.000053 | Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja 621
12 2.07.000056 | Pencari Kerja Orang Dln'as Perd.agangan, . 2585
Perindustrian dan Tenaga Kerja
13 1 2.07.000057 | Pencari kerja ditempatkan Orang Dinas Perdagangan, . 2417
Perindustrian dan Tenaga Kerja
14 1 507000058 | Pencari kerja terdaftar Orang Dinas Perdagangan, . 2585
Perindustrian dan Tenaga Kerja
15 5 07.000059 Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Orang Dinas Perdagangan, NA

Kerja

Perindustrian dan Tenaga Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 Di P
® | 2.07.000066 | Penduduk Usia Kerja (PUK) Orang Inas Perdagangan, . 714892
Perindustrian dan Tenaga Kerja
17
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja
lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Dinas Perdagangan,
2.07. 7 Dok NA
07.000070 Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah okumen Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota
18 i
2.07.000072 | Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama Kasus Dln'as Perd.agangan, . 3
Perindustrian dan Tenaga Kerja
19 2.07.000074 | Peraturan Perusahaan (WLKP Online) Dokumen Dln'as Perd.agangan, . 17
Perindustrian dan Tenaga Kerja
20| 5 07.000077 | Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) Dokumen Dinas Perdagangan, . NA
Perindustrian dan Tenaga Kerja
21 2.07.000078 | Perkara Perselisihan yang terselesaikan Kasus Dm‘as Perd.agangan, . 3
Perindustrian dan Tenaga Kerja
22 Di P
2.07.000080 Persediaan Tenaga Kerja Orang m.as erd.agangan, . 15490
Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 Di
3 2.07.000083 | Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang Perusahaan |n'as Perd.agangan, . NA
Perindustrian dan Tenaga Kerja
24 | 2.07.000084 | Perusahaan Kecil Perusahaan Dinas perdagangan, . 17520
Perindustrian dan Tenaga Kerja
25 2.07.000086 | Perusahaan mikro,kecil, menengah,dan besar Perusahaan Dlnfas Perd.agangan, . 17570
Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 Di P
6 2.07.000087 | Perusahaan peserta jamsostek aktif Perusahaan |n'as erd.agangan, . NA
Perindustrian dan Tenaga Kerja
27 . Dinas Perdagangan,
2.07.000088 | Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan Perusahaan Perindustrian dan Tenaga Kerja NA
28 . Dinas Perdagangan,
2.07.000095 Petugas Antar Kerja Orang 0

Perindustrian dan Tenaga Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
36 | 2.07.000096 | PMIPurna Orang Dinas Perdagangan, . NA
Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan,
37 2.07.000097 | PMI yang di tempatkan Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja 1222
Juta Dinas Perdagangan
38 2.07.000100 | Produktivitas Tenaga Kerja Rupiah/Tenaga . . gangan, . 528391
. Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kerja
o Dinas Perdagangan,
40 2.07.000109 | Tenaga Kerja Disabilitas Orang . . . 44
Perindustrian dan Tenaga Kerja
41 2.07.000110 | Tenaga kerja peserta jamsostek aktif Orang Dln‘as Perd.agangan, . 15898
Perindustrian dan Tenaga Kerja
. . . . Dinas Perdagangan,
42 2.07.000114 | Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja NA
Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan Dinas Perdagangan,
43 2.07.000123 yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Perindustrian dan Tenaga Kerja 36
. . . Dinas Perdagangan,
44 2.07.000125 | Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi Dokumen . . . 0
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Di
45 2.07.000127 | Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal Lembaga |n'as Perd.agangan, . 0
Perindustrian dan Tenaga Kerja
. . Dinas Perdagangan,
46 2.07.000128 | Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja 2215
. Dinas Perdagangan,
ERE -
47 | PERENCANAAN | Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun Kasus Perindustrian dan Tenaga Kerja 4 Kasus
Di P
48 | PERENCANAAN | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kasus |n'as erd.agangan, . 3 Kasus
Perindustrian dan Tenaga Kerja
N . Dinas Perdagangan,
49 | PERENCANAAN | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja 2585
>0 PERENCANAAN | Persentase Keselamatan dan perlindungan % Dinas Perdagangan, 75,91

Perindustrian dan Tenaga Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
51 . - Dinas Perdagangan,
PERENCANAAN | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja 15898
52 PERENCANAAN Persen.tase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan % Dm.as Perd.agangan, . 0
pemerintah daerah Perindustrian dan Tenaga Kerja
Di P
>3 PERENCANAAN | Besaran Pemeriksaan Perusahaan Perusahaan m.as erd.agangan, . 85
Perindustrian dan Tenaga Kerja
>4 PERENCANAAN | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Perusahaan Dln'as Perd.agangan, .
Perindustrian dan Tenaga Kerja
55 PERENCANAAN Besaran ter?aga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis % D|n.as Perd.agangan, . 1835
kompetensi Perindustrian dan Tenaga Kerja
56 PERENCANAAN Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Orang Dm.as Perd.agangan, . 0
masyarakat Perindustrian dan Tenaga Kerja
57 . . . Dinas Perdagangan,
PERENCANAAN | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Orang Perindustrian dan Tenaga Kerja 0
58 PERENCANAAN Persentase T'enaga Kerja yang Mendapat Perlindungan % Dm'as Perd.agangan, ' 7591
Ketenagakerjaan Perindustrian dan Tenaga Kerja
59 S . o Dinas Perdagangan,
PERENCANAAN | Persentase pencari kerja yang ditempatkan % Perindustrian dan Tenaga Kerja 96,39
60 . . . Dinas Perdagangan,
ERE
PERENCANAAN | Rasio penduduk yang bekerja Rasio Perindustrian dan Tenaga Kerja 74
>0 PERENCANAAN | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja Rasio Dln‘as Perd.agangan, . 97,60
Perindustrian dan Tenaga Kerja
51 PERENCANAAN Persentasg kegiatan yang dilaksanakan yang mengajukan rencana % Dln'as Perd.agangan, .
tenaga kerja Perindustrian dan Tenaga Kerja
>2 PERENCANAAN | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi % D|n.as Perd.agangan, . 30,9
Perindustrian dan Tenaga Kerja
53 Persentase per.usah.aan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Dinas Perdagangan,
PERENCANAAN | (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS | % 34,6

Ketenagakerjaan)

Perindustrian dan Tenaga Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
54 PersenFase ten.aga kerja yang dltempa}tkan (dalarn dan luar negeri) Dinas Perdagangan,
PERENCANAAN | melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah % . . . 85,69
Perindustrian dan Tenaga Kerja
kabupaten/kota
1.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 5 08.000001 Advokasi Ke?uakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana ‘ DP3AKB NA
Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kegiatan
) 5 08.000002 Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan DP3AKB a1
pengaduan Orang
3 5 08.000003 Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak DP3AKB a1
kewenangan Kabupaten/Kota Orang
4 2.08.000005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kegiatan DP3AKB 7
5 2.08.000006 | Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia Dokumen DP3AKB 1
6 5 08.000008 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan DP3AKB NA
perempuan Dokumen
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak
7 2.08.000009 | Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup DP3AKB 2
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen
8 5 08.000011 Dokumen Komumkasu Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender DP3AKB NA
(KG) dan Perlindungan Anak Dokumen
Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
9 2.08.000012 Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas DP3AKB 1
Daerah Kabupaten/Kota Dokumen
10 5 08.000013 Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam DP3AKB 1
Kelembagaan Data Kabupaten/Kota Dokumen
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang

11 2.08.000015 Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen DP3AKB NA

12 5 08.000017 Koo.rdma5| dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan . DP3AKB 15
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kegiatan

13 5 08.000018 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup ‘ DP3AKB NA
Anak Kegiatan

14 5 08.000019 Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender . DP3AKB 8
(PUG) Kegiatan

15 5 08.000021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak ' DP3AKB 3
Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga

16 2.08.000023 . . . DP3AKB 5
Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

17 2.08.000024 | Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan DP3AKB 2
Khusus Kegiatan

18 5 08.000025 Koo.rdlnaS| dan Sinkronisasi Peny'edlaan Sarana Prasarana Layanan ‘ DP3AKB 1
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan

19 2.08.000026 . DP3AKB NA
PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Kegiatan

20 5 08.000028 Layénan Komprehensif bag| keIuargaT dalam Mewujudkan KG dan DP3AKB NA
Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota Layanan
layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan

21 2.08.000029 | sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus DP3AKB 41
kewenangan Kabupaten/Kota Layanan

29 5 08.000031 Ljayanar'l tln-dak I‘anjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan DP3AKB 19
sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Layanan

53 5 08.000032 lembaga penyedia layanan pemberdayaal.'m perempuan K.ewenangan DP3AKB 7
Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Lembaga

24 5 08.000034 Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB 30
Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan Lembaga
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
pendampingan
organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan

25 2.08.000036 | kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, DP3AKB 3
hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Organisasi

26 5 08.000038 Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha o DP3AKB 7
Usaha Organisasi
organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan

27 2.08.000039 | Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan DP3AKB 32
terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Organisasi

)8 5 08.000041 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas . DP3AKB 7
Keluarga Kegiatan

29 5 08.000042 Penguatan Jejarln.g Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang ‘ DP3AKB NA
Memerlukan Perlindungan Khusus Kegiatan

30 5 08.000043 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan . DP3AKB 30
Kualitas Keluarga Kegiatan

31 5 08.000044 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan ‘ DP3AKB 5
Perempuan Kegiatan
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan

32 2.08.000045 | Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Perangkat DP3AKB 46
Kabupaten/Kota Daerah

33 5 08.000047 Perangkat Da'erah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Perangkat DP3AKB 46
Layanan Perlindungan Perempuan Daerah
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan

34 2.08.000048 | PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Perangkat DP3AKB 46
Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Daerah
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)

2.08. 4 DP3AKB 4

3 08.000049 termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Perangkat 3 6

Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

37 5 08.000054 perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang DP3AKB a
mendapatkan layanan pengaduan masyarakat Orang

38 5 08.000055 SDM di penyedia layanan pemberday.aan perempua.n Kewenangan DP3AKB 368
Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Orang
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban

39 2.08.000057 Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan DP3AKB 2
kapasitas Orang

40 5 08.000059 SDM penyedia layanan Peningkatan I?uahtas Keluarga kewenangan DP3AKB 365
Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Orang

a1 5 08.000061 Sosialisasi Pfenlngkatan Part.|5|pa5| Perempuan di Bidang Politik, ‘ DP3AKB 8
Hukum, Sosial dan Ekonomi Kegiatan

1 | PERENCANAAN | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % DP3AKB 57,24

2 | PERENCANAAN | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR % DP3AKB 29,00

3 | PERENCANAAN | Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta % DP3AKB NA

4 | PERENCANAAN | Rasio KDRT Rasio DP3AKB 0,004

5 | PERENCANAAN | Partisipasi angkatan kerja perempuan % DP3AKB NA
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan

6 | PERENCANAAN | penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan | % DP3AKB 100
terpadu
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan

7 | PERENCANAAN | layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas % DP3AKB 100
mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas

8 | PERENCANAAN | rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan | % DP3AKB 100
di dalam unit pelayanan terpadu

9 | PERENCANAAN Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan % DP3AKB 100

putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
dan anak

10 | PERENCANAAN Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan % DP3AKB 100
layanan bantuan hukum

11 | PERENCANAAN Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban % DP3AKB 100
kekerasan

12 | PERENCANAAN Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban % DP3AKB 100
kekerasan

13 | PERENCANAAN | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD Rasio DP3AKB 93,54

14 | PERENCANAAN | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP Rasio DP3AKB 87,81

15 | PERENCANAAN Kontribusi Iperempuan dalam pekerjaan upahan di sektor % DP3AKB NA
nonpertanian

16 | PERENCANAAN | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) % DP3AKB belum rillis

17 | PERENCANAAN | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ngawi % DP3AKB belum rillis

18 | PERENCANAAN | Persentase Kasus Kekerasan Anak terhadap 1000 penduduk % DP3AKB 0,135

19 | PERENCANAAN | Persentase Kekerasan Perempuan terhadap 1000 penduduk % DP3AKB 0,031

20 | PERENCANAAN | Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan % DP3AKB 100

21 | PERENCANAAN | Persentase Kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan % DP3AKB 100

22 | PERENCANAAN | Persentase ARG pada belanja langsung APBD % DP3AKB 69,66

53 | PERENCANAAN Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait % DP3AKB 100
Kabupaten

24 | PERENCANAAN Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Rasio DP3AKB 0,00003
penduduk perempuan)

25 | PERENCANAAN | Indeks Perlindungan Anak Nilai DP3AKB belum rillis
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1.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 2.09.000021 | Jenis pangan lokal Laporan Dinas Pertanian 1
2 2.09.000030 Konsumsi per kapita per tahun Laporan Dinas Pertanian 1
3 2.09.000053 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dokumen Dinas Pertanian 1
4 2.09.000063 | Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas Dokumen Dinas Pertanian N/A
5 2.09.000068 | Target konsumsi pangan per kapita per tahun Dokumen Dinas Pertanian 98
6 2.09.000076 Data daerah rentan rawan pangan Laporan Dinas Pertanian 0
7 2.09.000078 | Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Dokumen Dinas Pertanian 1

2.09.000079 Data Jumlah Penduduk Dokumen Dinas Pertanian N/A
2.09.000081 Data Konsumsi Pangan Dokumen Dinas Pertanian 1

10 2.09.000082 Data Perdagangan Antar Wilayah Dokumen Dinas Pertanian 1
11 2.09.000083 | Data Produksi Pangan Dokumen Dinas Pertanian 1
12 2.09.000084 Data Stok Pangan Dokumen Dinas Pertanian 1
13 2.09.000086 | Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala Laporan Dinas Pertanian 1
14 2.09.000087 | Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala Laporan Dinas Pertanian 1
15| 2om0mosy | e e | 1
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

16 5 09.000100 Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan Dinas Pertanian 1
pangan per tahun Dokumen

17 5 09.000101 Jumlah dokumen pembmaan pelaku usaha pangan segar asal Dinas Pertanian 1
tumbuhan yang disusun Dokumen

18 2.09.000102 | Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun Dokumen Dinas Pertanian 1

19 | 2.09.000103 | Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun Dokumen Dinas Pertanian 1

20 | 2.09.000105 | Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan Unit Dinas Pertanian 64

21 | 2.09.000109 | Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun Dokumen Dinas Pertanian 0

22 2.09.000113 | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting Unit Dinas Pertanian 5

’3 5.09.000114 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian 475
Keluarga Keluarga

22 5 09.000115 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga Dinas Pertanian 1
pangan secara berkala Laporan

25 | 2.09.000118 | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Laporan Dinas Pertanian N/A

26 5 09.000119 Jumlah pelal.<sanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah Dinas Pertanian 6
atau Operasi Pasar Laporan

27 2.09.000120 | Jumlah pelaku usaha pangan lokal Laporan Dinas Pertanian 1

)8 5 09.000126 Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis . Dinas Pertanian 5
sumber daya lokal Kegiatan

29 2.09.000132 | Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Dokumen Dinas Pertanian 1

30 5 09.000134 Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Dinas Pertanian 24
Lainnya Unit
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

31 5 09.000135 Ju.mla_h Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Dinas Pertanian N/A
Disediakan Unit

32 2.09.000137 | Jumlah Usaha Pangan Lokal Laporan Dinas Pertanian 1

33 2.09.000138 | Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi Laporan Dinas Pertanian 1

34 2.09.000139 | Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi Laporan Dinas Pertanian 1

35 5 09.000142 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Dinas Pertanian 1
Pangan Pokok Lokal Laporan

36 2.09.000143 Data harga minimum pangan pokok lokal Dokumen Dinas Pertanian N/A

37 5.09.000144 Jumlah pemberdayaan kelom!:)ok masyarakat.dalam Dinas Pertanian 19
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan

38 5.09.000145 Jumlah K(‘)ordma5|. dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Dinas Pertanian 3
Konsumsi per Kapita per Tahun Laporan

39 2.09.000149 Indeks Ketahanan Pangan Level Desa Dokumen Dinas Pertanian N/A

40 2.09.000152 Data Penerima Manfaat Dokumen Dinas Pertanian 1

a1 5 09.000153 Ju.rr.ﬂah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Dinas Pertanian 1
Gizi Dokumen

42 2.09.000155 | Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun Dokumen Dinas Pertanian 59

43 5 09.000159 Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Dinas Pertanian 1
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat . .

44 2.09.000160 Dinas Pertanian 84
keamanan dan/atau mutu pangan segar Persentase

45 2.09.000190 | data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota Dokumen Dinas Pertanian 1
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
46 5 09.000210 ?umlah Koordlna'5| 'dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Dinas Pertanian 1
infrastruktur logistik Unit
47 2.09.000211 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok Laporan Dinas Pertanian 1
48 2.09.000212 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya Laporan Dinas Pertanian 1
49 2.09.000213 | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara Ton Dinas Pertanian 3,5
50 2.09.000214 | Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Ton Dinas Pertanian N/A
51 2.09.000215 | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Ton Dinas Pertanian 7,595
52 2.09.000216 | Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Ton Dinas Pertanian 3,5
53 5.09.000217 Laporz‘:\r? Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian 1
dan Gizi Dokumen
54 2.09.000219 Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Dinas Pertanian 1
Tumbuhan Unit
55 2.09.000255 | Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Dokumen Dinas Pertanian 1
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN | Persentase Ketersediaan pangan utama % Dinas Pertanian 125,78
2 | PERENCANAAN | Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan % Dinas Pertanian 100
3 | PERENCANAAN | Angka kecukupan Energi perkapita perkapita Dinas Pertanian NA
4 | PERENCANAAN | Angka kecukupan Protein perkapita perkapita Dinas Pertanian NA
5 | PERENCANAAN | Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Desa Dinas Pertanian 4
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
6 | PERENCANAAN | Total desa pangan lestari Desa Dinas Pertanian 36
7 | PERENCANAAN | Jumlah Ketersediaan pangan utama (food availability) Ton Dinas Pertanian 1.177.830.139
8 | PERENCANAAN | Skor PPH Konsumsi Kkal/Kapita/Hari Dinas Pertanian 98,0
9 | PERENCANAAN | Angka ketersediaan Energi Kkal/Kapita/Hari Dinas Pertanian NA
10 | PERENCANAAN | Angka Ketersediaan Protein Kkal/Kapita/Hari Dinas Pertanian NA
11 | PERENCANAAN | Skor PPH Ketersediaan Skor Dinas Pertanian 95,6
12 | PERENCANAAN | Coefisien Variasi (CV Harga Pangan) Kkal/Kapita/Hari Dinas Pertanian 7,75
masih
13 | PERENCANAAN !Dersentase k?tersed|aan pangan (Tersedianya cadangan beras/ Dinas Pertanian menunggu
jagung sesuai kebutuhan) petunjuk
% kemendagri
14 | PERENCANAAN | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor Dinas Pertanian 98,0
15 | PERENCANAAN | Persentase Penguatan cadangan pangan % Dinas Pertanian 36,48
16 | PERENCANAAN | Persentase Penanganan daerah rawan pangan % Dinas Pertanian 1,84
1.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
2.11.000001 Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1 Laporan Dinas Lingkungan Hidup
2.11.000005 Data contoh uji Data Dinas Lingkungan Hidup
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup N/A
3]2.11.000018 Provinsi di wilayah kabupaten/kota Dokumen
4 | 2.11.000021 Data pengujian parameter kualitas lingkungan Data Dinas Lingkungan Hidup
5 | 2.11.000029 Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
6 | 2.11.000063 Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit Dinas Lingkungan Hidup
Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Dinas Linekunean Hidu
2.11.000072 Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH Kelompok gkung P
8 | 2.11.000074 Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH Kelompok Dinas Lingkungan Hidup
Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran
Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Dinas Lingkungan Hidup
9 | 2.11.000075 Pemukiman Yang Sehat Keluarga
Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Dinas Lingkungan Hidup
10 | 2.11.000083 Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Dokumen
Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam
rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Dinas Lingkungan Hidup
11 | 2.11.000092 Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat Laporan
Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang Dinas Linekunean Hidu
12 | 2.11.000097 | dilaksanakan Dokumen grung P
13 | 2.11.000116 Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Ha Dinas Lingkungan Hidup
Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup . . .
D L
14 | 2.11.000120 kewenangan kab/kota Ha inas Lingkungan Hidup
Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
15 | 2.11.000122 kab/kota Ha
Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran
Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Dinas Lingkungan Hidup
16 | 2.11.000127 Pemukiman Yang Sehat Materi
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
17 | 2.11.000129 Nilai IKAL n-1 Poin Dinas Lingkungan Hidup

Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang

dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi Dinas Lingkungan Hidup
18 | 2.11.000139 secara elektronik yang ditolak Dokumen

Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang

dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi Dinas Lingkungan Hidup
19 | 2.11.000140 secara elektronik yang sedang diproses Dokumen

Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui

sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Dinas Lingkungan Hidup
20 | 2.11.000151 yang diterbitkan Dokumen

Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan

melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Dinas Lingkungan Hidup
21| 2.11.000152 elektronik yang diterbitkan Dokumen
22 | 2.11.000155 Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola Unit Dinas Lingkungan Hidup

Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingku . . .
23 | 2.11.000161 kewenangan kab/kota e s Unit Dinas Lingkungan Hidup
24 | 2.11.000163 Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Unit Dinas Lingkungan Hidup
25 | 2.11.000183 Jumlah data contoh uji Data Dinas Lingkungan Hidup
26 | 2.11.000186 Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dokumen Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di . . .
27 | 2.11.000207 | kabupaten/kota i penetme Unit Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di Dinas Lingkungan Hidup
28 | 2.11.000213 kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan

Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di Dinas Lingkungan Hidup
29 | 2.11.000215 kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan
30 | 2.11.000226 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
31| 2.11.000227 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
32 | 2.11.000244 Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi Lokasi Dinas Lingkungan Hidup
33 | 2.11.000245 Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi Lokasi Dinas Lingkungan Hidup
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di . . .
D Lingk H
34 | 2.11.000261 kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit inas Lingkungan Hidup
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di . . .
35 | 2.11.000262 kabupaten/kota yang eksisting Unit Dinas Lingkungan Hidup
36 | 2.11.000283 Tersusunnya dokumen SLHD Dokumen Dinas Lingkungan Hidup
Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya
yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha Dinas Lingkungan Hidup
37 | 2.11.000317 terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Dokumen
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan
limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang Dinas Lingkungan Hidup
38 | 2.11.000318 diterbitkan Usaha
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan
teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup
39 | 2.11.000342 kewenangannya Usaha
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang
dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi | Laporan / Dinas Lingkungan Hidup
40 | 2.11.000343 secara elektronik Dokumen
NO | Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap . . .
izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup 20,56
1 | PERENCANAAN | Pemerintah Daerah kabupaten/kota %
2 | PERENCANAAN | Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat Pelatihan Dinas Lingkungan Hidup
3 | PERENCANAAN | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Ada/ tidak ada Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Dinas Lingkunean Hidu
Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah gkung P
4 | PERENCANAAN | kabupaten/kota %
5 | PERENCANAAN | Timbulan sampah yang ditangani % Dinas Lingkungan Hidup
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
6 | PERENCANAAN | Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % Dinas Lingkungan Hidup
7 | PERENCANAAN | Persentase cakupan area pelayanan % Dinas Lingkungan Hidup
8 | PERENCANAAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani % Dinas Lingkungan Hidup
9 | PERENCANAAN | Persentase Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota % Dinas Lingkungan Hidup
10 | PERENCANAAN | Volume sampah yang ditangani m3 Dinas Lingkungan Hidup 68318,96
11 | PERENCANAAN | Volume timbulan sampah m3 Dinas Lingkungan Hidup
12 | PERENCANAAN | Persentase Penanganan sampah % Dinas Lingkungan Hidup
13 | PERENCANAAN | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Dinas Lingkungan Hidup
14 | PERENCANAAN | Indeks Kualitas Air Indeks Dinas Lingkungan Hidup
15 | PERENCANAAN | Indeks Kualitas Udara Indeks Dinas Lingkungan Hidup
16 | PERENCANAAN | Indeks Kualitas Lahan Indeks Dinas Lingkungan Hidup
17 | PERENCANAAN | Jumlah daya tampung TPS m3 Dinas Lingkungan Hidup
18 | PERENCANAAN Zzass:;iie Tempat penampungan sementara (TPS) per 1000 y Dinas Lingkungan Hidup
19 | PERENCANAAN | Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL Indeks Dinas Lingkungan Hidup
20 | PERENCANAAN II:aelgzepnat:::/'ll('s;Laksananya pengelolaan sampah di wilayah . Dinas Lingkungan Hidup 39,75
Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
21 | PERENCANAAN | pemerintah daerah kabupaten/kota %
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan Dinas Lingkungan Hidup
22 | PERENCANAAN | perkotaan Ha
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1.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Dinas Kependudukan Dan
1 2.12.000001 Data Kependudukan Kabupaten/Kota Dokumen Pencatatan Sipil 2
5 5 12.000002 D.ata Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang Dinas Kepend'u<'jukan Dan 73
dimanfaatkan Dokumen Pencatatan Sipil
3 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Dinas Kepend.u?lukan Dan 2
Dokumen Pencatatan Sipil
Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Dinas Kependudukan Dan
4 2.12.000004 . . . 2
Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia Dokumen Pencatatan Sipil
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
5 2.12.000005 Data yang telah diolah dan disajikan Dinas Kepend‘uéukan Dan 2
Dokumen Pencatatan Sipil
. - Dinas Kependudukan Dan
6 2.12.000008 Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan . 2
Dokumen Pencatatan Sipil
Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
7 2.12.000017 Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Dinas Kependudukan Dan 0
Penduduk Dokumen Pencatatan Sipil
3 2.12.000020 D.ol.<umen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Dinas Kepend'u(.jukan Dan 53
Sipil Dokumen Pencatatan Sipil
Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen Dinas Kependudukan Dan
9 2.12.000023 . . . 2
atas pelLaporan Peristiwa Penting Dokumen Pencatatan Sipil
10 2.12.000025 Doku‘rrTen HfiSI| Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Dinas Kepend‘uc.iukan Dan 1
Administrasi Kependudukan Dokumen Pencatatan Sipil
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko
11 2.12.000026 Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Dinas Kependudukan Dan 1
Pendaftaran Penduduk Dokumen Pencatatan Sipil
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko
12 2.12.000027 Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Dinas Kependudukan Dan 1
Pencatatan Sipil Dokumen Pencatatan Sipil
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Dinas Kependudukan Dan
13 2.12.000032 . . . . . 1
terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia Paket Pencatatan Sipil
Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Dinas Kependudukan Dan
14 2.12.000033 . . . . 1
terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia | Dokumen Pencatatan Sipil
15 2.12.000035 Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kepend'u<'jukan Dan 23
Dokumen Pencatatan Sipil
16 2.12.000037 Dokumen Penc.at.atan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Dinas Kepend.u?lukan Dan 5
pelaporan Peristiwa Kependudukan Dokumen Pencatatan Sipil
17 2 12.000046 Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Dinas Kepend.ucj,lukan Dan .
serta Kebutuhan yang lain Dokumen Pencatatan Sipil
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
18 2.12.000052 Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk Dinas Kepend.ucj,lukan Dan 0
Laporan Pencatatan Sipil
Di K kan D
19 2.12.000053 Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk nas epend‘u<?|u an ban 0
Laporan Pencatatan Sipil
Di K kan D
20 2.12.000056 Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil nas epend‘uqu an ban 0
Laporan Pencatatan Sipil
Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Dinas Kependudukan Dan
21 2.12.000057 . . . 1
Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Laporan Pencatatan Sipil
22 2.12.000060 Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil Dinas Kepend'u<?iukan Dan 0
Laporan Pencatatan Sipil
23 2.12.000062 Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Dinas Kepend‘ucfiukan Dan 1
Kependudukan Laporan Pencatatan Sipil
24 2.12.000063 Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Dinas Kepend‘uqukan Dan 0
Daerah Laporan Pencatatan Sipil
Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga
25 2.12.000067 Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Dinas Kependudukan Dan 1
Pencatatan Sipil Laporan Pencatatan Sipil
Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
26 2.12.000073 Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Dinas Kependudukan Dan 2
Sipil Laporan Pencatatan Sipil
27 2.12.000074 Lapo.ra.n has.ll pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Dinas Kepend'uqukan Dan 0
Administrasi Kependudukan Laporan Pencatatan Sipil
)8 2.12.000076 Lz.j\poran hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah Dinas Kepend.u<.jukan Dan 0
dilakukan Laporan Pencatatan Sipil
29 2.12.000077 Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan Dan 0
o P P & pelay P P Laporan Pencatatan Sipil
30 2.12.000078 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Dinas Kepend'uc.jukan Dan 0
Laporan Pencatatan Sipil
31 2.12.000079 Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil Dinas Kepend.ucj,lukan Dan 0
Laporan Pencatatan Sipil
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
32 2 12.000081 Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Dinas Kepend'u<?iukan Dan 0
Kependudukan Laporan Pencatatan Sipil
- Dinas Kependudukan Dan
33 2.12.000086 Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan . 1
Laporan Pencatatan Sipil
34 2 12.000087 Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Dinas Kepend.ucj,lukan Dan 1
Kependudukan Laporan Pencatatan Sipil
Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dinas Kependudukan Dan
35 2.12.000088 . . . - . 2
Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil Laporan Pencatatan Sipil
- . Dinas Kependudukan Dan
36 2.12.000089 Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan Layanan Pencatatan Sipil 1
37 2.12.000092 penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah Dinas Kepend'uc.jukan Dan 16
pendaftaran penduduk Orang Pencatatan Sipil
38 2.12.000095 Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Dinas Kepend'uc.jukan Dan ,
Kabupaten/Kota Data Pencatatan Sipil
39 2.12.000096 Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan Dinas Kepend'u<.iukan Dan 73
kabupaten/kota Lembaga Pencatatan Sipil
Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk
40 2.12.000097 penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Dinas Kependudukan Dan 2
Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) Faskes Pencatatan Sipil
a1 2.12.000098 SOSIa|I§£3.SI langsung kepada masyarakat terkait pentingnya . Dinas Kepend‘u<Eiukan Dan 1
kepemilikan dokumen kependudukan Kali Pencatatan Sipil
1 2.12.000099 Melakukan .perndatz.:\an penduduk non permanen dan penduduk ' Dinas Kepend'uqukan Dan 1
rentan administrasi kependudukan Kali Pencatatan Sipil
43 2.12.000100 Feng?daan bla.ngko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan Dinas Kepend.u<'jukan Dan 0
identitas resmi anak Pencatatan Sipil
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 PERENCANAAN | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk . Dinas Kepend.ucj,lukan Dan 0,99
Rasio Pencatatan Sipil
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
2 | PERENCANAAN | Rasio bayi berakte kelahiran i E;’:]acsa L(aet':’fl”g,‘:)‘?'l“ka” Dan 0,99
[ ipi
3 | PERENCANAAN | Rasio pasangan berakte nikah i E;’:]a; f;g‘:\”g,‘;‘.’fka” Dan 100
[ ipi

4 | PERENCANAAN | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK cudah/ belurm E;?]is‘afa‘iﬁ”g;‘i”ka” Dan sudah

5 | PERENCANAAN | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) o E'”asfipeng_“‘?'IUka” Dan 99,1
A encatatan Sipi

6 PERENCANAAN | Cakupan penerbitan akta kelahiran o Emas L(echeng.u?llukan Dan 99
A encatatan Sipi

7 PERENCANAAN | Persentase Pencetakan KTP elektronik Y Elnas L(ipeng.uc.ilukan Dan 99,1
A encatatan Sipi

8 PERENCANAAN | Persentase penduduk ber KTP Elektronik Y Elnas L(ipeng.uqlukan Dan 99,1
A encatatan Sipi

9 PERENCANAAN | Persentase Penduduk ber KK o Eénazfizeng':c.jlukan Dan 100
6 ncatatan Sipi

10 | PERENCANAAN | Persentase penduduk ber akte kematian Y E;i;f;ging}:ﬁlu'(an Dan 100
(o} Jel|

11 | PERENCANAAN | Persentase Perekaman KTP elektronik Dinas Kependudukan Dan 99,4
% Pencatatan Sipil

12 | PERENCANAAN | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) Hari yang memiliki KIA % Eg:iif;gingiﬁﬁkan Dan 60
0

13 PERENCANAAN | Persentase Kepemilikan akta kelahiran % Emas L(echeng.uqlukan Dan 99
A encatatan Sipi

14 | PERENCANAAN Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan Dinas Kependudukan Dan "

berdasarkan perjanjian kerjasama

PD

Pencatatan Sipil

1.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

139




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
X D P— X - .
1 5 13.000001 Apara'tur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan Orang Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
kapasitas dan Desa
2 | 2.13.000008 | Buku Register Desa Dokumen | Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
dan Desa
3 2.13.000009 | BUM Desa di Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
dan Desa
4 5 13.000010 Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
perkembangan desa dan kelurahan dan Desa
5 2.13.000012 | Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
dan Desa
6 2.13.000013 | Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat 10
dan Desa
7 2.13.000014 | Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa Dokumen zélla;::amberdayaan Masyarakat 213
3 5 13.000016 Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten/Kota dan Desa
Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat
9 2.13.000017 dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dokumen dan Desa 2
11 2.13.000020 | Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa Dokumen E;T}a;:seamberdayaan Masyarakat 213
12 2.13.000023 | Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa Dokumen (I?::]a;zseamberdayaan Masyarakat 2
13 2.13.000025 | Dokumen pengelolaan keuangan desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2
dan Desa
14 5 13.000027 InformaS| pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
lain dan Desa
Di P M k
15 2.13.000029 | Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak Dokumen d;r;a;eseamberdayaan asyarakat 213
16 2.13.000034 | Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Laporan 3

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
dan Desa
17 5 13.000035 Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1
Tepat Guna dan Desa
Dinas Pemberd M kat
18 2.13.000042 | Laporan penyelenggaraan musyawarah desa Laporan d;r:]age:am erdayaan Masyaraka 639
Di P M k
19 2.13.000043 | lembaga adat di Kabupaten/Kota Lembaga Adat d;r;a;ejamberdayaan asyarakat 16
i M k
21 2.13.000045 Musyawarah Desa Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat 639
dan Desa
2 5 13.000058 Part{S{pas.l masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara Peraturan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan Desa
73 5 13.000059 Pembangynan Desa melalui bantu.an keuangan, bantuan Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
pendampingan, dan bantuan teknis dan Desa
24 5 13.000060 Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan desa adat dan Desa
Perat Di Pemberd Masyarakat
25 2.13.000064 | Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa eraturan Inas Femberdayaan Masy 213
Kepala Desa dan Desa
%6 5 13.000065 Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
Desa dan Desa
inas Pemberd M kat
27 | 2.13.000066 | Peta desa Dokumen | Dinas Pemberdayaan Masyaraka 10
dan Desa
Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga Lembaga Desa
28 2.13.000069 | (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau dan Degsa Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat 7264
yang disebut dengan nama lain dan Desa
Di P M k
29 | 2.13.000071 | SDM anggota BPD Orang inas Pemberdayaan Masyarakat 1397
dan Desa
30 5 13.000073 Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat NA

pemberhentian kepala desa

dan Desa
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
31 2.13.000074 | Tingkat perkembangan desa Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat 213
dan Desa
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % Z;r;a;;eamberdayaan Masyarakat 100
Rata- jumlah kel k bi I k i
5> | PERENCANAAN ata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelompok Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1
(LPM) dan Desa
3 | PERENCANAAN | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kelompok Z;r;a;(l:jamberdayaan Masyarakat 70
4 | PERENCANAAN | Persentase PKK aktif % Dinas Pemberdayaan Masyarakat 100
dan Desa
5 | PERENCANAAN | Persentase Posyandu aktif % Dinas Pemberdayaan Masyarakat 91
dan Desa
6 | PERENCANAAN Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan % Dinas Pemberdayaan Masyarakat 100
masyarakat dan Desa
7 | PERENCANAAN | Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % S;r;a;:seamberdayaan Masyarakat 79
8 | PERENCANAAN | Persentase Desa Kategori Swasembada % Dinas Pemberdayaan Masyarakat 100
dan Desa
9 PERENCANAAN | Presentase Desa Kategori Mandiri % Dinas Pemberdayaan Masyarakat 23,45
dan Desa
10 | PERENCANAAN | Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik % E;r:]a;:seamberdayaan Masyarakat 89,47
11 | PERENCANAAN | Persentase PKK aktif % Dinas Pemberdayaan Masyarakat 100
dan Desa
12 | PERENCANAAN | Jumlah lembaga ekonomi desa yang aktif Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat 106.291

dan Desa
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
13 | PERENCANAAN Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam % Dinas Pemberdayaan Masyarakat 0,99528
pembangunan desa dan Desa
L Dinas Pemberdayaan Masyarakat
14 | PERENCANAAN | Persentase Realisasi Indeks Desa Membangun % dan Desa 77,45
15 | PERENCANAAN | Persentase pengentasan desa tertinggal % Dinas Pemberdayaan Masyarakat 0
dan Desa
16 | PERENCANAAN | Persentase peningkatan status Desa Mandiri % gér;a;:seamberdayaan Masyarakat 37,3
17 | PERENCANAAN | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Dinas Pemberdayaan Masyarakat 0,83
dan Desa
18 | PERENCANAAN | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Indeks Dinas Pemberdayaan Masyarakat 0,71
dan Desa
19 | PERENCANAAN | Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Indeks Dinas Pemberdayaan Masyarakat 0,78
dan Desa
1.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 2.14.000001 | Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria Orang DP3AKB 0
Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Orang /
2 2.14.000002 | Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Sertifiiat DP3AKB NA
Pelayanan KB
3 2.14.000003 | Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK Laporan DP3AKB 1
4 2.14.000013 | Data dan Informasi Keluarga yang tersedia Laporan DP3AKB 2
5 5 14.000014 Data Hasil Pe.mutakf.nran Da.wta Ifeluarga yang dimanfaatkan Laporan DP3AKB 5
stakeholder/instansi/organisasi
6 2.14.000015 | Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan Laporan DP3AKB 2
7 2.14.000017 | Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah Laporan DP3AKB 2
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

3 5 14.000018 D.ata Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan Laporan DP3AKB 5
dilaporkan

9 2.14.000019 | Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dokumen DP3AKB 1

10 5 14.000022 Dokumen Hasil Penyerasn’:?n Ke'buakan dalam Pelaksanaan Program Kegiatan DP3AKB NA
yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)

11 2.14.000024 | Dokumen Pemetaan Kependudukan Dokumen DP3AKB NA

12 5 14.000025 Dokumen Penyusunan Rensana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Kegiatan DP3AKB 39
(Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

13 5 14.000026 Dokumen Profil Keper.1dudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Laporan DP3AKB NA
Keluarga yang telah disusun

15 2.14.000029 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Laporan DP3AKB NA
Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan

16 2.14.000034 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Orang DP3AKB NA
Keluarga/UPPKS)
kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader

17 2.14.000035 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Orang DP3AKB NA
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

18 5 14.000036 kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Orang DP3AKB 217
Pedesaan (IMP)

19 2.14.000037 Kajian Dampak Kependudukan Dokumen DP3AKB NA

20 5 14.000038 Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kampung DP3AKB 181
Kencana)

21 2.14.000040 | Kampung KB yang telah menerima pembinaan Kegiatan DP3AKB NA

29 5 14.000042 Kebijakan Pembangunan Dagrah K.ab/Kota terhadap Program KKBPK Dokumen DP3AKB NA
(Bangga Kencana) yg telah diserasikan

93 5 14.000044 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Kelompok DP3AKB 20

BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
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No

Kode DSSD

Uraian DSSD

Satuan

Produsen data

Nilai

24

2.14.000045

Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling
Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga) yang dibentuk

Kelompok

DP3AKB

NA

25

2.14.000047

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah
sesuai Kearifan Budaya Lokal

Laporan

DP3AKB

26

2.14.000048

Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks
Pembangunan Keluarga)

Laporan

DP3AKB

62.79

27

2.14.000049

Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

Laporan

DP3AKB

24

28

2.14.000050

Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,
Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

Laporan

DP3AKB

12

29

2.14.000051

Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Laporan

DP3AKB

12

30

2.14.000052

Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi
Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Laporan

DP3AKB

12

31

2.14.000053

Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

Laporan

DP3AKB

24

34

2.14.000057

Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu
Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan

Laporan

DP3AKB

NA
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai

35 2.14.000058 Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan Laporan DP3AKB NA
Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan

36 5 14.000061 Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Kegiatan DP3AKB 190

U Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), g

dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana
Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan

37 5 14.000063 Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Oreanisasi DP3AKB NA

- Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi g

Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan
Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

39 2.14.000065 | (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Laporan DP3AKB 10
yang telah dikelola

a1 2 14.000067 orang yang.menglkutl Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Ora'n.g/ DP3AKB 1561
Jangka Panjang (MKJP) Sertifikat

42 5 14.000068 Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Orang DP3AKB NA
Pasca Keguguran

43 5 14.000069 Orang yang telah menerlma Advokasi, dan Promosi Indeks Laporan DP3AKB NA
Pembangunan Keluarga (iBangga)

44 5 14.000070 Qrang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga Laporan DP3AKB NA
(iBangga)

45 5 14.000071 orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta Ora.n.g/ DP3AKB NA
KB Sertifikat
Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana

46 2.14.000072 | (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Laporan DP3AKB 54

kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi

47 2.14.000073 | Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan Organisasi DP3AKB NA
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program Sertifikat /

2.14. 77 DP3AKB NA

>0 0000 KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Kegiatan 3
Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program .

>l 2.14.000078 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Organisasi DP3AKB NA

52 2.14.000081 | Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan Dokumen DP3AKB

53 5 14.000086 PeIa'ksanaan Pendldlkarl Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan DP3AKB NA
Kegiatan Masyarakat Binaan

54 5 14.000087 Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Kegiatan DP3AKB NA
Nonformal
Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

57 2.14.000091 | PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah Kegiatan DP3AKB NA
menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis

58 5 14.000094 Pengt.Ja‘tan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Kegiatan DP3AKB NA
Pendidikan Formal

59 5 14.000095 Pengga‘tan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Kegiatan DP3AKB NA
Pendidikan Nonformal

60 2.14.000100 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Laporan DP3AKB 12

61 5 14.000104 Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan Sertifikat DP3AKB 12
dan pengawasan pencatatan

62 5 14.000105 Prom05|'dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Laporan DP3AKB 6
Elektronik serta Media Luar Ruang

63 5 14.000107 Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah Kegiatan DP3AKB NA

dilaksanakan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
. Laporan /
64 2.14.000108 | Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk Dokumen DP3AKB 67
65 2.14.000109 | Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan Dokumen DP3AKB NA
66 2.14.000110 | Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia Laporan DP3AKB NA
67 2.14.000112 | Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan Kegiatan DP3AKB NA
Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan
68 2.14.000113 | Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Kegiatan DP3AKB NA
Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
70 2 14.000117 Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompeten.5| Tenaga Ora'n.g/ DP3AKB NA
Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Sertifikat
Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
71 2.14.000118 (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Unit DP3AKB 10
Keluarga/UPPKS)
72 2.14.000119 | Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia Unit DP3AKB 14
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN Persentase Perangkat Daerah.(Dmas/Badan) yang berperan aktif dalam % DP3AKB 73.33
pembangunan Daerah melalui Kampung KB
5> | PERENCANAAN Persentase Perangkat Daerah (Dlnas/Badan). yang menyusun dan % DP3AKB 73,33
memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
3 | PERENCANAAN Jumlah kebijakan (Peraturan I?aerah/Pferaturan Kep.ala Daerah) yang Perda/Perkada DP3AKB 0
mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil
4 | PERENCANAAN | (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan Sektor DP3AKB 45
pelaksanaan program pembangunan
5 | PERENCANAAN {umlah kerjasama penyelengga‘ra'an pendidikan formal, non formal, dan Kerjasama DP3AKB )
informal yang melakukan pendidikan kependudukan
6 | PERENCANAAN | Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak DP3AKB 1,89
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
7 | PERENCANAAN | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Angka DP3AKB 73,94
8 | PERENCANAAN | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % DP3AKB 0,08
9 | PERENCANAAN | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % DP3AKB 6,63
10 | PERENCANAAN | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIJP) % DP3AKB 25,42
11 | PERENCANAAN | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % DP3AKB 73,94
12 | PERENCANAAN | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % DP3AKB 100
13 | PERENCANAAN | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB % DP3AKB 89,75
14 | PERENCANAAN | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB % DP3AKB 88,47
15 | PERENCANAAN E:Z(;r:;i: Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap % DP3AKB 100
16 | PERENCANAAN Cakupan RemaJ'a dalam Pusat Informasi Dan Konseling % DP3AKB 100
Remaja/Mahasiswa
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk
17 | PERENCANAAN | perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang % DP3AKB 100
pengendalian penduduk
18 | PERENCANAAN Ezzgc;lszuriiz:embantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Rasio DP3AKB 100,46
19 | PERENCANAAN Cakupan kgtersefjlaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk % DP3AKB 100
memenuhi permintaan masyarakat
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang
20 | PERENCANAAN | bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai % DP3AKB 100
dengan standarisasi pelayanan
21 | PERENCANAAN | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa % DP3AKB 100
29 | PERENCANAAN Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga % DP3AKB 60,1

melalui 8 fungsi keluarga
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

23 | PERENCANAAN Cakupan keluarga yang mempunyai balita .dan anak yang memahami % DP3AKB 60,1
dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana

24 | PERENCANAAN 9 DP3AKB 4
dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes % 3 0,5

25 | PERENCANAAN | Total Fertility Rate (TFR) Angka DP3AKB 1,89

26 | PERENCANAAN | Laju Pertumbuhan Penduduk % DP3AKB NA

1.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

1 2.15.000000 | pokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum Dokumen Dinas Perhubungan 718

2.15.000003 | Alat pemberiisyarat lalu lintas Unit Dinas Perhubungan 35
2.15.000004 | Alat pengawasan dan pengamanan jalan Unit Dinas Perhubungan 10

4 2.15.000005 Alat px'angawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan ' Dinas Perhubungan 256
terpelihara Unit

5 2.15.000006 | p|at pengendali dan pengaman pengguna jalan Unit Dinas Perhubungan 16

6 5 15.000007 Alat p(.engendall dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan . Dinas Perhubungan 256
terpelihara Unit

7 2.15.000008 Alat u!'i Kgndaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan . Dinas Perhubungan 10
akreditasi Unit

3 2.15.000009 Alat uy Kgndaraan Wajib Uji Bt.e‘rkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan . Dinas Perhubungan 10
akreditasi dan personel penguji yang andal Unit

2 2.15.000010 | Analisis dampak lalu lintas Dokumen Dinas Perhubungan 1

150




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

10 2.15.000011 | Analisis mengenai dampak lingkungan Dokumen Dinas Perhubungan

11 2.15.000018 | g, ku kerja rancang bangun Dokumen Dinas Perhubungan 1

12 2 15.000040 Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Dinas Perhubungan 1
Kota Kabupaten/Kota Dokumen

14 2.15.000064 | pata fasilitas penunjang Unit Dinas Perhubungan 3

15 | 2.15.000067 | pata Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C Dokumen Dinas Perhubungan 2

16 | 2.15.000068 | pata Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara Dokumen Dinas Perhubungan 1

17 | 2.15.000071 | pata Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C Dokumen Dinas Perhubungan 1

18 | 2.15.000072 | pata Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara Dokumen Dinas Perhubungan 1

19 2.15.000073 | pata frekuensi/lalu lintas Kali Dinas Perhubungan 3

20 2.15.000074 | pata inspeksi Terminal Dokumen Dinas Perhubungan 1

21 2.15.000075 | Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perhubungan 1

22 215.000077 Data Izin Penyelenggaraan da.n Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Dinas Perhubungan 1
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Dokumen

23 | 2.15.000078 | pata jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota Unit Dinas Perhubungan

24 | 2.15.000079 | pata jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan Unit Dinas Perhubungan 3

25 | 2.15.000080 | pata Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perhubungan 1

26 | 2.15.000082 | pata kapasitas, frekuensi, dan headway Kali Dinas Perhubungan 3

27 2 15.000085 Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Dinas Perhubungan 1
Daerah Kabupaten/Kota Dokumen

28 2.15.000086 | Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan Dokumen Dinas Perhubungan 1
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

29 | 2.15.000087 | pata kendaraan Waijib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Dokumen Dinas Perhubungan 1

30 7 15.000094 Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Dinas Perhubungan 1
Kabupaten/Kota Dokumen

31 | 2.15.000111 | pata nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan Laporan Dinas Perhubungan 1

32 | 2.15.000114 | pata pelaksanaan sosialisasi pada media cetak Dokumen Dinas Perhubungan 1

33 | 2.15.000115 | pata pelaksanaan sosialisasi media elektronik Dokumen Dinas Perhubungan 1

34 | 2.15.000116 | pata pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Dokumen Dinas Perhubungan 1

35 2.15.000117 | pata pelayanan angkutan barang Unit Dinas Perhubungan 7

36 2.15.000118 Data pelayanan angkutan orang Unit Dinas Perhubungan 7

37 | 2.15.000120 | pata pemberian kemudahan bagi penyandang cacat Dokumen Dinas Perhubungan 1

38 | 2.15.000121 | pata pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki Dokumen Dinas Perhubungan 1

39 2.15.000124 | Data penetapan jalur kereta api khusus Dokumen Dinas Perhubungan 13

40 2 15.000125 Data. penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau Dinas Perhubungan 1
persimpangan Dokumen

a1 2 15.000126 Data penetapa?n lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang Dinas Perhubungan 1
dan/atau persimpangan Dokumen

42 5 15.000127 Data. penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau Dinas Perhubungan 1
persimpangan Dokumen

43 2 15.000128 !Data Pene.tapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau Dinas Perhubungan 1
jalur atau jalan khusus Dokumen

44 | 2.15.000130 | pata pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan Dokumen Dinas Perhubungan 1

45 2.15.000131 | pata pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan Dokumen Dinas Perhubungan 1

46 2.15.000142 | pata Perlengkapan Jalan Dokumen Dinas Perhubungan 0
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

47 2 15.000143 Qata Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Dinas Perhubungan 1
Lintas Dokumen

48 2.15.000144 | Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dokumen Dinas Perhubungan 1

49 2.15.000148 | Data persetujuan prinsip pembangunan Dokumen Dinas Perhubungan 1

50 2 15.000149 Data Personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Dinas Perhubungan 1
kapasitasnya Dokumen

51 2.15.000151 | Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perhubungan 1

52 2 15.000153 Daté praklra‘an perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan Dinas Perhubungan 1
perjalanan lingkup Kabupaten/Kota Dokumen

53 2.15.000156 | Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perhubungan 1

54 | 2.15.000158 | pata Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perhubungan 1

55 | 2.15.000160 | pata rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi Unit Dinas Perhubungan 13

56 | 2.15.000162 | pata rencana kebutuhan sumber daya manusia Orang Dinas Perhubungan 1

57 | 2.15.000163 | pata Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota Dokumen Dinas Perhubungan 1

53 2 15.000165 Data Rencana Umum Jérlngan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Dinas Perhubungan 1
Kabupaten/Kota eksisting Dokumen

59 2 15.000166 Data Rencana Umum mengan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Dinas Perhubungan 1
Kabupaten/Kota eksisting Dokumen

60 2.15.000168 | pata Ruang Lalu Lintas Dokumen Dinas Perhubungan 1

61 | 2.15.000172 | pata Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C Dokumen Dinas Perhubungan 4

62 2.15.000173 | pata Terminal Dokumen Dinas Perhubungan 4

63 | 2.15.000176 | pata Terminal Penumpang Tipe C Dokumen Dinas Perhubungan

64 2.15.000177 | pata Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara Dokumen Dinas Perhubungan 4

65 2.15.000178 | pata UPPKB Dokumen Dinas Perhubungan 1
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
66 7 15.000189 'Izsg:glcia:tam pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Laporan Dinas Perhubungan 3
67 | 215000182 | e o alam yang trehabites don terpeliars. | unit Dinas Perhubungan ;
68 | 2.15.000193 | pajlitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat Unit Dinas Perhubungan 1
69 | 2.15.000196 | njsil kajian Rencana Induk Pelabuhan. Dokumen Dinas Perhubungan

70 | 2.15.000201 | geputuhan angkutan (demanci); Dokumen Dinas Perhubungan 0
71 2.15.000211 | Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Unit Dinas Perhubungan 0
72 | 2.15.000221 | potensj perekonomian daerah Dokumen Dinas Perhubungan

73 2.15.000224 | Rambu Lalu Lintas Unit Dinas Perhubungan 0
74 | 2.15.000225 | pamby Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara Unit Dinas Perhubungan 0
75 | 2.15.000247 | pata inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas Dokumen Dinas Perhubungan 0
76 | 2.15.000248 | pata inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang Dokumen Dinas Perhubungan 0
7 2.15.000253 Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas Dokumen Dinas Perhubungan 0
78 2 15.000256 gD:::k;;ir}:;chii:ar:ncana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan Cokumen Dinas Perhubungan 0
79 2 15.000259 2:E:gl?:ta5| pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Laporan Dinas Perhubungan 3
80 | 2.15.000260 | persetujuan Teknis Hasil Andalalin Dokumen Dinas Perhubungan 3
81 | 2.15.000261 | spm dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas Orang Dinas Perhubungan 3
82 | 2.15.000264 | pata Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS Dokumen Dinas Perhubungan 1
83 | 2.15.000265 | pata Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS Dokumen Dinas Perhubungan 1
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
84 | 2.15.000268 | pata Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan Unit Dinas Perhubungan 0
85 2.15.000272 | Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum Dokumen Dinas Perhubungan 0
36 2 15.000275 Data Kebijakan Pe!'\et.apan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan 0
Kewenangan Provinsi Dokumen

87 | 2.15.000277 | penetapan Tipe dan Kelas Terminal Dokumen Dinas Perhubungan

88 2.15.000278 | pokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan Dokumen Dinas Perhubungan 0
89 2.15.000281 | pata pelayanan angkutan orang Laporan Dinas Perhubungan 0
90 | 2.15.000289 | Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Unit Dinas Perhubungan 1
91 | 2.15.000304 | jymlah kejadian kecelakaan diperlintasan Kejadian Dinas Perhubungan 0
92 | 2.15.000306 | peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal Orang Dinas Perhubungan 1
93 | 2.15.000313 | jymlah perlintasan sebidang Lokasi Dinas Perhubungan 0
94 | 2.15.000320 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen Dinas Perhubungan 0
95 | 2.15.000321 | penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen Dinas Perhubungan 0
96 2 15.000322 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Dinas Perhubungan 0

Bermotor Laporan

97 2.15.000407 ::it:z:;rPenetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Cokumen Dinas Perhubungan 1
%8 2.15.000408 Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor Dokumen Dinas Perhubungan 3538
9 2.15.000405 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Dokumen Dinas Perhubungan 3538
100 | 2.15.000411 Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan Unit Dinas Perhubungan /
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
101 2.15.000412 Di Perhub 7
Alat Pendeteksi Kereta Api Unit inas Ferhubtingan
102 | 2.15.000413 . ) Dinas Perhubungan 7
Panic Button/ Emergency Lamp Unit
103 | 2.15.000414 , Dinas Perhubungan 7
Pos Jaga Unit
104 | 2.15.000415 Di Perhub 70
Penjaga Perlintasan Kereta Api Orang ihas Ferhubungan
105 | 2.15.000416 . ) Dinas Perhubungan 15
Rambu Peringatan Unit
106 | 2.15.000417 ) Dinas Perhubungan 15
Rambu Larangan Unit
107 2.15.000419 Di Perhub 2
Pita Penggaduh Meter ihas Ferhubungan
108 | 2.15.000421 Di Perhub 70
Penjaga Perlintasan Kereta Api Orang ias Ferhubungan
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
Jumlah .
1 | PERENCANAAN | Jumlah arus penumpang angkutan umum Dinas Perhubungan 268,163
Penumpang
2 | PERENCANAAN | Jumlah ijin trayek ljin Dinas Perhubungan 15
3 | PERENCANAAN | Jumlah uji kir angkutan umum Unit Dinas Perhubungan 850
4 | PERENCANAAN | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Unit Dinas Perhubungan 2
5 | PERENCANAAN | Persentase layanan angkutan darat % Dinas Perhubungan 68
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

6 | PERENCANAAN | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % Dinas Perhubungan 63,64

7 | PERENCANAAN | Persentase Pemasangan Rambu-rambu % Dinas Perhubungan 75,47

8 | PERENCANAAN | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio Dinas Perhubungan 0.0019

9 | PERENCANAAN | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Orang/barang Dinas Perhubungan 154,081/NA
10 | PERENCANAAN | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Orang/ barang Dinas Perhubungan 268.163
11 | PERENCANAAN | Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kejadian Dinas Perhubungan 895

12 | PERENCANAAN | Jumlah penumpang angkutan darat Orang Dinas Perhubungan 131.789
13 | PERENCANAAN | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota Rasio Dinas Perhubungan 0,42

14 | PERENCANAAN | Rasio Kecelakaan lalu lintas Terhadap jumlah kendaraan Perbandingan Dinas Perhubungan 895 :399.876
1.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

1 2.16.000067 | Nama Domain Pemerintah Daerah Domain Dinas qumfo Satatistik dan 2

Persandian
2 2.16.000068 | Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Dinas Kominfo Satatistik dan 171
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Persandian
Di Kominfi tatistik
3 2.16.000069 Nama Domain Pemerintah Desa Domain nas gmln 0 Satatistik dan 213
Persandian
4 2 16.000070 Rancangan Ifebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur Dinas Kominfo Satatistik dan 1
SPBE Pemerintah Daerah Persandian
5 2 16.000071 Rancar)gan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Dinas Kominfo Satatistik dan .
Pemerintah Daerah Persandian
6 2.16.000072 | Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Dinas qulnfo Satatistik dan 1
Persandian
7 2.16.000073 Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Dinas qumfo Satatistik dan 1
Persandian
8 2.16.000074 | Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo Dinas qumfo Satatistik dan 18
Persandian
Di Kominf istik
9 2.16.000075 | Data dan informasi dibagipakaikan Data nas qmln 0 Satatistik dan 10
Persandian
10 2 16.000076 Apll‘ka5| SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Aplikasi Dinas Ko.minfo Satatistik dan 0
Nasional Persandian
11 5 16.000077 Pus§t Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Unit Dinas qumfo Satatistik dan 1
Nasional Persandian
Di . —
12 2.16.000078 | Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Unit nas qulnfo Satatistik dan 1
Persandian
13 2.16.000079 | Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Unit Dinas qumfo Satatistik dan 1
Persandian
14 2.16.000080 | Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah Unit Dinas qumfo Satatistik dan 1
Persandian
15 2.16.000081 | Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah Unit Dinas qumfo Satatistik dan 1
Persandian
Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Perangkat Dinas Kominfo Satatistik dan
16 | 2.16.000083 . . . 50
Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Daerah Persandian
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
17 5 16.000085 Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Perangkat Dinas Kominfo Satatistik dan 4
Pemerintah Daerah Daerah Persandian
18 5 16.000086 Aplikasi SPBE Pemerintah Da_erah yang terhubung dengan Sistem Aplikasi Dinas Kominfo Satatistik dan 10
Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Persandian
19 | 2.16.000087 Sistem Pgnghubung Layanan Pemerintah Da.erah yang terhubung Aplikasi Dinas Kominfo Satatistik dan 5
dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Persandian
Dinas Kominf istik
20 2.16.000088 | Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda nas qmln 0 Satatistik dan 490
Persandian
21 2.16.000089 | Perangkat Daerah yang memiliki akses internet Perangkat Dinas qulnfo Satatistik dan 46
Daerah Persandian
22 2 16.000090 Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Perangkat Dinas Kominfo Satatistik dan 46
oleh Dinas Daerah Persandian
53 5 16.000091 Area‘publlk yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Titik Dinas Ko.mlnfo Satatistik dan 5
Kominfo Persandian
Aplikasi kh i ik k leh intah i i isti
24 2 16.000092 plikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerinta Aplikasi Dinas KC'.mmfo Satatistik dan -
daerah Persandian
25 2.16.000093 | Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo Aplikasi Dinas qumfo Satatistik dan 0
Persandian
26 2.16.000094 | Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan Aplikasi Dinas qulnfo Satatistik dan 5
Persandian
Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah
27 2.16.000095 | Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Layanan Dinas Kominfo Satatistik dan 0
Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Persandian
)8 2 16.000096 L:?\yanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang Layanan Dinas Kominfo Satatistik dan 10
diselenggarakan pemda Persandian
29 2.16.000097 | Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda Layanan Egs:anoi;nr:nfo Satatistik dan 4
30 | 2.16.000098 | SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda Surat Dinas Kominfo Satatistik dan 1
Keputusan Persandian
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
31 2.16.000099 | Server yang dikelola pemerintah daerah Unit Dinas qumfo Satatistik dan 18
Persandian
32 2.16.000100 | Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah Persentase Dinas qumfo Satatistik dan 40
Persandian
33 2 16.000101 Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah Unit Dinas qumfo Satatistik dan 1
daerah Persandian
Dinas Korminf tik
34 2.16.000102 | Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah Unit nas qmln 0 Satatistik dan 1
Persandian
35 2.16.000103 | Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Unit Dinas qumfo Satatistik dan 1
Persandian
36 2.16.000104 | Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah Unit E;r:s:anc:?r:nfo Satatistik dan 10000
37 2.16.000105 | Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE Dokumen Dinas qumfo Satatistik dan 13
Persandian
Dinas Kominf istik
38 2.16.000106 | Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Dokumen nas qmln 0 Satatistik dan 1
Persandian
39 2 16.000107 SDM Pemd.a y‘an‘g memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi Orang Dinas quinfo Satatistik dan 46
kompetensi di bidang TIK Persandian
40 7.16.000108 Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Dinas Kominfo Satatistik dan 5
Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Persandian
a1 5 16.000109 Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Inovasi Dinas Kominfo Satatistik dan 14
Cerdas .
Persandian
Dinas Korminf tik
42 2.16.000110 | Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE Orang nas qmln 0 Satatistik dan 100
Persandian
43 2.16.000111 | Audit TIK internal Dokumen Dinas qumfo Satatistik dan 1
Persandian
44 | 2.16.000112 | Audit TIK eksternal Dokumen | Dinas Kominfo Satatistik dan N/A

Persandian
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
45 2 16.000113 !(halayak'sasaran yang terpapa‘r informasi terkait peraturan bidang Orang Dinas Kominfo Satatistik dan 120
informasi dan komunikasi publik Persandian

Dinas Kominf istik

46 2.16.000114 | Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Aduan nas qmln 0 Satatistik dan 43
Persandian
Di . —

47 2.16.000115 | Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR Aduan nas qumfo Satatistik dan 25
Persandian

48 5 16.000116 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola Kanal Dinas Kominfo Satatistik dan 1

pemerintah daerah Persandian

Dinas Kominf istik

49 2.16.000117 | Frekuensilaporan Isu publik yang dipantau Laporan nas qmln 0 Satatistik dan 0
Persandian

50 2.16.000120 | Strategi Komunikasi Publik yang disusun Dokumen Dinas qumfo Satatistik dan N/A
Persandian

51 | 2.16.000121 | Komunikasi krisis yang telah dikelola laporan | Dinas Kominfo Satatistik dan 1
Persandian

52 2.16.000122 | Prosedur penanganan komunikasi krisis SOP Dinas qumfo Satatistik dan 0
Persandian
Dinas Kominf istik

53 | 2.16.000124 | Konten Foto Konten Digital | Dinas Kominfo Satatistik dan 125
Persandian

54 2.16.000125 Konten Teks Konten Dinas qumfo Satatistik dan 50
Persandian

55 | 2.16.000126 | Konten Grafis Konten Dinas Kominfo Satatistik dan 36
Persandian

56 | 2.16.000127 | Konten Audio Video Konten Dinas Kominfo Satatistik dan 35
Persandian

57 | 2.16.000128 | Konten Audio Konten | Dinas Kominfo Satatistik dan 47
Persandian

58 2.16.000129 | Konten digital yang menggunakan bahasa setempat Konten Dinas qumfo Satatistik dan 5
Persandian

59 2.16.000130 Pertemuan tatap muka Kegiatan Dinas Kominfo Satatistik dan 8

Persandian
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

60 | 2.16.000131 | Diseminasi melalui Media Berbayar Kegiatan | Dinas Kominfo Satatistik dan 57
Persandian
Dinas Kominf istik

61 2.16.000132 | Diseminasi melalui Earned Media Kegiatan nas qmln 0 Satatistik dan N/A
Persandian
Di - —

62 2.16.000133 | Diseminasi melalui shared media Kegiatan nas Ko.mlnfo Satatistik dan N/A
Persandian

63 2.16.000134 | Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kegiatan Dinas qumfo Satatistik dan 9
Persandian

64 2.16.000135 | Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal Orang FI?;r:s:anoi;nr:nfo Satatistik dan 598621.32
Dinas Kominf istik

65 | 2.16.000136 | Media cetak yang dikelola Pemda Media inas Kominfo Satatistik dan 1
Persandian
Dinas Kominf istik

66 2.16.000138 | Saluran TV yang dikelola pemda Saluran nas qmln 0 Satatistik dan 0
Persandian

67 | 2.16.000140 | Radio milik Pemerintah Daerah Radio Dinas Kominfo Satatistik dan 1
Persandian

68 | 2.16.000142 | Media Online yang dikelola oleh Pemda Media Dinas Kominfo Satatistik dan 0
Persandian
Dinas Kominfo Satatistik

69 2.16.000143 | Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda nas qmln 0 Satatistik dan 8
Persandian
Di . —

70 2.16.000144 | Siaran pers yang dibuat Siaran Pers nas qulnfo Satatistik dan N/A
Persandian

71 2.16.000145 | Siaran pers yang dimuat di media Siaran Pers Dinas qumfo Satatistik dan 50
Persandian

72 2.16.000146 | Komunitas Informasi Masyarakat Komunitas Dinas qumfo Satatistik dan 1
Persandian

73 2 16.000148 Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan Permohonan Dinas Kominfo Satatistik dan 9

perundangan Persandian
74 2.16.000149 | Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Informasi Dinas Kominfo Satatistik dan 29

Persandian
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
75 2.16.000150 | Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Informasi E;r:s:anc?;nr:nfo Satatistik dan 12
76 2.16.000151 | Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Informasi Dinas qumfo Satatistik dan 4
Persandian
77 2.16.000152 | SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik Orang E;r::\:anoi;r:]mfo Satatistik dan 2
78 5 16.000153 S M. Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Orang inas qulnfo Satatistik dan 5
Publik Persandian
79 2 16.000154 Laporan I.Du.kungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Laporan Dinas Kominfo Satatistik dan 0
Informasi di Daerah Persandian
80 2.16.000155 Pengaturan relasi media Perda/Perkada Dinas Kgmmfo Satatistik dan 50
Persandian
31 5 16.000158 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Perangkat Dinas Kominfo Satatistik dan 0
Kabupaten/Kota Cerdas Daerah Persandian
82 2.16.000160 | Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah Media E;r:s:an?;nr:nfo Satatistik dan 30
Dinas Kominf istik
83 2.16.000161 | Jumlah Menara Telekomunikasi Unit nas qmln 0 Satatistik dan N/A
Persandian
84 2.16.000162 | Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot Titik Dinas qulnfo Satatistik dan 69
Persandian
NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi % Dinas qumfo Satatistik dan 100
Masyarakat di Tingkat Kecamatan Persandian
Dinas Kominf istik
2 | PERENCANAAN | Cakupan Layanan Telekomunikasi % nas qmln 0 Satatistik dan 87
Persandian
3 | PERENCANAAN | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % Dinas qulnfo Satatistik dan 78,9
Persandian
4 | PERENCANAAN | Proporsi rumah tangga dengan akses internet % Dinas Kominfo Satatistik dan 69,88

Persandian
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
5 | PERENCANAAN | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi % Dinas qumfo Satatistik dan 11
Persandian
Di Kominfi tatistik
6 | PERENCANAAN | Persentase aplikasi e-Government yang terintegrasi % nas gmln 0 Satatistik dan NA
Persandian
7 | PERENCANAAN | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/Standar Kepuasan Masyarakat) Indeks E;r::asanc:?r:nfo Satatistik dan NA
8 | PERENCANAAN | Persentase KIM yang mengaplikasikan TIK dalam aktivitasnya % Eér:sasanc?;nr:nfo Satatistik dan NA
9 | PERENCANAAN F’ersentase orgz?nlse.m Perangkajc Daerah .yang terhubung dengan akses % Dinas qumfo Satatistik dan 100
internet yang disediakan oleh dinas kominfo Persandian
10 | PERENCANAAN Per'sentaseilayanan publik yang diselenggarakan secara online dan % Dinas qumfo Satatistik dan 100
terintegrasi Persandian
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi . . .
11 | PERENCANAAN | publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah, dan % Dinas qumfo Satatistik dan 100
. Persandian
pemerintah daerah kabupaten/kota
1.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 2.17.000001 Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC.IL, 1
Daerah Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
4 2.17.000004 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 1
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
> 2.17.000006 Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 1
6 2.17.000007 Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 1
dalam Daerah Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
7 2.17.000008 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja >86
3 2.17.000010 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 536
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
9 2.17.000014 Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja >86
10 2.17.000015 Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 0
KUKM dan masyarakat MENENGAH Dan Tenaga Kerja
11 2.17.000016 Koperas.i \fang Diberilfan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC.IL, 536
kemandirian koperasi MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
12 2.17.000021 Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja
13 2.17.000022 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC.IL, 536
Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
14 2.17. 2 i h ’ ’
000023 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja >86
15 2.17.000024 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC.IL, 536
Kewenangan Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
16 2.17.000025 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 536
Kewenangan Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
17 2.17.000026 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 536

Kewenangan Kabupaten/Kota

MENENGAH Dan Tenaga Kerja

165




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
18 2.17.000027 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC.IL, 536
Kewenangan Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
19 2.17.000028 Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 1
21 2.17.000030 Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC'IL, 1
dalam Daerah Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
22 2.17.000031 Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 1
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
23 2.17.000032 Unit Usah ’ ’ 1
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota nit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
24 2.17.000033 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Orang MENENGAH Dan Tenaga Kerja 200
25 2.17.000034 SDM yang telah mglakukan Koordinasi dan Sinkronisasi _dengan Para Orang Dinas KOPERASI, USAHA KEC'IL, 200
Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro MENENGAH Dan Tenaga Kerja
26 2.17.000035 Unit Usahg Mikro yang Me‘njadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC'IL, 50
serta Desain dan Teknologi MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
27 2.17.000036 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja >0
28 2.17.000037 Unit psaha Mikro yar.1g Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC.IL, 50
Desain dan Teknologi MENENGAH Dan Tenaga Kerja
29 2.17.000038 Unit Usa.ha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC.IL, 50
Produksi dan Pengolahan MENENGAH Dan Tenaga Kerja
30 2.17.000039 Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 50
Pengolahan MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
31 2.17.000042 Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 277
32 | 2.17.000045 Unit Usaha | Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 277

Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan

MENENGAH Dan Tenaga Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
3 2.17.000046 Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 277
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
34 2.17.000047 Unit Usaha Yang memiliki akses pasar Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
2.17. 1 i ! ’ 1
37 7.00005 Unit Usaha Yang produktif Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 618
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
38 2.17.000052 Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 1410
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
39 2.17.000053 Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 241
40 2.17.000054 Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KECIL, 241
Terhadap Usaha Mikro MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
4l 2.17.000055 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Unit Usaha MENENGAH Dan Tenaga Kerja 1563
42 2.17.000056 Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Unit Usaha Dinas KOPERASI, USAHA KEC'IL, 0
dalam Daerah Kabupaten/Kota MENENGAH Dan Tenaga Kerja
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
. . 0, ’ 4
1 | PERENCANAAN | Persentase Usaha Mikro dan Kecil % MENENGAH Dan Tenaga Kerja 100
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
. . 0, 7 4
2 | PERENCANAAN | Persentase koperasi aktif % MENENGAH Dan Tenaga Kerja 94,7
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
. .o . 0, ’ )
3 | PERENCANAAN | Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi % MENENGAH Dan Tenaga Kerja
. . - . . Dinas KOPERASI, USAHA KECIL,
4 | PERENCANAAN | Jumlah Usaha mikro yang mengalami perubahan status menjadi kecil Usaha Mikro MENENGAH Dan Tenaga Kerja 0
5 | PERENCANAAN | Jumlah usaha mikro dan kecil Usaha Mikro | Dinas KOPERASI, USAHAKECIL, 70000

MENENGAH Dan Tenaga Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
. . . 0, ’ 4
6 | PERENCANAAN | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas % MENENGAH Dan Tenaga Kerja 2,55
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
. . . . 0, 7 4
7 | PERENCANAAN | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha % MENENGAH Dan Tenaga Kerja 88,13
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
PERENCANAAN | Jumlah h ik lami kenaik t M ’ ’
8 umlah Usaha mikro mengalami kenaikan omse U MENENGAH Dan Tenaga Kerja
Dinas KOPERASI, USAHA KECIL
H [ ’ 7
9 | PERENCANAAN | Presentase UKM yang meningkat omsetnya % MENENGAH Dan Tenaga Kerja 7,2
1.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 2.18.000001 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan DPMPTSP N.A
penanaman modal. Orang
2 2.18.000002 | Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. Orang DPMPTSP 45
3 2.18.000004 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Dokumen DPMPTSP 7091
4 2.18.000005 | |nformasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. Dokumen DPMPTSP 2007
5 2.18.000006 Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Dokumen DPMPTSP 7091
6 2.18.000007 | pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan. Orang DPMPTSP 120
7 2.18.000010 Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu DPMPTSP 105
Perizinan; Orang
3 2.18.000013 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem DPMPTSP 7361
secara Elektronik; Orang
9 2.18.000014 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan DPMPTSP 2007
berbasis Elektronik. Orang
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

10 2.18.000016 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis DPMPTSP 7361
Elektronik; Orang

11 2.18.000017 DPMPTSP 7361
Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; Orang

12 2.18.000018 Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman DPMPTSP NA
Modal Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen

13 2.18.000021 DPMPTSP N.A
Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. Dokumen

14 2.18.000026 | Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif DPMPTSP NA
Penanaman modal di daerah; Dokumen

15 2.18.000027 Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha DPMPTSP NA
Penanaman modal di daerah. Dokumen

16 2.18.000028 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Dokumen DPMPTSP 1

17 2.18.000032 | ypit Usaha yang dilakukan pengawasan. Unit Usaha DPMPTSP 78

18 2.18.000034 | ypit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. Unit Usaha DPMPTSP 450

19 2.18.000036 | ynit Usaha yang memperoleh insentif di daerah; Unit Usaha DPMPTSP N.A

20 2.18.000037 | ynit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah. Unit Usaha DPMPTSP 909

21 2.18.000038 DPMPTSP 431
Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. | Unit Usaha

22 2.18.000040 | ynit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; Unit Usaha DPMPTSP 909

23 2.18.000043 Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) DPMPTSP N.A
dengan UMKM di daerah Dokumen

24 2.18.000045 | pokumen promosi penanaman modal Dokumen DPMPTSP

NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 | PERENCANAAN | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp DPMPTSP 150.000.
2 | PERENCANAAN DPMPTSP 0
3 | PERENCANAAN | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) % DPMPTSP NA
4 | PERENCANAAN | Jumlah investasi (PMA/PMDN) Rp DPMPTSP NA
5 | PERENCANAAN | Jumlah Investor (PMA/PMDN) Orang DPMPTSP NA
6 | PERENCANAAN | Rasio daya serap tenaga kerja Rasio DPMPTSP NA
7 | PERENCANAAN | Rata-Rata Lama Waktu Proses Perizinan Hari DPMPTSP 3

p — - K : ional P
3 | PERENCANAAN (Se(;;(;ntase izin yang diterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur % DPMPTSP NA

1.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 2.19.000064 Pemuda Kader Orang Disparyapora 83.066
2 2.19.000065 | Pemuda Pelopor Orang Disparyapora 6
3 2.19.000067 Pemuda wirausaha muda pemula Orang Disparyapora 5450
4 2.19.000068 | Pemuda Berprestasi Orang Disparyapora 7
5 2.19.000069 Organisasi Kepemudaan Organisasi Disparyapora 34
6 2.19.000070 | sarana dan prasarana kepemudaan Unit Disparyapora NA
7 2.19.000071 | organisasi kepemudaan berprestasi Organisasi Disparyapora 11
8 2.19.000072 | sentra kewirausahaan pemuda Sentra Disparyapora NA
9 2.19.000073 | atlet/olahragawan talenta muda Orang Disparyapora 2
10 | 2.19.000075 | atlet/olahragawan disabilitas Orang Disparyapora 24
11 2.19.000076 kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat Kegiatan Disparyapora )

menengah
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
12 | 2.19.000078 | kompetisi/kejuaraan single event Disparyapora 82
13 2.19.000081 | pelatih olahraga yang bersertifikat Orang Disparyapora 70
14 2.19.000082 | Organisasi Olahraga Lembaga Disparyapora 44
15 2.19.000083 | wasit Orang Disparyapora 2
16 2.19.000084 | Sentra pembinaan Olahraga Lembaga Disparyapora NA
17 2.19.000085 | Sarana Olahraga Unit Disparyapora 134
18 2.19.000086 | Prasarana Olahraga Unit Disparyapora 134
19 | 2.19.000087 | Sarana Olahraga Disabilitas Unit Disparyapora NA
20 | 2.19.000088 | prasarana olahraga disabilitas Unit Disparyapora NA
21 2.19.000089 | organisasi kepramukaan Organisasi Disparyapora 1670
22 2.19.000090 | tenaga pendidik pramuka Orang Disparyapora 2250
23 | 2.19.000091 | kegiatan pramuka Orang Disparyapora NA
NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 PERENCANAAN | Persentase organisasi pemuda yang aktif % Disparyapora 27,29
2 PERENCANAAN | Persentase wirausaha muda % Disparyapora 1,46
3 | PERENCANAAN | Cakupan pembinaan olahraga % Disparyapora 100
4 | PERENCANAAN | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi % Disparyapora 179
5 PERENCANAAN | Cakupan pembinaan atlet muda % Disparyapora 81
6 | PERENCANAAN | Jumlah atlet berprestasi Atlet Disparyapora 606
7 | PERENCANAAN | Jumlah prestasi olahraga Prestasi Disparyapora 93
8 | PERENCANAAN | Jumlah Pemuda pelopor/berprestasi Orang Disparyapora 5
9 | PERENCANAAN | Persentase Gelanggang / balai remaja Per 1.000 Penduduk % Disparyapora 282
10 | PERENCANAAN | Persentase Lapangan Olahraga Per Jumlah penduduk % Disparyapora 5
11 | PERENCANAAN | Jumlah prestasi olahraga dalam satu tahun Prestasi Disparyapora 93
12 | PERENCANAAN | Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional Pemuda Disparyapora 5
13 | PERENCANAAN | Jumlah prestasi atlet olahraga tingkat provinsi dan nasional Prestasi Disparyapora 93
14 | PERENCANAAN | Tingkat partisipasi Pemuda kegiatan ekonomi Mandiri % Disparyapora 1,46
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
15 | PERENCANAAN ngka?t pért|5|.pa5| pemuda dalam organisasi kepemudaan dan % Disparyapora 2729
organisasi sosial kemasyarakatan
16 | PERENCANAAN | Jumlah Peningkatan Prestasi olahraga Prestasi Disparyapora 93
1.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 2.20.000019 | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Dokumen DISkorr;Ig:a;t;igitlk dan 36
2 2.20.000020 | Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data Diskominfo Sta.tIStlk dan 36
persandian
3 2.20.000021 | Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi Diskominfo sta.tlstlk dan 36
persandian
4 5 20.000022 Jumlah Sj(atIStI.k sek.toral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data Dokumen Diskominfo Sta‘tIStIk dan 36
dan konfirmasi hasil persandian
. - o Diskominfo statistik dan
5 2.20.000023 | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Persentase persandian 100
6 9 20.000024 Jumlah Statistik Se!<tc.>ralyang sudah meminta rekomendasi dari Dokumen Diskominfo Sta.tIStIk dan 36
Pembina Data Statistik persandian
. . . - Diskominfo statistik dan
7 2.20.000025 | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Orang persandian 27
3 5 20.000026 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen Orang Diskominfo Sta.tIStIk dan 57
data persandian
9 5 20.000028 Persx.anta-se OPD yang mgnggunakan data Statistik untuk Perencanaf]n, Persentase Diskominfo Sta.tIStIk dan 100
Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan persandian
10 2 20.000030 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata Laporan Diskominfo sta.tlstlk dan 5
terhadap produsen data persandian
11 2 20.000031 Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan Laporan Diskominfo statistik dan 3

literasi pengguna data

persandian
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
12 2 20.000050 Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Kegiatan Diskominfo Sta.tIStIk dan 36
Daerah persandian
Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah Diskominfo statistik dan
13 2.20.000051 memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode Kegiatan . 36
. : persandian
referensi dan/atau data induk
Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenubhi . . -
14 2.20.000052 | standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi Persentase Diskominfo Sta.tlsnk dan 36
. persandian
dan/atau data induk
15 5 20.000053 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal Kegiatan Diskominfo Sta.tIStIk dan 31
data pemda persandian
. Diskominfo statistik dan
16 2.20.000054 | Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda Persentase persandian N/A
17 5 20.000055 Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh Persentase Diskominfo Sta‘tIStIk dan 100
pengguna data. persandian
18 2 20.000056 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen Kegiatan Diskominfo Sta.tIStIk dan 31
perencanaan persandian
19 2 20.000057 Per§entase kt‘egl‘atan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan Persentase Diskominfo Sta.tIStIk dan 100
kegiatan statistik sektoral persandian
20 2 20.000058 Persentase k.eglatcan sta'Flstlk sektora.I y.ang sudah mendapatkan Persentase Diskominfo Sta.tIStIk dan 100
rekomendasi dari pembina data statistik persandian
71 5 20.000059 Jumlah keglétan ‘Statlstll'( sektoral yar'wg'sudah mendapatkan Kegiatan Diskominfo Sta.tIStIk dan 36
rekomendasi dari pembina data statistik persandian
Di it -
22 2.20.000060 | Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah Kegiatan iskominfo Sta.tIStlk dan 1
persandian
NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Ada/Tidak Diskominfo statistik dan Ada
persandian
2 | PERENCANAAN | Buku "Kabupaten Dalam Angka" Ada/Tidak Diskominfo statistik dan Ada
persandian
3 | PERENCANAAN | Buku "PDRB" Ada/Tidak Diskominfo statistik dan Ada

173




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
persandian
4 | PERENCANAAN | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik % Diskominfo statistik dan 100
dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah persandian
5 | PERENCANAAN | Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan % Diskominfo statistik dan 100
evaluasi Pembangunan Daerah persandian
6 | PERENCANAAN | Persentase sistem data statistik sektoral yang terintegrasi % Diskominfo statistik dan 100
persandian
1.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 2 21.000001 Kgbuakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Diskominfo sta'tlstlk dan N/A
Ditetapkan Dokumen persandian
) 5 21.000002 Kgbuakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Diskominfo sta‘tlstlk dan 6
Ditetapkan Dokumen persandian
3 2 21.000007 Perangka.t Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Perangkat Diskominfo Sta.tIStIk dan 16
Informasi Daerah persandian
4 2.21.000008 | Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Diskominfo Sta.tIStlk dan N/A
Daerah persandian
Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Diskominfo statistik dan
5 2.21.000009 . . 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota Laporan persandian
Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Diskominfo statistik dan
6 2.21.000010 . . . 1
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Laporan persandian
7 2 21.000011 Laporan Pelaksanaan Ke.amanan Informaa Pemerintahan Daerah Diskominfo sta‘tlstlk dan N/A
Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik Laporan persandian
Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Diskominfo statistik dan
8 2.21.000012 ) 1
Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota Laporan persandian
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN Persen'Fase'Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam % Diskominfo Sta‘tIStIk dan
komunikasi Perangkat Daerah persandian 100
2 PERENCANAAN | Tingkat keamanan informasi pemerintah % Diskominfo Sta.tIStlk dan
persandian NA
Diskominf istik
3 PERENCANAAN | Persentase OPD yang diselenggarakan pengamanan sesuai standard OPD Iskominto sta'tlstl dan
persandian NA
4 | PERENCANAAN | Persentase penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi % Diskominfo Sta.tIStlk dan
persandian NA
5 | PERENCANAAN | Indeks KAMI Nilai Diskominfo statistik dan
persandian 414
1.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Dinas Pendidikan Dan
! 2.22.000018 Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat Dokumen Kebudayaan >
2 2.22.000026 | Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Dinas Pendidikan Dan 2
Urusan Kebudayaan Dokumen Kebudayaan
3 2.22.000037 Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan . Dinas Pendidikan Dan 200
Pemanfataan Koleksi secara Terpadu Unit Kebudayaan
Dinas Pendidikan Dan
4 2.22.000071 Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi Laporan Kebudayaan !
Dinas Pendidikan Dan
> 2:22.000074 Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Laporan Kebudayaan !
Dinas Pendidikan Dan
6 2.22.000112 Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan Objek Kebudayaan 8
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Dinas Pendidikan Dan
7 2.22. 114
000 Objek Cagar Budaya yang dilindungi Objek Kebudayaan 8
Dinas Pendidikan Dan
2.22. 11 1
8 000115 Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan Objek Kebudayaan
Dinas Pendidikan Dan
9 2.22.000117 Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Objek Kebudayaan 8
Dinas Pendidikan Dan
10 2:22.000126 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan Objek Kebudayaan >0
Dinas Pendidikan Dan
11 2.22.000147 1
Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Unit Kebudayaan
Dinas Pendidikan Dan
12 2.22. 1 1
000156 Permuseuman yang dibina dan dikelola Unit Kebudayaan
NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN | Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 1
2 | PERENCANAAN | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % Dinas Pendidikan dan
! g yayang ’ Kebudayaan 57,14
. Dinas Pendidikan dan
3 | PERENCANAAN | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Cagar Budaya Kebudayaan 8
Di "
4 | PERENCANAAN | Presentase kelompok budaya aktif % inas Pendidikan dan
Kebudayaan 45
. Dinas Pendidikan dan
5 | PERENCANAAN | Jumlah kelompok budaya aktif Kelompok Kebudayaan 48
1.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 | 2.23.000095 | Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Dinas.Perpustakaan dan 1
Perpustakaan Kearsipan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
2 | 2.23.000096 | Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Dlnas.Perpustakaan dan 17
Perpustakaan Kearsipan
3 2 93.000097 Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan Dinas.Perpustakaan dan 102
kabupaten/kota Perpustakaan Kearsipan
4 | 2.23.000098 | Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Dmas.Perpustakaan dan n/a
Perpustakaan Kearsipan
Di P tak d
5 2.23.000099 | Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota mas' erpustaRaan cai 342
Perpustakaan Kearsipan
6 | 2.23.000100 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota DmasIPerpustakaan dan 73
Perpustakaan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan
7 2.23.000101 | Perpustakaan Kecamatan . 0
Perpustakaan Kearsipan
Di P tak
8 2.23.000102 | Perpustakaan Kelurahan/Desa mas' erpustakaan dan 55
Perpustakaan Kearsipan
9 223.000103 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Dinas.Perpustakaan dan 57424
Kabupaten/Kota Orang Kearsipan
10 | 2.23.000104 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Dinas.Perpustakaan dan "/a
Kabupaten/Kota Orang Kearsipan
11 | 2.23.000105 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar Dinas Perpustakaan dan o/
kewenangan Kabupaten/kota Orang Kearsipan
12 | 2.23.000106 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Dinas.Perpustakaan dan 4853
Pertama kewenangan Kabupaten/kota Orang Kearsipan
13 | 2.23.000107 | Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan Dlnas.Perpustakaan dan 0
Orang Kearsipan
14 | 2.23.000108 | Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan Dmas'Perpustakaan dan 11689
Orang Kearsipan
15 | 2.23.000109 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Dinas.Perpustakaan dan 15363
Kabupaten/Kota Judul Kearsipan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
16 | 2.23.000110 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Dinas.Perpustakaan dan o/
Kabupaten/kota Judul Kearsipan
17 | 2.23.000111 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Dinas.Perpustakaan dan o/a
Kabupaten/kota Judul Kearsipan
18 | 2.23.000112 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Perpustakaan dan o/a
kewenangan Kabupaten/kota Judul Kearsipan
Di
19 | 2.23.000113 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan mas.Perpustakaan dan 0
Judul Kearsipan
20 | 2.23.000114 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan Dlnas.Perpustakaan dan 15126
Judul Kearsipan
. - Dinas Perpustakaan dan
21 | 2.23.000115 | Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota . 1
naskah Kearsipan
22 | 2.23.000116 | Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota Dmas.Perpustakaan dan 218
Eksemplar Kearsipan
23 | 2.23.000117 koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Dinas Perpustakaan dan )18
Kabupaten/kota Kearsipan
24 | 2.23.000118 | koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan 218
Eksemplar Kearsipan
25 | 2.23.000119 | Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota . Dlnas.Perpustakaan dan 45
Kegiatan Kearsipan
26 | 2.23.000120 | Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Dlnas.Perpustakaan dan 7
Orang Kearsipan
27 | 2.23.000121 | Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Dlnas.Perpustakaan dan n/a
Orang Kearsipan
28 | 2.23.000122 | Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota Dmas'Perpustakaan dan 342
Orang Kearsipan
29 | 2.23.000123 Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Dinas Perpustakaan dan 73
Kabupaten/kota Orang Kearsipan
30 | 2.23.000124 | Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Orang Dinas Perpustakaan dan 0
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Kearsipan
. . Dinas Perpustakaan dan
31 | 2.23.000125 | Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota . 55
Orang Kearsipan
Dinas P tak d
32 | 2.23.000126 | Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota mas. erpustakaan dan 4
Orang Kearsipan
33 | 2.23.000127 | Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Dmas'Perpustakaan dan n/a
Orang Kearsipan
34 | 2.23.000128 | Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota Dmas.Perpustakaan dan 1
Orang Kearsipan
35 | 2.23.000129 Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Dinas Perpustakaan dan 3
Kabupaten/kota Orang Kearsipan
36 | 2.23.000130 | Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Dlnas.Perpustakaan dan 0
Orang Kearsipan
37 | 2.23.000131 | Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota Dinas.Perpustakaan dan 0
Orang Kearsipan
Di
38 | 2.23.000132 | Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota mas.Perpustakaan dan 12817
Orang Kearsipan
39 | 2.23.000133 | Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Dlnas.Perpustakaan dan n/a
Orang Kearsipan
Dinas P tak d
40 | 2.23.000134 | Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota mas. erpustakaan dan n/a
Orang Kearsipan
41 | 2.23.000135 Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Dinas.Perpustakaan dan n/a
Kabupaten/kota Orang Kearsipan
42 | 2.23.000136 | Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota Dlnas.Perpustakaan dan 0
Orang Kearsipan
. Dinas Perpustakaan dan
43 | 2.23.000137 | Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota Orang Kearsipan n/a
44 | 2.23.000138 Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Dinas.Perpustakaan dan 5180
kabupaten/kota Orang Kearsipan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Di P k
45 | 2.23.000139 | Penggiat literasi binaan kabupaten/kota mas. erpustakaan dan 45
Orang Kearsipan
46 | 2.23.000140 %umla‘h Me?syarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis Dinas.Perpustakaan dan 27341
inklusi sosial Orang Kear5|pan
47 | 2.23.000141 ?umla.h Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis Dinas Perpustakaan dan 99
inklusi sosial Orang Kearsipan
NO | Data DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 | Perencanaan | Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DmasIPerpustakaan dan 43130
Buku Kearsipan
2 | Perencanaan | Rasio perpustakaan persatuan penduduk ) Dinas.Perpustakaan dan 0,000608677
Rasio Kearsipan
3 | Perencanaan | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Dmas'Perpustakaan dan 15,351
Buku Kearsipan
4 | Perencanaan | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Dinas.Perpustakaan dan 12
Orang Kearsipan
5 | Perencanaan | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Dmas.Perpustakaan dan 27,424
Orang Kearsipan
6 | Perencanaan | Tersedianya Perpustakaan Digital Dinas.Perpustakaan dan 1688 Judul
Judul Kearsipan
7 | perencanaan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas.Perpustakaan dan 95,69
perpustakaan Indeks Kearsipan
8 | Perencanaan | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk ) Dinas' Perpustakaan dan 33,21482918
Rasio kearsipan
9 | Perencanaan | Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Dinas Perpustakaan dan 7,225109055

%

kearsipan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
10 | Perencanaan | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk ) Dmas. Perpustakaan dan 0,123877047
Rasio kearsipan
11 | Perencanaan | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Dlnas. Perpustakaan dan 9,444444444
% kearsipan
12 | Perencanaan | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Dmas. Perpustakaan dan 51
Orang kearsipan
13 | Perencanaan Jumlah nas'kah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar Dinas. Perpustakaan dan 3
yang ada di wilayahnya Naskah kearsipan
14 | Perencanaan | Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa Dinas. Perpustakaan dan 0
Naskah kearsipan
15 | Perencanaan Jumlah k0|f2k5‘l budaya e’Fnls nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar Dinas Perpustakaan dan 18
yang ada di wilayahnya (item) Koleksi kearsipan
1.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
No | Kode DSSD | Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 5 24.000001 Ars!p Stat!s yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Dinas Perpus.takaan dan 848
Arsip Statis Kearsipan
5 2 24.000002 Ar§|p yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Dinas Perpus.takaan dan 3 0PD
Akibat Bencana Kearsipan
3 2 24.000005 Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Dinas Perpustakaan dan 4 0PD

Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Kearsipan
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No | Kode DSSD | Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
4 2.24.000006 | Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Berkas Dinas Pzgzl:ssit;:\aksan dan 374
5 2 24.000007 Daf'tar Arsip Ha§|I Penyediaan Daftar dan Penetapan lzin Penggunaan Arsip Dinas Perpus'takaan dan 1
Arsip yang Bersifat Tertutup Kearsipan
Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Dinas Perpustakaan dan

6 2.24.000013 | Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daftar P . 0

Kearsipan

Daerah Kabupaten/Kota

7 2 24.000015 Daftar Arsip yang d|I'akukan Penilaian da!n Penetapan Alih Media Sesuai Arsip Dinas Perpugtakaan dan 50
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Kearsipan

8 2 24.000016 DaftarArsm yang D_|Iakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Arsip Dinas Perpus.takaan dan 50
yang Dinyatakan Hilang Kearsipan

9 2 24.000017 DaftarAl.Jtejntmta's Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Arsip Dinas Perpus.takaan dan 50
yang Dinilai dan Ditetapkan Kearsipan

10 | 2.24.000018 D'aftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Arsip Dinas Perpus.takaan dan 7

Ditetapkan Kearsipan
11 | 2.24.000019 Daft.ar A.utent|5|tas Arsip ya.ng Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Arsip Dinas Perpus.takaan dan 7
Penjaminan Keabsahan Arsip Kearsipan
12 | 2.24.000020 Daf‘far.Autentlsnas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Arsip Dinas Perpus'takaan dan 7
Penilaian dan penetapan Kearsipan
13 | 2.24.000021 Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Arsip Dinas Perpus.takaan dan 7
Pengumuman Kearsipan
Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Dinas Perpustakaan dan
14 | 2.24.000027 P 15
Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN enheguna Kearsipan
15 | 2.24.000029 | Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan Berkas Dinas Perpus.takaan dan 246
Kearsipan
. . . Dinas Perpustakaan dan
16 | 2.24.000031 | Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Berkas Kearsipan 240
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No | Kode DSSD | Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
17 | 2.24.000032 Sglman Qtentlk Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Arsip Dinas Perpus.takaan dan n/a
Disampaikan kepada ANRI Kearsipan
18 | 2.24.000034 SQP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan SOP Dinas Perpus.takaan dan 4
ditetapkan Kearsipan
Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Dinas Perpustakaan dan
19 | 2.24.000035 | Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Arsip P . 0
. Kearsipan
Provinsi,Kabupaten/Kota
20 | 2.24.000036 | Data Base Arsiparis Orang Dinas Perpustakaan dan 10
Kearsipan
NO | DataDSSD | Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 | Perencanaan | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip % Dinas Perpus.takaan dan 100
kearsipan
. . . . Dinas Perpustakaan dan
2 | Perencanaan | Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip % . 100
kearsipan
. . . . Dinas Perpustakaan dan
3 Perencanaan | Persentase arsip statis yang telahdibuatkan sarana bantu temu balik % kearsipan 96,00
. . . . Dinas Perpustakaan dan
4 | Perencanaan | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik % kearsipan 55,00
5 Perencanaan | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK Arsip Dinas Perpus.takaan dan 100%
kearsipan
. . . . . Dinas Perpustakaan dan
6 | Perencanaan | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK Arsip kearsipan 100%
Penyelamatan arsip perangkat daerahKabupaten/Kota yang digabung dan .
7 | Perencanaan | atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan Arsip Dinas Perpus.takaan dan 0%
kearsipan
kabupaten/ kota
8 | Perencanaan Autentifikasi ar5|p statis dan arsip hasil alih meqla yang dikelola oleh Dinas Perpus.takaan dan 100%
lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK kearsipan
9 | perencanaan Pencarian arsip statis ya.ng pengelo!aannya menjadi kewenangan dagrah Arsip Dinas Perpus.takaan dan 100%
Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian kearsipan
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No | Kode DSSD | Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
arsip yang sesuai NSPK
10 | Perencanaan Penerbitan |zm. penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Arsip Dinas Perpus.takaan dan 0
lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK kearsipan
. Dinas P takaan d
11 | Perncanaan | Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan arsip secara baku % inas If;zlszsipaa:an an 85
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti .
. . Dinas Perpustakaan dan
12 | Perncanaan | yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 % Kearsipan 88,00
undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan P
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan
13 | Perncanaan pertanggungjéwaban setiap aspek.kehidupan berbangsa dén bernegara % Dinas Perpus‘takaan dan 66,00
untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kearsipan
kesejahteraan rakyat
. Dinas Perpustakaan dan
14 Perncanaan | Indeks Kearsipan Indeks . 80,61
kearsipan
. Dinas Perpustakaan dan
15 | Perncanaan | Indeks kepuasan pengguna terhadap layanan kearsipan Indeks . 84
kearsipan
1.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 3.25.000006 | Benih ikan Paket Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
2 | 3.25.000007 dan jenis alat ta.ngk?p perikanan di W|I§yah sungal, danau, waduk, rawa Unit Dinas Perikanan dan Peternakan 1297
dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota
3 3.25.000010 | Data pengendalian residu Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah
4 3.25.000012 | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

dan risiko
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah

5 3.25.000013 | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
dan risiko

6 3.25.000020 | Data pengendalian lingkungan budidaya Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1

7 3.25.000021 | Data pengendalian penyakit ikan Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

3 3.95.000023 Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Daerah Kabupaten/Kota
Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau,

9 3.25.000027 | waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
kab/kota

10 | 3.25.000028 | Data rehabilitasi lingkungan budidaya Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1

11 | 3.25.000032 Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Daerah Kabupaten/Kota
Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai,

12 | 3.25.000036 | danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
dalam 1 kab/kota

13 | 3.25.000044 Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 {satu) Daerah Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
Berdasarkan Risiko

14 | 3.25.000045 Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
Berdasarkan Skala Usaha

15 | 3.25.000046 Data Usaha Pe'n'golahan Hasil Perikanan dalam 1 {satu) Daerah Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Berdasarkan Risiko

16 | 3.25.000047 Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1

Berdasarkan Skala Usaha
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

17 | 3.25.000050 Data volume dan nilai pema.lsa.ran hasil perikanan daerah Kabypaten/Kota Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko
Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah

18 | 3.25.000051 | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
dan risiko
Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau,

19 | 3.25.000058 | waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
kab/kota

20 | 3.25.000063 | hasil tangkapan yang di daratkan Ton Dinas Perikanan dan Peternakan NA

21 | 3.25.000064 | hasil tangkapan yang dilelang Ton Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

22 | 3.25.000065 tkan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Ton Dinas Perikanan dan Peternakan 5281
Kabupaten/kota
ik i k usah lah lam 1 D h

23 | 3.25.000066 tkan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daera Ton Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
Kabupaten/kota
Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai,

24 | 3.25.000072 | danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
dalam 1 kab/kota
Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah

25 | 3.25.000076 | sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
diusahakan dalam 1 kab/kota

26 | 3.25.000079 Informasi Usal?a‘ Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Berdasarkan Risiko

»7 | 3.25.000080 Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

Berdasarkan Skala Usaha
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

58 | 3.25.000081 Informasi Usar‘\a‘ Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
Berdasarkan Risiko

29 | 3.95.000082 Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
Berdasarkan Skala Usaha
Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai,

30 | 3.25.000085 | danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
dalam 1 kab/kota

31 | 3.25.000093 | Junlah alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

32 | 3.25.000098 kapal penkaTnar? tangkap di W|Iayah sungai, danau, waduk, rawa dan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan 127
genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota

33 | 3.25.000110 kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui NeIayan/Kl.JB/ Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
perbankan atau non perbankan Koperasi

34 | 3.25.000112 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses Kelompok Dinas Perikanan dan Peternakan NA
pembentukan dan pengembangan kelembagaan

35 | 3.25.000113 keIompok.pembudldaya_|kan kecil yang mendapatkan akses pendanaan Kelompok Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan

36 | 3.25.000114 kelompok pembudldaya tkan kecil yang mendapatkan akses Kelompok Dinas Perikanan dan Peternakan 108
pengembangan kapasitas

37 | 3.25.000115 !<elompoI.< pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses Kelompok Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
informasi

38 | 3.25.000116 r;_:_z?p()k pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses Kelompok Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

39 | 3.25.000117 keIorT1pok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan Kelompok Dinas Perikanan dan Peternakan 2
pelatihan

40 | 3.25.000118 | kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya Kelompok Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

41 | 3.25.000119 | Kelompok Usaha Bersama (KUB) KUB Dinas Perikanan dan Peternakan 37
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42 | 3.25.000121 | Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan lkan) Koperasi Dinas Perikanan dan Peternakan 0

43 | 3.25.000123 | Laporan hasil pengujian sampel Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1

44 | 3.25.000127 Ll.JaS lahan untuk.pembudldayaan |k.a.n di da.rat yang direncanakan, Ha Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi

45 | 3.25.000134 | Obat lkan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

46 | 3.25.000136 | Pakan lkan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

47 | 3.25.000139 | Panjang saluran air Meter Dinas Perikanan dan Peternakan

48 | 3.25.000146 pelaku usaha pemas(:ara.n hasil perikanan Daerah Kabupa.ten/Kota dalam Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko

49 | 3.25.000147 pelaku usaha pengol_ahf:m hasil perikanan daerah Kabu!o:?\ten/Kota dalam Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan 1
1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko

50 | 3.25.000148 | pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi Pelaku Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

51 | 3.25.000149 | pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi Pelaku Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

- leh .

52 | 3.25.000154 pembud!daya yapg mempero eh pembinaan dan pemantauan Orang Dinas Perikanan dan Peternakan 70
pembudidayaan ikan di darat

53 | 3.25.000161 | permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan

54 | 3.25.000164 | permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan

55 | 3.25.000165 | permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan

56 | 3.25.000176 | permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan

57 | 3.25.000177 P.ermohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
diProses

58 | 3.25.000178 | Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
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59 | 3.25.000179 pfermohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan lkan Kecil (TDPIK) yang Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
diproses
60 | 3.25.000180 aear:J(I:honan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan lkan Kecil (TDPIK) yang Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan
61 | 3.25.000182 | permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
62 | 3.25.000183 | permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
63 | 3.25.000186 Persyarat:?m <.jan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
yang menjadi kewenangan kab/kota
64 | 3.25.000187 per§yaratan dan prosedur pe.ner.bltan rekomendasi perizinan berusaha Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota
Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan
65 | 3.25.000188 | Pengadaan Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan
menjadi kewenangan Kab/Kota
66 | 3.25.000189 | Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan 1
67 | 3.25.000207 | pupukikan Paket Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
68 | 3.25.000208 | rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan
69 | 3.25.000212 rgkom'enday lzin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan 44
diterbitkan
70 | 3.25.000215 rgkom.enda5| Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan
diterbitkan
71 | 3.25.000216 ngomendam Pe'rsyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan
Bidang Pembudidayaan lkan
Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro
72 | 3.25.000217 | dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten/Kota
73 | 3.25.000218 rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan lkan Kecil (TDPIK) yang Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

diterbitkan
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74 | 3.25.000219 | rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan

75 | 3.25.000226 | sampel yang diuji Sampel Dinas Perikanan dan Peternakan 7

76 | 3.25.000227 | Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

77 | 3.25.000229 | SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan

78 | 3.25.000233 | Tempat Pelelangan lkan (TPI) yang terkeloladan terselenggara TPI Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

79 | 3.25.000238 | unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

80 | 3.25.000241 | unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko Unit Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan 7

81 | 3.25.000242 | unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha Unit Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan

82 | 3.25.000245 | unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko Unit Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan

83 | 3.25.000246 | unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha Unit Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan 9

84 | 3.25.000258 | wadah pembudidayaan ikan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan 3060

85 | 3.25.000391 Pelaksanaar? kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan 15
nelayan kecil

86 | 3.25.000401 | Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan Hari Operasi Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

87 | 3.25.000402 | Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

88 | 3.25.000403 Sanksi .admlnls.tranf bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota perkara Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
yang ditangani

89 | 3.25.000404 | Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

90 | 3.25.000406 | Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

91 | 3.25.000407 | Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha

92 | 3.25.000408 | pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan Perkara Dinas Perikanan dan Peternakan N/A

air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.
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93

3.25.000409

Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha
pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan
air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Dokumen

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

94

3.25.000410

Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang
tersedia dan terbentuk

Orang

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

95

3.25.000411

Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin
kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya

Pelaku Usaha

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

96

3.25.000423

Lokasi Pembudidayaan lkan yang diawasi Pada Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya

Lokasi

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

97

3.25.000424

pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota

Pelaku Usaha

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

98

3.25.000425

Kasus Pelanggaran Usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya

Perkara

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

99

3.25.000426

Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Perkara

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

100

3.25.000427

Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai,
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
dalam Kabupaten/Kota

Pelaku Usaha

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

101

3.25.004115

Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil
perikanan

Dokumen

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

102

3.25.004116

Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil
perikanan

Dokumen

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A
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Pelak h juk h izi ha di

103 | 3.25.004117 ?a 1 usaha yang men‘gaju ‘an permohonan perizinan berusaha di Pelaku Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
bidang pengolahan hasil perikanan

104 | 3.25.004118 Pfelaku usaha yang mer.mgaju.kan permohonan perizinan berusaha di Pelaku Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
bidang pemasaran hasil perikanan

105 | 3.25.004119 lzin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
Daerah Kabupaten/Kota

106 | 3.25.004120 lzin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
Daerah Kabupaten/Kota

107 | 3.25.004121 SOP penerbitan perizinan beru.saha su.b.sektor per.1golahan Ik?r.] . Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi

108 | 3.25.004122 SOP penerbitan perizinan beru.saha su.b.sektor pemasaran |ka‘n‘ . Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi

109 | 3.25.004123 | 2O Penerbitan Surat lzin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan [kan Dokumen | Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi
Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di

110 | 3.25.004127 | perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
Kabupaten/Kota
SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di

ilavah . . . itk K kapal .

111 | 3.25.004128 W aya adm|n|sFra.smya yang <‘j|"cerb|t' an untuk kapal yang beroperasi di Rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

112 | 3.25.004129 Ju'mlah data .pe‘rlzmsfm usaha Perl.kanan chmgkap di perairan darat di Dokumen Dinas Perikanan dan Peternakan N/A
wilayah administrasinya yang terintegrasi
Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan

113 | 3.25.004130 laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan Unit Dinas Perikanan dan Peternakan NA

penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan
kapasitas nelayan kecil
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114

3.25.004131

Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil

dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung
kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

127

115

3.25.004132

Jumlah Alat Penangkapan lkan yang tersedia untuk digunakan dalam
kegiatan penangkapan lkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

1297

116

3.25.004133

Jumlah Alat Bantu Penangkapan lkan yang tersedia untuk digunakan
dalam kegiatan penangkapan lkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

117

3.25.004134

Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan lkan yang tersedia
untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan lkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

118

3.25.004135

Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan
dalam kegiatan penangkapan lkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

119

3.25.004136

Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan
Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih
Mendukung Produksi Perikanan

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

120

3.25.004137

Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di
wilayah administrasinya yang terintegrasi

Dokumen

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

121

3.25.004165

Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan lkan

yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi
Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal
Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

Dokumen

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A
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122

3.25.004166

SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang
Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana,
Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing
dan/atau Tenaga Kerja Asing

Dokumen

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

123

3.25.004167

Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan lkan yang Usahanya, Lokasi,
dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif,
dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga
Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan
Pembesaran)

Rekomendasi

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

124

3.25.004168

Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan lkan Kecil dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan

Rekomendasi

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

125

3.25.004174

Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya
memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan
dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti
mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan
budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan lkan (aquatic animal
welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

126

3.25.004175

Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

127

3.25.004176

Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenubhi persyaratan

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

128

3.25.004177

Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi
persyaratan

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

129

3.25.004189

pos kesehatan ikan terpadu

Unit

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A

130

3.25.004190

Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan
pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat

Kelompok

Dinas Perikanan dan Peternakan

N/A
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
NO Kode DSSD | Uraian DSSD Satuan Produsn Data Nilai
1 Perencanaan | Produksi perikanan % Dinas Peternakan dan Perikanan 97,11
2 Perencanaan | Konsumsiikan % Dinas Peternakan dan Perikanan 111,11
3 Perencanaan | Cakupan bina kelompok nelayan % Dinas Peternakan dan Perikanan 21,62
4 Perencanaan | Produksi perikanan kelompok nelayan % Dinas Peternakan dan Perikanan 15,32
5 Perencanaan | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman % Dinas Peternakan dan Perikanan 50,58
6 | Perencanaan | Jumlah peningkatan produksiikan Ton Dinas Peternakan dan Perikanan 101,96
7 Perencanaan | Jumlah Konsumsi lkan Ton Dinas Peternakan dan Perikanan 34.704,89
8 Perencanaan | Persentase peningkatan Produksi perikanan % Dinas Peternakan dan Perikanan 1,97
9 | Perencanaan | Produksi benih ikan ekor Dinas Peternakan dan Perikanan 88'69?)'580’0
10 | Perencanaan Jumlah total produksi perikanan ( tangkap dan budidaya) Kabupaten/ Ton Dinas Peternakan dan Perikanan 5.281,34
kota (Sumber data : One data KKP)
11 | Perencanaan Jumlah Penga\A{asan Penggun'aan Saran.a.Penduk‘ung Pertanian Sesuai Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 1
dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
12 | Perencanaan | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 1
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13 | Perencanaan | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 1

14 | Perencanaan Jumlah Pengawasan Mutu Ben|h/'B|b|t Ternak, Bahan Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 1
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

15 | Perencanaan | Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan peternakan Peserta Dinas Peternakan dan Perikanan 130

16 | Perencanaan Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 1
Beredar

17 | Perencanaan | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit Dinas Peternakan dan Perikanan 2

18 | Perencanaan Ju'mle?h Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Unit Dinas Peternakan dan Perikanan 1
Dipelihara

19 | perencanaan Ju.mlafh Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Unit Dinas Peternakan dan Perikanan 5
Dipelihara

20 | Perencanaan Jumlah‘Wllayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 1
Zoonosis

21 | Perencanaan | Persentase unit data penyakit hewan yang teridentifikasi % Dinas Peternakan dan Perikanan -

22 | Perencanaan | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 1500

23 | Perencanaan | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 70

24 | Perencanaan | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Laporan Dinas Peternakan dan Perikanan 150

1.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

1 3.26.000001 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Lokasi DISPARYAPURA NA
Tahapan Pengembangan (Berkembang)

) 3.26.000002 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Lokasi DISPARYAPURA NA
Tahapan Pengembangan (Pemantapan)

3 3.26.000003 Destinasi Pariwisata Kabupate.n/lfota' yang Dikembangkan Sesuai dengan Lokasi DISPARYAPURA NA
Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)

4 3.26.000004 Destinasi Pariwisata Kabupa?te.n/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Lokasi DISPARYAPURA NA
Tahapan Pengembangan (Rintisan)

5 3.26.000005 | pestinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Lokasi DISPARYAPURA 61

6 3.26.000013 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Dokumen DISPARYAPURA 5
Ekonomi Kreatif

7 3.26.000014 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Dokumen DISPARYAPURA 32
Ekonomi Kreatif

8 3.26.000015 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Dokumen DISPARYAPURA 32
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif

9 3.26.000016 Dokumen Hasil Fasilitas‘i Pencgtatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri Dokumen DISPARYAPURA 27
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif

10 | 3.26.000017 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dokumen DISPARYAPURA 24
Kabupaten/Kota

11 | 3.26.000019 Dokum.en Ha.siI_Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Dokumen DISPARYAPURA 24
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

12 | 3.26.000020 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Dokumen DISPARYAPURA 57
Ekonomi Kreatif

13 | 3.26.000021 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Dokumen DISPARYAPURA 24

Pariwisata
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

14 | 3.26.000022 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pgnyebaran Informasi Pariwisata Dokumen DISPARYAPURA 30
Kabupaten/Kota Dalam Negeri

15 | 3.26.000023 Dokumen Hasil Pelaksanaar'm Penyebaran Informasi Pariwisata Dokumen DISPARYAPURA NA
Kabupaten/KotaLuar Negeri

16 | 3.26.000026 Dokumen Ha.sil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen DISPARYAPURA 12
Dalam Negeri

17 | 3.26.000027 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen DISPARYAPURA NA
Luar Negeri

18 | 3.26.000031 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri Dokumen DISPARYAPURA 12

19 | 3.26.000032 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri Dokumen DISPARYAPURA NA

20 | 3.26.000033 zzzzzmn Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Dokumen DISPARYAPURA 10

21 | 3.26.000034 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri Dokumen DISPARYAPURA NA

22 | 3.26.000035 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri Dokumen DISPARYAPURA 24

23 | 3.26.000036 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri Dokumen DISPARYAPURA NA

24 | 3.26.000037 | Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri Dokumen DISPARYAPURA NA

25 | 3.26.000038 | Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri Dokumen DISPARYAPURA NA

26 | 3.26.000039 | Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri Dokumen DISPARYAPURA 2

27 | 3.26.000040 | Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri Dokumen DISPARYAPURA NA

58 | 3.26.000041 Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Dokumen DISPARYAPURA NA
Kabupaten/Kota

29 | 3.26.000044 | Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen DISPARYAPURA NA

30 | 3.26.000046 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Dokumen DISPARYAPURA NA
Kabupaten/Kota

31 | 3.26.000048 Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Dokumen DISPARYAPURA NA

Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

32 | 3.26.000049 Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Dokumen DISPARYAPURA NA
Kabupaten/Kota

33 | 3.26.000051 | Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dokumen DISPARYAPURA NA

34 | 3.26.000052 | Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia Unit DISPARYAPURA NA

35 | 3.26.000054 | Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Kawasan DISPARYAPURA NA

36 | 3.26.000056 Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi Laporan DISPARYAPURA NA
di Dunia Usaha

37 | 3.26.000057 Lapor.an Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Laporan DISPARYAPURA NA
Kreatif

38 | 3.26.000060 | Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi Laporan DISPARYAPURA NA

39 | 3.26.000061 | Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif Laporan DISPARYAPURA NA

40 | 3.26.000062 | Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi Laporan DISPARYAPURA NA

41 | 3.26.000063 | Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi Laporan DISPARYAPURA NA

42 | 3.26.000072 | Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Laporan DISPARYAPURA NA
Pariwisata Kabupaten/Kota

43 | 3.26.000076 | Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan Laporan DISPARYAPURA NA

44 | 3.26.000114 | Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Dokumen DISPARYAPURA NA

45 | 3.26.000144 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan Lokasi DISPARYAPURA NA
oleh Kab/Kota

46 | 3.26.000145 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan Lokasi DISPARYAPURA 32
oleh Kab/Kota

47 | 3.26.000159 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Dokumen DISPARYAPURA 32
Kabupaten/Kota

48 | 3.26.000162 | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif Unit DISPARYAPURA NA

49 | 3.26.000163 | Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata Data DISPARYAPURA NA

50 | 3.26.000165 | Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Data DISPARYAPURA 8212

51 | 3.26.000166 | Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Dokumen DISPARYAPURA NA
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

52 | 3.26.000167 | Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota Dokumen DISPARYAPURA 100

53 | 3.26.000168 | Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Laporan DISPARYAPURA 100

54 | 3.26.000169 | Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf Dokumen DISPARYAPURA NA

55 | 3.26.000171 | Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Lokasi DISPARYAPURA NA

56 | 3.26.000172 | Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Dokumen DISPARYAPURA NA

57 | 3.26.000174 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Destinasi DISPARYAPURA NA
Pariwisata Berkelanjutan

53 | 3.26.000175 KavE/as?an Strategis P.ariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Kawasan DISPARYAPURA NA
Pariwisata Berkelanjutan

59 | 3.26.000178 | Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Dokumen DISPARYAPURA NA

60 | 3.26.000180 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Unit DISPARYAPURA NA

61 | 3.26.000181 Saréng dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Unit DISPARYAPURA NA
Pariwisata

62 | 3.26.000182 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Unit DISPARYAPURA NA
Strategis Pariwisata

63 | 3.26.000184 | Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan Kawasan DISPARYAPURA NA

64 | 3.26.000185 | Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu Dokumen DISPARYAPURA NA

65 | 3.26.000188 | Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota Dokumen DISPARYAPURA 258

66 | 3.26.000189 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Dokumen DISPARYAPURA NA
Kabupaten/Kota

67 | 3.26.000193 | Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota Dokumen DISPARYAPURA 230

Kegiatan

68 | 3.26.000135 Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko Usaha DISPARYAPURA 8212

69 | 3.26.000196 | Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor Laporan DISPARYAPURA 6067

70 | 3.26.000199 | Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Unit DISPARYAPURA NA
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

71 | 3.26.000200 Sarfs\n? dan Prasfar:?ma yang dik(.elola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Unit DISPARYAPURA NA
Pariwisata Provinsi yang terpelihara

72 | 3.26.000201 Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Unit DISPARYAPURA 26805
Pariwisata Kab/Kota

73 | 3.26.000202 Sarana .dan P.ra.sarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Unit DISPARYAPURA 26805
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

74 | 3.26.000204 | Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan Dokumen DISPARYAPURA NA

75 | 3.26.000206 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen DISPARYAPURA NA
terpadu

76 | 3.26.000210 | Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS) Dokumen DISPARYAPURA 2

77 | 3.26.000212 Data ju.mIah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Orang DISPARYAPURA 50
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

78 | 3.26.000214 Dat.a j'umlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Orang DISPARYAPURA NA
Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan

79 | 3.26.000217 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Orang DISPARYAPURA NA
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

30 | 3.26.000218 Daya.jun?lah !<efgiatan pemberdayaan masyarakat Fialam Pengelolaan Orang DISPARYAPURA 50
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan

81 | 3.26.000221 | Pata jumlah kegi.atan Pemberdayaan masyarakat dalam Pe.ngelolaan Orang DISPARYAPURA 50
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan

82 | 3.26.000222 Data jumlah anggota r.na.syarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Orang DISPARYAPURA 50
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

83 | 3.26.000225 Da}a jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Orang DISPARYAPURA NA
Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

84 | 3.26.000226 Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Orang DISPARYAPURA NA

Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

85 | 3.26.000229 Data .SDM y?ng memiliki kc?mpetensi ekonqmi kreatif setglah difasilitasi Orang DISPARYAPURA NA
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

86 | 3.26.000232 | Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi Orang DISPARYAPURA NA

87 | 3.26.000233 | Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan Orang DISPARYAPURA NA

88 | 3.26.000240 | Laporan hasil monitoring dan evaluasi Orang DISPARYAPURA NA

89 | 3.26.000245 | Pata mas.yarf:\kat memahami tentang tata ca.ra Pengembangan Pariwisata Dokumen DISPARYAPURA NA
setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan

90 | 3.26.000246 Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah Dokumen DISPARYAPURA 12
dilakukan
Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang

91 | 3.26.000247 | pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Orang DISPARYAPURA NA
Berbasis SKKNI

92 | 3.26.000248 Kegiata.n Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang Orang DISPARYAPURA NA
telah dilaksanakan

93 | 3.26.000249 Data SDM yang memiliki kompetensi setelah men.gikuti fasil?tasi . Orang DISPARYAPURA NA
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

94 | 3.26.000250 Data p(.alaksanaan. kegiaFan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Orang DISPARYAPURA NA
Manusia Ekonomi Kreatif
ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang

95 | 3.26.000253 | pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Orang DISPARYAPURA NA
Berbasis SKKNI

96 | 3.26.000259 Lappr?n hasil monitorin.g dan ?valuasi Pengembangan Sumber Daya Dokumen DISPARYAPURA NA
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

97 | 3.26.000260 | Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Orang DISPARYAPURA NA

98 | 3.26.000261 | Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf Data DISPARYAPURA NA

99 | 3.26.000262 | Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Promosi DISPARYAPURA NA

100 | 3.26.000263 | Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Dokumen DISPARYAPURA NA
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

101 | 3.26.000264 | Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual Dokumen DISPARYAPURA NA

102 | 3.26.000265 | Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) Pelaku Usaha DISPARYAPURA NA

103 | 3.26.000266 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Kegiatan DISPARYAPURA NA

104 | 3.26.000267 | Fasilitasi pemberian insentif Pelaku Usaha DISPARYAPURA NA

105 | 3.26.000268 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Dokumen DISPARYAPURA NA
Kabupaten/Kota

106 | 3.26.000269 | Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi) Produk DISPARYAPURA NA

107 | 3.26.000273 Fasilit'asi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Laporan DISPARYAPURA NA
Kreatif

108 | 3.26.000274 | Pengembangan Pendidikan Dokumen DISPARYAPURA NA

109 | 3.26.000275 Koordinasi da.n Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Dokumen DISPARYAPURA NA
Kunjungan Wisatawan
Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang

110 | 3.26.000276 | merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra Lembaga DISPARYAPURA NA
pemerintah

111 | 3.26.000277 Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Dokumen DISPARYAPURA 1
Kabupaten/Kota

112 | 3.26.000283 | Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3l) Dokumen DISPARYAPURA NA

113 | 3.26.000285 Monit.or'ing dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Dokumen DISPARYAPURA NA
Kepariwisataan Kabupaten/Kota

114 | 3.26.000290 | Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Badan Usaha DISPARYAPURA NA

115 | 3.26.000291 Kegiz'atan/event'yang sudah terlaks.ana pa'da destinasi pariwisa'ta paéa Dokumen DISPARYAPURA 35
media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional

116 | 3.26.000293 Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha Pelaku Usaha DISPARYAPURA 8212
berbasis risiko

NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

1 Perencanaan | Kunjungan wisatawan (Domestik dan Mancanegara) % DISPARYAPORA 930.576
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
2 Perencanaan | Lama kunjungan Wisata Hari DISPARYAPORA 1
3 Perencanaan | PAD sektor pariwisata % DISPARYAPORA 984.252.600
4 Perencanaan | Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah DISPARYAPORA 233.879
5 Perencanaan | Total destinasi wisata Jumlah DISPARYAPORA 70
6 | Perencanaan | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % DISPARYAPORA
7 Perencanaan | Jumlah Rumah Makan/Restoran Jumlah DISPARYAPORA 155
8 Perencanaan | Jumlah Hotel Jumlah DISPARYAPORA 15
9 Perencanaan | Jumlah Penerimaan Sektor Pariwisata Jumlah DISPARYAPORA 984.252.600
10 | Perencanaan Eel;sentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per % DISPARYAPORA 0
ebangsaan
11 | Perencanaan Eetr)sent:\se/pker;ingkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke % DISPARYAPORA 549%
abupaten/ kota
12 | Perencanaan | Tiingkat hunian akomodasi % DISPARYAPORA 4%
13 | Perencanaan | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Jumlah DISPARYAPORA
14 | Perencanaan | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Jumlah DISPARYAPORA
15 | Perencanaan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan % DISPARYAPORA 54%
16 | Perencanaan | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata % DISPARYAPORA
17 | Perencanaan | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang meningkat omsetnya % DISPARYAPORA
18 | Perencanaan Es;zenr::asaenpertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per % Disparyapora 0
19 | Perencanaan | Persentase jumlah kunjungan wisatawan % Disparyapora 76.941
20 | Perencanaan | Tingkat Hunian Akomodasi % Disparyapora 13,00
1.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
3.27.000051 | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak Dokumen Dinas Pertanian
3.27.000135 | Panjang Jalan Usaha Tani eksisting KM Dinas Pertanian N/A
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
3 | 3.27.000137 | Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara KM Dinas Pertanian 12,8
4 3.27.000143 | Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar Laporan Dinas Pertanian 1
5 3.27.000152 | pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Laporan Dinas Pertanian 1
6 | 3.27.000222 | Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan Sertifikat Dinas Pertanian N/A
7 | 3.27.000238 | jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya Laporan Dinas Pertanian N/A
8 3.27.000239 | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan Laporan Dinas Pertanian
9 3.27.000240 | Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis Laporan Dinas Pertanian
10 | 3.27.000241 | Jumlah analisis Risiko produk hewan Laporan Dinas Pertanian
11 | 3.27.000242 | Jumlah analisis Risiko zoonosis Laporan Dinas Pertanian N/A
12 | 3.27.000243 | Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar Ton Dinas Pertanian N/A
13 | 3.27.000244 | Jjumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil Ton Dinas Pertanian N/A
14 | 3.27.000245 JL.JmIah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang Unit Dinas Pertanian 0

dibangun

15 | 3.27.000246 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang Unit Dinas Pertanian 0

direhabilitasi

16 | 3.27.000248 Jumlah Benih bgrsertlflkat Hortikultura berbgntuk batang yang terawasi Batang Dinas Pertanian 9495

mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan

17 | 3.27.000249 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi Batang Dinas Pertanian 9495

peredarannya

18 | 3.27.000250 | jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia Batang Dinas Pertanian 9495
19 | 3.27.000251 Jumlah Benih b.ersertlflkat Hortikultura berbgntuk umbi yang terawasi Ton Dinas Pertanian 14

mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan

20 | 3.27.000252 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi Ton Dinas Pertanian 14

peredarannya

21 | 3.27.000253 | Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia Ton Dinas Pertanian 1,4
22 | 3.27.000254 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai Batang Dinas Pertanian 2500000

dengan standar mutu yang ditetapkan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai

23 | 3.27.000255 | jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya Batang Dinas Pertanian 2500000

24 | 3.27.000256 | Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia Batang Dinas Pertanian 2500000

25 | 3.27.000263 JL.JmIah be.mh hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ Batang Dinas Pertanian 9495
diproduksi

26 | 3.27.000264 | Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi Ton Dinas Pertanian 1,4

27 | 3.27.000265 Jl.JmIah be'nlh perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ Anakan Dinas Pertanian N/A
diproduksi

28 | 3.27.000266 Jl.JmIah bernh perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ Batang Dinas Pertanian 2500000
diproduksi

29 | 3.27.000267 | Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi Gram Dinas Pertanian N/A

30 | 3.27.000270 | Jumlah Benih Ternak yang beredar Dosis Dinas Pertanian

31 | 3.27.000271 | Jumlah benih ternak yang bermutu Dosis Dinas Pertanian 23049

32 | 3.27.000275 | Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar Ton Dinas Pertanian N/A

33 | 3.27.000279 | Jumlah bibit ternak yang bermutu Ekor Dinas Pertanian N/A

34 | 3.27.000287 | Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali Wilayah Dinas Pertanian

35 | 3.27.000289 | Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian 2

36 | 3.27.000290 | jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Dokumen Dinas Pertanian N/A

37 | 3.27.000291 Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat Dokumen Dinas Pertanian N/A
bencana alam

38 | 3.27.000293 | Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya Unit Dinas Pertanian 19

39 | 3.27.000295 | Jumlah eksisting DAM Parit Unit Dinas Pertanian 2

40 | 3.27.000296 | Jumlah Eksisting Embung Pertanian Unit Dinas Pertanian N/A

41 | 3.27.000297 | Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian Unit Dinas Pertanian N/A

42 | 3.27.000298 | Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani Unit Dinas Pertanian N/A

43 | 3.27.000299 Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Unit Dinas Pertanian 1
Masyarakat Veteriner

44 | 3.27.000300 | Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet Unit Dinas Pertanian N/A
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45 | 3.27.000301 | jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Unit Dinas Pertanian N/A
46 | 3.27.000302 | Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota Unit Dinas Pertanian 19
47 | 3.27.000303 | Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi Unit Dinas Pertanian N/A
48 | 3.27.000304 | Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar Dosis Dinas Pertanian N/A
49 | 3.27.000306 | Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Kasus Dinas Pertanian N/A
50 | 3.27.000307 | Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN Orang Dinas Pertanian 118
51 | 3.27.000308 | Jumlah Eksisting Pintu Air Unit Dinas Pertanian N/A
52 | 3.27.000309 | Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan Unit Dinas Pertanian N/A
53 | 3.27.000310 | Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya Unit Dinas Pertanian 3
54 | 3.27.000311 | Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya Unit Dinas Pertanian 1
55 | 3.27.000312 | Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya Unit Dinas Pertanian N/A
56 | 3.27.000313 | Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya Unit Dinas Pertanian 2
57 | 3.27.000314 | Jumlah Eksisting Puskeswan Unit Dinas Pertanian 2
Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik
58 | 3.27.000316 | Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Unit Dinas Pertanian N/A
Paramedik veteriner Keswan yang terbangun

59 | 3.27.000317 | Jumlah Eksisting Sarana Pendukung Unit Dinas Pertanian N/A
60 | 3.27.000318 | Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi Laporan Dinas Pertanian

61 | 3.27.000319 | Jumlah Eksisting UPTD BIB Unit Dinas Pertanian

62 | 3.27.000320 | Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak Unit Dinas Pertanian 1
63 | 3.27.000322 | Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Unit Dinas Pertanian

64 | 3.27.000323 | Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara Unit Dinas Pertanian N/A
65 | 3.27.000324 | Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian N/A
66 | 3.27.000325 | Jumlah Esksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi) Unit Dinas Pertanian

67 | 3.27.000326 | Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian Unit Dinas Pertanian N/A
68 | 3.27.000327 | Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan Unit Dinas Pertanian 1
69 | 3.27.000329 | Jumlah galur yang dimanfaatkan Galur Dinas Pertanian 2
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70 | 3.27.000330 | Jumlah galur yang dinilai Galur Dinas Pertanian

71 | 3.27.000331 | Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya Galur Dinas Pertanian 7

72 | 3.27.000332 | Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun Unit Dinas Pertanian

73 | 3.27.000333 | Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian N/A

74 | 3.27.000335 | Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan Laporan Dinas Pertanian 1

75 | 3.27.000336 | Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan Dinas Pertanian 0

76 | 3.27.000337 | Jumlah hewan yang berhasil ditangani Ekor Dinas Pertanian 574

77 | 3.27.000338 | jymlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar Ton Dinas Pertanian

78 | 3.27.000341 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Ton Dinas Pertanian N/A
Kabupaten/Kota Lain

79 | 3.27.000345 | Jumlah izin laboratorium yang diawasi Laporan Dinas Pertanian N/A

80 | 3.27.000347 | Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi Laporan Dinas Pertanian N/A

81 | 3.27.000348 | jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen Laporan Dinas Pertanian N/A

82 | 3.27.000349 | Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi Laporan Dinas Pertanian

83 | 3.27.000350 | Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi Laporan Dinas Pertanian N/A

84 | 3.27.000351 | Jumlah lIzin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi Laporan Dinas Pertanian N/A

85 | 3.27.000352 | jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen Laporan Dinas Pertanian N/A

86 | 3.27.000353 Jum!ah Izin Usaha P.ertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan Dokumen Dinas Pertanian N/A
pertimbangan teknis

87 | 3.27.000354 | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi Laporan Dinas Pertanian N/A

88 | 3.27.000355 | Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi Laporan Dinas Pertanian N/A

89 | 3.27.000356 | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi Laporan Dinas Pertanian N/A
Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik

90 | 3.27.000357 | pokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Laporan Dinas Pertanian N/A
Paramedik veteriner

91 | 3.27.000358 | Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola Unit Dinas Pertanian 64
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92 | 3.27.000359 | Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola Unit Dinas Pertanian 10
93 | 3.27.000360 | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara Unit Dinas Pertanian 10
94 | 3.27.000361 | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian 10
95 | 3.27.000362 | Jumlah kader zoonosis Orang Dinas Pertanian 1
96 | 3.27.000363 | Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan Kasus Dinas Pertanian N/A
97 | 3.27.000364 | jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani Kasus Dinas Pertanian 0
98 | 3.27.000365 Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Kasus Dinas Pertanian 0
dilakukan penindakan
99 3.27.000367 Jumlah kasus zoonosis pada hewan Kasus Dinas Pertanian 0
100 | 3.27.000368 | Jumlah kasus zoonosis pada manusia Kasus Dinas Pertanian 0
101 | 3.27.000369 | Jumlah Kebutuhan Benih Ton Dinas Pertanian N/A
102 | 3.27.000370 | Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura Unit Dinas Pertanian N/A
103 | 3.27.000371 | jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan Unit Dinas Pertanian 180
104 | 3.27.000372 | Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan Unit Dinas Pertanian N/A
105 | 3.27.000373 | Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura Unit Dinas Pertanian 1
106 | 3.27.000375 | Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan Unit Dinas Pertanian N/A
107 | 3.27.000376 | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Laporan Dinas Pertanian N/A
108 | 3.27.000377 | Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi Kasus Dinas Pertanian 18
109 | 3.27.000378 Jumlah kejadian perlyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Kasus Dinas Pertanian 18
Hewan dan Zoonosis pada Hewan
110 | 3.27.000379 | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk Unit Dinas Pertanian 6
111 | 3.27.000380 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan Unit Dinas Pertanian 214
kapasitasnya
112 | 3.27.000381 Jlfr.nlah Kelembaga.an Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang Unit Dinas Pertanian 19
ditingkatkan kapasitasnya
113 | 3.27.000382 Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya Unit Dinas Pertanian 3290
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114 | 3.27.000383 | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Unit Dinas Pertanian 6

115 | 3.27.000384 | Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan Kelompok Dinas Pertanian 45

116 | 3.27.000385 | Jumlah Ketersediaan Alsintan Unit Dinas Pertanian N/A

117 | 3.27.000386 Juml:i\h. ke'Fersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam Unit Dinas Pertanian N/A
kondisi baik

118 | 3.27.000387 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam Unit Dinas Pertanian N/A
kondisi rusak

119 | 3.27.000388 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam Unit Dinas Pertanian 180
kondisi baik

120 | 3.27.000389 Juml:?\h. ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam Unit Dinas Pertanian N/A
kondisi rusak

121 | 3.27.000390 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan Unit Dinas Pertanian N/A
dalam kondisi baik

122 | 3.27.000391 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan Unit Dinas Pertanian N/A
dalam kondisi rusak

123 | 3.27.000392 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura Unit Dinas Pertanian 1
dalam kondisi baik

124 | 3.27.000393 Jumlah kete.rs.ediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura Unit Dinas Pertanian N/A
dalam kondisi rusak

125 | 3.27.000394 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan Unit Dinas Pertanian 1
dalam kondisi baik

126 | 3.27.000395 Jumlah kete.rs.ediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan Unit Dinas Pertanian N/A
dalam kondisi rusak

127 | 3.27.000396 Jumlah ketersediaarf (‘:Ian'sebaran sarana pengolahan hasil tanaman Unit Dinas Pertanian N/A
pangan dalam kondisi baik

128 | 3.27.000397 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman Unit Dinas Pertanian N/A

pangan dalam kondisi rusak
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129 | 3.27.000398 | Jumlah Ketersediaan Pestisida Liter Dinas Pertanian N/A
130 | 3.27.000399 | Jumlah ketersediaan pupuk Ton Dinas Pertanian 88832
131 | 3.27.000400 | Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian Unit Dinas Pertanian N/A
132 | 3.27.000401 | jymlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani Unit Dinas Pertanian 64
133 | 3.27.000402 Jumlah Kogrdinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Kegiatan Dinas Pertanian 6
Usaha Tani
134 | 3.27.000403 | jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian Kegiatan Dinas Pertanian N/A
135 | 3.27.000404 Ju.mlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Laporan Dinas Pertanian 5
lainnya
136 | 3.27.000405 | jymlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Laporan Dinas Pertanian 2
137 | 3.27.000406 Jumlah Koorporasi Petar.1i, Jumlah manajemen koorporasi petani yang Unit Dinas Pertanian N/A
mendapatkan pendampingan
138 | 3.27.000407 | Jumlah Korporasi Petani Unit Dinas Pertanian 6
139 | 3.27.000408 | Jumlah Laboratorium Unit Dinas Pertanian 1
140 | 3.27.000409 | Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun Unit Dinas Pertanian 0
141 | 3.27.000410 | jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara Unit Dinas Pertanian 1
142 | 3.27.000411 | Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun Unit Dinas Pertanian 0
143 | 3.27.000413 | jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun Unit Dinas Pertanian N/A
144 | 3.27.000414 | jymlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara Unit Dinas Pertanian N/A
145 | 3.27.000415 Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Kasus Dinas Pertanian 18
Informasi Kesehatan Hewan Nasional
146 | 3.27.000416 Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang Laporan Dinas Pertanian
beredar
147 | 3.27.000417 | Jumlah layanan jasa medik veteriner Unit Dinas Pertanian 2
148 | 3.27.000418 | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura Ha Dinas Pertanian N/A
149 | 3.27.000419 | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan Ha Dinas Pertanian N/A
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150 | 3.27.000420 | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan Ha Dinas Pertanian N/A

151 | 3.27.000421 Jlfmlah Luas ?rea Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang Ha Dinas Pertanian N/A
ditanggulangi

152 | 3.27.000422 JL.JmIah Luas :f\rea Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang Ha Dinas Pertanian N/A
ditanggulangi

153 | 3.27.000423 nglah Luas z?lrea Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang Ha Dinas Pertanian N/A
ditanggulangi

154 | 3.27.000424 | jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura Ha Dinas Pertanian N/A

155 | 3.27.000425 JL.JmIah Lgas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang Ha Dinas Pertanian N/A
ditangani

156 | 3.27.000426 | jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan Ha Dinas Pertanian N/A

157 | 3.27.000427 JL.JmIah Lgas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang Ha Dinas Pertanian N/A
ditangani

158 | 3.27.000428 | jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Ha Dinas Pertanian N/A

159 | 3.27.000429 JL.JmIah Lgas area terdampak Perubahan lklim (DPI) Tanaman Pangan yang Ha Dinas Pertanian N/A
ditangani

160 | 3.27.000430 | jymlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi Ha Dinas Pertanian N/A

161 | 3.27.000431 | Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan Ha Dinas Pertanian N/A

162 | 3.27.000432 | Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola Ha Dinas Pertanian N/A

163 | 3.27.000433 | Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura Ha Dinas Pertanian N/A

164 | 3.27.000434 | Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani Ha Dinas Pertanian N/A

165 | 3.27.000435 | Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan Ha Dinas Pertanian N/A

166 | 3.27.000436 | Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani Ha Dinas Pertanian N/A

167 | 3.27.000437 | Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan Ha Dinas Pertanian 756,51

168 | 3.27.000438 | Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani Ha Dinas Pertanian 13773,1

169 | 3.27.000439 | jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan Ha Dinas Pertanian N/A
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170 | 3.27.000440 | jymIah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan Ha Dinas Pertanian N/A

171 | 3.27.000441 Jumlah masyarakat yang mengikuti keglatan penmg.katan kesadaran Orang Dinas Pertanian N/A
terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

172 | 3.27.000442 Jumlah masyarakat yang mer.lgikuti kegiatan peningkatan kesadaran Orang Dinas Pertanian N/A
terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan

173 | 3.27.000443 | jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Orang Dinas Pertanian 3

174 | 3.27.000444 | jymIah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar Dokumen Dinas Pertanian 1

175 | 3.27.000445 | jymlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas Orang Dinas Pertanian 1

176 | 3.27.000446 | Jumlah pascapanen perkebunan Unit Dinas Pertanian 180

177 | 3.27.000448 | Jumlah pelayanan jasa laboratorium Laporan Dinas Pertanian 1

178 | 3.27.000449 | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan Dinas Pertanian 1

179 | 3.27.000450 | jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Unit Dinas Pertanian N/A

180 | 3.27.000451 | jymlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum Laporan Dinas Pertanian

181 | 3.27.000452 | jymlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Unit Dinas Pertanian N/A

182 | 3.27.000453 i'upr:/llah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan Laporan Dinas Pertanian 0

183 | 3.27.000454 Jumlah Pemeriksaan Medié Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Laporan Dinas Pertanian N/A
Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM

184 | 3.27.000455 Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang Laporan Dinas Pertanian 1
bereda

185 | 3.27.000456 :-Iuprrls/llah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan Laporan Dinas Pertanian N/A

186 | 3.27.000458 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Dokumen Dinas Pertanian

Hewan
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187 | 3.27.000459 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dokumen Dinas Pertanian
dan Pakan

188 | 3.27.000460 | jymIah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan Dokumen Dinas Pertanian 0

189 | 3.27.000461 Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Dokumen Dinas Pertanian N/A
Hewan

190 | 3.27.000462 | jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Laporan Dinas Pertanian N/A

191 | 3.27.000463 Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Laporan Dinas Pertanian 1
Pengeluaran Produk Hewan

192 | 3.27.000464 i:mlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Dosis Dinas Pertanian

193 | 3.27.000465 Jumlah Pengadaan.Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Ekor Dinas Pertanian N/A
kabupaten/kota Lain

194 | 3.27.000466 | jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Ekor Dinas Pertanian

195 | 3.27.000467 Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Laporan Dinas Pertanian 0
Tempat Pemeriksan HPM

196 | 3.27.000468 :_'upr’rl;llah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan Laporan Dinas Pertanian 0

197 | 3.27.000469 Jumlah Pengawasan Medla‘ Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Laporan Dinas Pertanian N/A
Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM

198 | 3.27.000470 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan Laporan Dinas Pertanian 1
dan/atau Pengeluaran Hewan

199 | 3.27.000471 | Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan Laporan Dinas Pertanian N/A
dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya

200 | 3.27.000472 Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan Laporan Dinas Pertanian 1

dan/atau Pengeluaran Produk Hewan
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201 | 3.27.000473 :-Iuprrl\\/llah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan Laporan Dinas Pertanian N/A
202 | 3.27.000474 | Jumlah penggunaan alsintan Unit Dinas Pertanian 117
203 | 3.27.000475 | Jumlah penggunaan pestisida Liter Dinas Pertanian 268
204 | 3.27.000476 | Jumlah penggunaan pupuk Ton Dinas Pertanian 72073
205 | 3.27.000477 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura Unit Dinas Pertanian N/A
206 | 3.27.000478 | jymiah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik Unit Dinas Pertanian N/A
207 | 3.27.000479 | jymlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak Unit Dinas Pertanian N/A
208 | 3.27.000480 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan Unit Dinas Pertanian 180
209 | 3.27.000481 | jymlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik Unit Dinas Pertanian 180
210 | 3.27.000482 | jymlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak Unit Dinas Pertanian N/A
211 | 3.27.000483 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan Unit Dinas Pertanian N/A
212 | 3.27.000484 Lurlrlllah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi Unit Dinas Pertanian N/A
ai
213 | 3.27.000485 JumII?h penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi Unit Dinas Pertanian N/A
rusa
214 | 3.27.000486 | Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya Unit Dinas Pertanian N/A
215 | 3.27.000487 | Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura Unit Dinas Pertanian 1
216 | 3.27.000488 Lurzlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi Unit Dinas Pertanian 1
ai
217 | 3.27.000489 Jumllfh penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi Unit Dinas Pertanian N/A
rusa

218 | 3.27.000490 | Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan Unit Dinas Pertanian 2
219 | 3.27.000491 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi Unit Dinas Pertanian 2

baik
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220 | 3.27.000492 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi Unit Dinas Pertanian N/A
rusak

221 | 3.27.000493 | jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan Unit Dinas Pertanian N/A

222 | 3.27.000494 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam Unit Dinas Pertanian N/A
kondisi baik

223 | 3.27.000495 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam Unit Dinas Pertanian N/A
kondisi rusak

224 | 3.27.000496 | Jumlah pengolahan hasil perkebunan Unit Dinas Pertanian 2

225 | 3.27.000497 Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 Kasus Dinas Pertanian 0
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

226 | 3.27.000499 | jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan Kasus Dinas Pertanian N/A

227 | 3.27.000500 Jumlah Penyuluh Pe':rtama!n.ASN yang tela.h mengikuti pengembangan Orang Dinas Pertanian 30
kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan

228 | 3.27.000501 Jumlah Penyuluh Pertanian'Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti Orang Dinas Pertanian 30
pengembangan kompetensi

229 | 3.27.000502 | Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Unit Dinas Pertanian 0

230 | 3.27.000503 | Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan Unit Dinas Pertanian N/A

231 | 3.27.000506 | Jumlah Petugas Medik Veteriner Orang Dinas Pertanian 13

232 | 3.27.000507 Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan Orang Dinas Pertanian N/A
kapasitas

233 | 3.27.000508 Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan Orang Dinas Pertanian 0
kapasitas
Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat

234 | 3.27.000509 | Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan Orang Dinas Pertanian N/A

kompetensi
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat
235 | 3.27.000510 | veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan Orang Dinas Pertanian 6
kompetensi
236 | 3.27.000511 | Jumlah Pintu Air direhabilitasi Unit Dinas Pertanian N/A
237 | 3.27.000513 Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan Ekor Dinas Pertanian
pelestarian
238 | 3.27.000516 | Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling Unit Dinas Pertanian N/A
239 | 3.27.000517 | Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun Unit Dinas Pertanian N/A
240 | 3.27.000518 | Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi Unit Dinas Pertanian N/A
241 | 3.27.000519 | Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara Unit Dinas Pertanian N/A
242 | 3.27.000520 | Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun Unit Dinas Pertanian N/A
243 | 3.27.000521 | Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian N/A
244 | 3.27.000522 | Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara Unit Dinas Pertanian N/A
245 | 3.27.000523 | Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura Unit Dinas Pertanian N/A
246 | 3.27.000524 | Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan Unit Dinas Pertanian N/A
247 | 3.27.000525 | Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan Unit Dinas Pertanian N/A
248 | 3.27.000527 | Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura Unit Dinas Pertanian N/A
249 | 3.27.000528 | Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan Unit Dinas Pertanian N/A
250 | 3.27.000530 | Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan Unit Dinas Pertanian
251 | 3.27.000531 | Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura Unit Dinas Pertanian N/A
252 | 3.27.000532 | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan Unit Dinas Pertanian 1
253 | 3.27.000533 | Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan Unit Dinas Pertanian
254 | 3.27.000534 | Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Unit Dinas Pertanian 19
255 | 3.27.000535 | Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun Unit Dinas Pertanian N/A
256 | 3.27.000536 | Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian N/A
257 | 3.27.000538 | Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun Unit Dinas Pertanian N/A
258 | 3.27.000539 | Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian N/A
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259 | 3.27.000541 | Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun Unit Dinas Pertanian N/A
260 | 3.27.000542 Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian N/A
261 | 3.27.000543 | jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara Unit Dinas Pertanian N/A
262 | 3.27.000544 Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan Produk Dinas Pertanian
registrasi produk hewan
263 | 3.27.000548 | Jumlah Produksi Bibit Ternak Ekor Dinas Pertanian N/A
264 | 3.27.000549 | Jumlah Produksi HPT Ton Dinas Pertanian
265 | 3.27.000550 | Jumlah Puskeswan yang dibangun Unit Dinas Pertanian 0
266 | 3.27.000551 | Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian 0
267 | 3.27.000553 | Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Unit Dinas Pertanian 0
268 | 3.27.000554 | Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM Rekomendasi Dinas Pertanian N/A
269 | 3.27.000555 | Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM Rekomendasi Dinas Pertanian
270 | 3.27.000556 | Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura Dokumen Dinas Pertanian
271 | 3.27.000557 | Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan Dokumen Dinas Pertanian
272 | 3.27.000559 | Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Dokumen Dinas Pertanian N/A
273 | 3.27.000560 | Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura Dokumen Dinas Pertanian N/A
274 | 3.27.000561 | Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan Dokumen Dinas Pertanian N/A
275 | 3.27.000564 | Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun Unit Dinas Pertanian 0
276 | 3.27.000565 | Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi Unit Dinas Pertanian 1
Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter
277 | 3.27.000567 | Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik Unit Dinas Pertanian N/A
veteriner Keswan yang dibangun
Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter
278 | 3.27.000568 | yayan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik Unit Dinas Pertanian N/A
veteriner Keswan yang terehabilitasi
279 | 3.27.000569 Rumpun Dinas Pertanian

Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
280 | 3.27.000570 | Jumlah rumpun yang dimanfaatkan Rumpun Dinas Pertanian N/A
281 | 3.27.000571 | Jumlah rumpun yang dinilai Rumpun Dinas Pertanian
282 | 3.27.000572 | Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya Rumpun Dinas Pertanian N/A
283 | 3.27.000573 | Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi Laporan Dinas Pertanian
284 | 3.27.000576 | Jumlah Sarana Pendukung dibangun Unit Dinas Pertanian N/A
285 | 3.27.000579 | Jumlah sarana penyuluhan pertanian Unit Dinas Pertanian 19
Varietas
286 | 3.27.000580 Unggul Baru Dinas Pertanian N/A
Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (VUB)
Varietas
287 | 3.27.000581 Unggul Baru Dinas Pertanian N/A
Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan (VuB)
Varietas
288 | 3.27.000582 Unggul Baru Dinas Pertanian N/A
Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya (VuB)
289 | 3.27.000583 | Jumlah Sebaran Alsintan Unit Dinas Pertanian N/A
290 | 3.27.000584 | Jumlah Sebaran Pestisida Liter Dinas Pertanian N/A
291 | 3.27.000585 | Jumlah Sebaran pupuk Ton Dinas Pertanian 88832
292 | 3.27.000587 | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Unit Dinas Pertanian 5
293 | 3.27.000588 | Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Sertifikat Dinas Pertanian 0
294 | 3.27.000589 | Jumlah Sertifikat Veteriner HPM Sertifikat Dinas Pertanian 5
295 | 3.27.000590 | Jumlah SKKH/SKPH HPM Dokumen Dinas Pertanian 1
296 | 3.27.000591 Dokumen Dinas Pertanian 0
Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
297 | 3.27.000599 | Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis Wilayah Dinas Pertanian 19
298 | 3.27.000602 | Jumlah wilayah terkendali Zoonosis Wilayah Dinas Pertanian 19
299 | 3.27.000603 Wilayah Dinas Pertanian 19

Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan
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300 | 3.27.000604 JumI?h Zor.1:?1/Ko'mpartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan Unit Dinas Pertanian N/A
teknis sertifikasi

301 | 3.27.000605 Kfawasan Pertanian P.angar? B.erkelanjutan/KPZB yang ditetapkan, Ha Dinas Pertanian 45984
dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota

302 | 3.27.000606 Kfawasan Pertanian P.angar? B.er.kelanjutan(KP.ZB yang ditetapkan, Ha Dinas Pertanian N/A
dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi

303 | 3.27.000607 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, Ha Dinas Pertanian N/A
dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota

304 | 3.27.000608 Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, Ha Dinas Pertanian N/A
dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi

305 | 3.27.000609 L:.:\han Pertanian Pangan B(.arlfelanjutan/LPZB yang ditetapkan, Ha Dinas Pertanian 41523
dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota

306 | 3.27.000610 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, Ha Dinas Pertanian N/A
dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi

307 | 3.27.000611 | Luas kawasan hortikultura Ha Dinas Pertanian 102280,34

308 | 3.27.000612 | Luas kawasan perkebunan Ha Dinas Pertanian 9961.2

309 | 3.27.000615 Luasan Kawas.an Pertania?n szmgan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan Ha Dinas Pertanian 45984
secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota

310 | 3.27.000616 | Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan Ha Dinas Pertanian N/A
secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi

311 | 3.27.000617 | Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Ha Dinas Pertanian N/A
ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota

312 | 3.27.000618 | Lyasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Ha Dinas Pertanian N/A

ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
313 | 3.27.000619 Luasan Lahan.Pertanian ?angan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan Ha Dinas Pertanian 41523
secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
314 | 3.27.000620 Luasan Lahan'Pertanian I?ang'ar? Berkelanjt‘Jta'n/LPZB yang ditetapkan Ha Dinas Pertanian N/A
secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi
315 | 3.27.000624 Peta KaV\{asan, I_.ahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Dokumen Dinas Pertanian 1
Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
316 | 3.27.000625 Peta Kaw.asan, L.ahan dan Lah'an.Cadangan Pertanian Pangan Dokumen Dinas Pertanian
Berkelanjutan di tingkat Provinsi
317 | 3.27.000626 | Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian Dokumen Dinas Pertanian N/A
318 | 3.27.000636 . . ) Laporan Dinas Pertanian 1
Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan
319 | 3.27.000637 Jumlah unit usaha pembﬁbitan ternak yang 'mendapatkan sertifikat Unit Usaha Dinas Pertanian N/A
penerapan cara pembibitan ternak yang baik
320 | 3.27.000638 Jumlah unit usaha bgd|daya ternak yang mendapatkan sertifikat Unit Usaha Dinas Pertanian N/A
penerapan cara budidaya ternak yang baik
321 | 3.27.000641 Jumlah unit us.a.ha prodgk h‘ewan yang telah dibina untuk penerapan Unit Usaha Dinas Pertanian 150
persyaratan higiene sanitasi
322 | 3.27.000649 | Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian Laporan Dinas Pertanian N/A
NO | Kode DSSD | Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 | Perencanaan | Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB % Dinas Pangan Pertanian 32,04
BPS tidak
2 Perencanaan % Dinas Pangan Pertanian mengeluarkan
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB data
3 | Perencanaan | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar % Dinas Pangan Pertanian 7,09
4 | Perencanaan | Cakupan bina kelompok petani % Dinas Pangan Pertanian 45,81
5 Perencanaan | Produktivitas Padi per hektar Ton/Ha Dinas Pangan Pertanian 6,44
6 Perencanaan | Luas Lahan Sawah ha Dinas Pangan Pertanian 50,175
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
7 Perencanaan | Produktivitas Jagung Ton/Ha Dinas Pangan Pertanian 7,71
Perencanaan | Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya ton Dinas Pangan Pertanian 895,71
9 | Perencanaan | Produktivitas pertanian per hektar per tahun % Dinas Pangan Pertanian 708,81
1.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
. Dinas Perdagangan
! 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Unit ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 19
Dinas Perdagangan
2 | 3.30.000010 Distributor B2 Orang ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 6
3 3.30.000014 | fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Kegiatan Dinas Perdagangan NA
Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
4 3.30.000015 Gudang yang telah terdaftar Unit ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 10
5 3.30.000019 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Kegiatan Dinas Perdagangan 10
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang
6 3.30.000020 | Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Kegiatan Dinas Perdagangan 10
Rakyat ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
8 3.30.000022 | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Kegiatan Dinas Perdagangan 6
Unggulan Kabupaten/Kota ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
.30. 2 K 2
9 3.30.000023 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi egiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 6
. Dinas Perdagangan
10 | 3.30.000024 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Kegiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 20
11 | 3.30.000025 | Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Kegiatan Dinas Perdagangan 10

Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

,Perindustrian dan Tenaga Kerja
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. Dinas Perdagangan
12 .30. 2 K NA
3.30.000026 Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal egiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
14 | 3.30.000044 Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Lokasi ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 3
. Dinas Perdagangan
15| 3.30.000045 Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti Kegiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja NA
. Dinas Perdagangan
16 | 3.30.000046 Pameran Dagang Lokal yang Diikuti Kegiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja NA
. Dinas Perdagangan
17 .30. 47 K 1
3.30.0000 Pameran Dagang Nasional yang Diikuti egiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan
18 | 3.30.000048 | komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Unit Dinas Perdagangan 19
Terintegrasi Secara Elektronik ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
19 | 3.30.000049 Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Unit ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 19
22 | 3.30.000057 | Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kegiatan Dinas Perdagangan 23
Kabupaten/Kota ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
23 | 3.30.000058 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kegiatan Dinas Perdagangan 23
Kabupaten/Kota ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
24 .30. K 7
3.30.000060 Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi egiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 67988
25 | 3.30.000061 | Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Kegiatan Dinas Perdagangan 3
Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda
26 | 3.30.000062 | Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Kegiatan Dinas Perdagangan 2
Elektronik Luar Negeri ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
27 | 3.30.000063 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan Kegiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 14103
28 | 3.30.000064 | pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar Kegiatan Dinas Perdagangan 386
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,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
29 | 3.30.000065 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang Kegiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 3254
. Dinas Perdagangan
30 | 3.30.000066 Kegiat 2
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur eglatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pelaku Dinas Perdagangan
31 | 3.30.000067 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Usaha ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 26
. Dinas Perdagangan
32 | 3.30.000068 Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Unit ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 12
Pelaku Dinas Perdagangan
33 | 3.30.000070 Pelaku Usaha Ekspor Usaha ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 8
Pelaku Dinas Perdagangan
34 | 3.30.000071 4
Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Usaha ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
35 | 3.30.000073 | Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kegiatan Dinas Perdagangan NA
Perdagangan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
36 | 3.30.000074 | Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kegiatan Dinas Perdagangan 35
Kabupaten/Kota ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
37 | 3.30.000075 Pemasaran' Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Kegiatan DlnaTs Perdégangan ' NA
Akomodasi ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
33 | 3.30.000076 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Kegiatan Dlna?s Perdégangan ‘ NA
Marketplace ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
39 | 3.30.000077 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Kegiatan Dlné?S Perd?gangan ‘ NA
Perhotelan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
40 | 3.30.000078 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail Kegiatan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja NA
41 | 3.30.000079 Kegiatan | DInas Perdagangan 19

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

,Perindustrian dan Tenaga Kerja

224




No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
42 | 3.30.000080 Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Kegiatan DlnaTs Perdzflgangan ' 29
Perdagangan ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pelaku Dinas Perdagangan
48 | 3.30.000091 Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Usaha ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 19
Dinas Perdagangan
.30. 4 P k 4
>0 | 3.30.00009 Produk Unggulan Daerah rodu ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
52 | 3.30.000097 _ o Kegiatan | Dinas Perdagangan _ NA
Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
54 | 3.30.000099 | Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Unit Dinas Perdagangan 3
Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan
55 | 3.30.000102 | komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Unit Dinas Perdagangan 0
Terintegrasi Secara Elektronik ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
. Dinas Perdagangan
.30. 1 164
>6 | 3.30.000103 Sarana Distribusi Perdagangan Unit ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 649
. Dinas Perdagangan
>7 | 3:30.000104 Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Unit ,Perindustrian dan Tenaga Kerja NA
Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan
58 | 3.30.000107 | komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Unit Dinas Perdagangan 36
Terintegrasi Secara Elektronik ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
Dinas Perdagangan
>9 | 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM ,Perindustrian dan Tenaga Kerja 20
Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan
60 | 3.30.000109 | syrat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Kegiatan Dinas Perdagangan NA
Negeri ,Perindustrian dan Tenaga Kerja
61 | 3.30.000110 Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Kegiatan Dinas Perdagangan 0

Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri

,Perindustrian dan Tenaga Kerja
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 | Perencanaan | Ekspor Bersih Perdagangan Nilai Disdagsat Naker 457304132485.4
2 Perencanaan | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % Disdagsat Naker 125
3 | Perencanaan | Nilai ekspor daerah Nilai Disdagsat Naker 685517022451.46
4 | Perencanaan | Presentase Pertumbuhan ekspor % Disdagsat Naker -1.12
5 Perencanaan | Jumlah pendaftaran perusahaan Unit Disdagsat Naker 1426
6 | Perencanaan | Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan % Disdagsat Naker -1,12
7 Perencanaan | Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan Jumlah Disdagsat Naker 0
8 | Perencanaan | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % Disdagsat Naker 18,69
9 Perencanaan | Nilai PDRB Sektor Perdagangan Rp Disdagsat Naker 2623884196
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan
10 | Perencanaan | ketentuan ( IUPP/SIUP pusat pembelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP dan % Disdagsat Naker 100
Toko swalayan)
11 | Perencanaan | Persentase alat-alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) % Disdagsat Naker 97,52
12 | Perencanaan | Presentase kinerja realisasi pupuk % Disdagsat Naker 88,83
1.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
‘ No ‘ Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 3.31.000001 BAP pemenuhan ko.mltmer? perizinan kawasan industri dan perizinan Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian NA
perluasan kawasan industri dan Tenaga Kerja
2 3.31.000002 | Evaluasi pemenuhan komitmen usaha Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian 0
dan Tenaga Kerja
3 3.31.000003 | Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
4 3.31.000004 | Hasil pelaksanaan RPIK Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian 0
dan Tenaga Kerja
5 3.31.000006 | Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian 0
dan Tenaga Kerja
6 3.31.000007 K.unjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian )
binaannya yang belum patuh dan Tenaga Kerja
7 3.31.000008 Mepe':rlma atau menolak p('engefelftlfan perizinan usaha industri dan Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian NA
perizinan perluasan usaha industri dan Tenaga Kerja
8 3.31.000009 | Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
9 3.31.000010 P.elaksanaan.Ke.glatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri Laporan Dinas Perdanga'ngan Perindustrian NA
lingkup Provinsi dan Tenaga Kerja
10 | 3.31.000011 | Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
11 | 3.31.000012 | Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
12 | 3.31.000013 | Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
13 | 3.31.000014 Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian NA

perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri

dan Tenaga Kerja
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
14 | 3.31.000015 | Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM Laporan Dinas Perdanga‘ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
15 | 3.31.000016 | Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
16 | 3.31.000017 Pelaksanaan Sosialisasi dan B.imtek SlINas kepada Perusahaan Industri dan Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian NA
Perusahaan Kawasan Industri dan Tenaga Kerja
17 | 3.31.000018 | Pemanfaatan Sumber Daya Alam Laporan Dinas Perdangapgan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
18 | 3.31.000019 | Pembangunan kawasan industri Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
19 | 3.31.000020 | Pembangunan Sumber Daya Manusia Laporan Dinas Perdangapgan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
20 | 3.31.000021 | Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar Laporan Dinas Perdanga‘ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
21 | 3.31.000022 | Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri Laporan Dinas Perdanga!wgan Perindustrian 1
dan Tenaga Kerja
22 | 3.31.000023 | Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi Laporan Dinas Perdanga‘ngan Perindustrian 1
dan Tenaga Kerja
23 | 3.31.000024 | Pengembangan kawasan peruntukan industri Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
24 | 3.31.000025 | Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Laporan Dinas Perdanga'ngan Perindustrian 1
dan Tenaga Kerja
25 | 3.31.000026 | Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri Laporan Dinas Perdangapgan Perindustrian 1
dan Tenaga Kerja
26 | 3.31.000029 | Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian NA

dan Tenaga Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
27 | 3.31.000030 | Penyediaan sumber pembiayaan Laporan Dinas Perdanga‘ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
28 | 3.31.000032 Permohonan verl'f|ka5| tfeknls dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Laporan Dinas Perdangangan Perindustrian 3
Perluasan usaha industri dan Tenaga Kerja
59 | 3.31.000033 Rapat Koordinasi antara Dina.s c.lengan Perusahaan Industri dan Laporan Dinas Perdanga'ngan Perindustrian )
Perusahaan Kawasan Industri binaannya dan Tenaga Kerja
Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, . . .
.. . . .. . . Dinas Perdangangan Perindustrian
30 | 3.31.000034 | perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang Laporan . 1
. . dan Tenaga Kerja
diterbitkan
31 | 3.31.000036 | Standardisasiindustri Dokumen Dinas Perdangangan Perindustrian 1
dan Tenaga Kerja
32 | 3.31.000037 Tindak Ianju'F kegiatgn evaluasi Pemenuhan kornitmerT usaha dari Laporan Dinas Perdangapgan Perindustrian 1
perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dan Tenaga Kerja
33 | 3.31.000038 | Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri Laporan Dinas Perdanga.ngan Perindustrian 1
dan Tenaga Kerja
Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi,
Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Dinas Perdangangan Perindustrian
34 | 3.31.000033 Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Data dan Tenaga Kerja NA
Kabupaten/Kota
Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Dinas Perdaneanean Perindustrian
35 | 3.31.000040 | Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Data dan Tenaga ngr'ag NA
Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi g J
36 | 3.31.000041 | DatalJumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota Data Dinas Perdangapgan Perindustrian 12
dan Tenaga Kerja
37 | 3.31.000042 | DataJumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi Data Dinas Perdangangan Perindustrian 0

dan Tenaga Kerja

229




No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi
38 | 3.31.000043 | Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra Data Dinas Perdangangan Perindustrian 1
IKM dan Tenaga Kerja
Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri,
. 1. D . . . 1
39 | 3.31.000044 Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM ata Dinas Perdangangan Perindustrian
dan Tenaga Kerja
40 | 3.31.000045 | Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi Data Dinas Perdangapgan Perindustrian 0
dan Tenaga Kerja
41 | 3.31.000046 Data persyaratan/‘standar' k'eg|a"can us'ah.js\ berdasarkan bidang industri, Data Dinas Perdangangan Perindustrian NA
skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi dan Tenaga Kerja
42 | 3.31.000047 | Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi Data Dinas Perdangapgan Perindustrian 17570
dan Tenaga Kerja
D h i idiK K k k i i i
43 | 3.31.000048 ata perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan Data Dinas Perdangangan Perindustrian 17570
subsektor, satuan perusahaan dan Tenaga Kerja
42 | 3.31.000049 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, Data Dinas Perdangangan Perindustrian 17570
satuan perusahaan dan Tenaga Kerja
45 | 3.31.000050 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, Data Dinas Perdangangan Perindustrian NA
satuan perusahaan dan Tenaga Kerja
46 | 3.31.000051 | Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan Data Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
47 | 3.31.000052 | Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas Data Dinas Perdanga'ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
48 | 3.31.000053 | Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional Data Dinas Perdangapgan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
49 | 3.31.000055 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, Data Dinas Perdangangan Perindustrian NA

satuan perusahaan

dan Tenaga Kerja
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
50 | 3.31.000056 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan Data Dinas Perdanga.ngan Perindustrian NA
perusahaan dan Tenaga Kerja
51 | 3.31.000057 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan Data Dinas Perdanga‘ngan Perindustrian NA
perusahaan dan Tenaga Kerja
52 | 3.31.000058 | Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan Data Dinas Perdanga‘ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
53 | 3.31.000060 | Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional Data Dinas Perdanga'ngan Perindustrian NA
dan Tenaga Kerja
54 | 3.31.000061 Jum.lah permintaan ver|f|k.a5| tekr.ns pejmemfha.n persyaratan/standar Data Dinas Perdangangan Perindustrian NA
kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi dan Tenaga Kerja
Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar Dinas Perdangangan Perindustrian
>> | 3.31.000062 kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota Data dan Tenaga Kerja 3
NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 Perencanaan | Jumlah industri baru unit . 101
Disdagsar Naker
2 Perencanaan | Persentase Pertumbuhan Industri % . 0.58
Disdagsar Naker
3 Perencanaan | Jumlah IKM yang mengalami peningkatan status Unit Disdagsar Naker 25
4 Perencanaan | Jumlah IKM yang melakukan inovasi produk Unit Disdagsar Naker 25
. . - o
5 Perencanaan | Persentase kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina % Disdagsar Naker 0,26
. . o
6 Perencanaan | Cakupan bina kelompok pengrajin % Disdagsar Naker 12
7 Perencanaan | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % . 0,58
Disdagsar Naker

231




No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
8 Perencanaan | Nilai PDRB Sektor Industri Rupiah . 1452339700
Disdagsar Naker
9 Perencanaan | Pertumbuhan industri % . 0,58
Disdagsar Naker
10 | Perencanaan | Tersedianya informasiindustri secara lengkap dan terkini % . 100
Disdagsar naker
11 | Perencanaan | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota Unit . 99
Disdagsar naker
1.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
. . - Kepala
1 3.32. Jumlah KK transmigrasi yang dibina Keluarga Dinkop UMK dan Transmigrasi 0
2 3.32.000001 | Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan Lokasi Dinkop UMK danTransmigrasi 0
. . Kepala
.32. 2 | CalonT T f T lek
3 3.32.00000 alon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi 0
Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil
4 3.32.000003 pelatihan Orang Dinkop UMK danTransmigrasi 0
5 3.32.000004 Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil Kepala . . ‘ 0
penyuluhan Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi
. . Kepala
6 3.32.000005 | Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi 0
7 3.32.000006 | Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan Orang Dinkop UMK danTransmigrasi 0
8 3.32.000007 | Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi ) ) ) 0
Dokumen Dinkop UMK danTransmigrasi
9 3.32.000008 | Data KK asal dan tujuan Kepala Dinkop UMK danTransmigrasi 0
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Keluarga
10 | 3.32.000009 | Data bangunan yang dimiliki Unit Dinkop UMK danTransmigrasi 0
. Kepala
11 .32. 1 D KK
3.32.000010 ata KK yg beradaptasi Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi 0
. . - Kepala
12 .32. 11 | D
3.32.0000 ata Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi 0
13 | 3.32.000012 | Data KK yg ikut pelatihan Orang Dinkop UMK danTransmigrasi 0
. Kepala
14 | 3.32.000013 | Data KK yg ikut penyuluhan Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi 0
21 | 3.32.000020 | Jenis materi penyuluhan Materi Dinkop UMK danTransmigrasi 0
31 | 3.32.000030 | Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo) Kepala . ) . 0
Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi
32 | 3.32.000031 | Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Orang Dinkop UMK danTransmigrasi 0
. Kepala
34 | 3.32.000033 | Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi 0
35 | 3.32.000034 Jumla.1h calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil . . . 0
pelatihan. Orang Dinkop UMK danTransmigrasi
. . Kepala
36 | 3.32.000035 | Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri Keluarga Dinkop UMK danTransmigrasi 0
59 | 3.32.000058 | transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan Paket Dinkop UMK danTransmigrasi 0
NO Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data nilai
1 Perencanaan | Presentase transmigran yang bertahan di lokasi transmigrasi % Dinkop UMK, Trans 100
1.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
1 | 4.01.000021 D.oku.men H“aSI| Fa5|I|ta§|, Koordinasi, Smkromsasu Evaluasi, dan Capaian Dokumen SETDA 0
Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian
2 | 4.01.000022 Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Dokumen SETDA 0
3 | 4.01.000029 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Dokumen SETDA 0
4 | 4.01.000034 Dokumen Hasil Koordinasi, Slr?kronlsa5| dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Dokumen SETDA NA
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
5 | 4.01.000035 Dokumen Hasil Koort'jmasu S|nkr<?n|saS| dan Evaluasi Kebijakan Dokumen SETDA 1
Pertambangan dan Lingkungan Hidup
6 | 4.01.000036 'Iii(zkumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Dokumen SETDA NA
M ikuti P i D M iaP
7 | 4.01.000048 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Orang SETDA 0
Barang dan Jasa
4.01.000069 Gedung Serba Guna Unit SETDA 0
4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen SETDA 3
10 | 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen SETDA 1
11 | 4.01.000133 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen SETDA 6
12 | 4.01.000134 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen SETDA 3
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,
13 | 4.01.000135 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Dokumen SETDA 1

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan
14 | 4.01.000136 Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Dokumen SETDA 1
Trantibum Linmas
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam
15 | 4.01.000137 Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Keluarga SETDA 2
Masyarakat
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam
16 | 4.01.000138 Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Keluarga SETDA 2
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
17 | 4.01.000139 Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen SETDA 948
18 | 4.01.000140 Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus SETDA 20
19 | 4.01.000141 Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen SETDA 682
20 | 4.01.000142 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen SETDA 39
21 | 4.01.000143 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen SETDA 0
22 | 4.01.000144 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan SETDA 0
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
23 | 4.01.000145 Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen SETDA NA
24 | 4.01.000146 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan SETDA 5
25 | 4.01.000147 Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen SETDA NA
26 | 4.01.000148 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Dokumen SETDA 5
Pembentukan BLUD
27 | 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokumen SETDA NA
28 | 4.01.000151 Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan SETDA 1
29 | 4.01.000152 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Laporan SETDA NA

Pembangunan
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen data Nilai
30 | 4.01.000153 Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen SETDA 4
31 | 4.01.000154 Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen SETDA 1
32 | 4.01.000155 JC;rs:;\ang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Orang SETDA 160
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan
33 | 4.01.000156 Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Dokumen SETDA NA
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan
34 | 4.01.000157 Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Dokumen SETDA 1
Perhubungan, Statistik, Persandian
Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan
35 | 4.01.000158 Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dokumen SETDA NA
dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
36 | 4.01.000181 Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Disusun Rekomendasi SETDA 0
NO | DATA DSSD URAIAN DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
Perencanaan | Jumlah PD dengan Nilai Akip A PD 42 46
Perencanaan Nilai LPPD Nilai NA 3.4559
3 | perencanaan Persenjcase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan % 100 100
mekanisme pembentukan produk hukum daerah
4 | Perencanaan Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat sasaran % 100 79,96
5 | Perencanaan | Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan juknisnya % 100 100
6 | Perencanaan Pfersentase.ke!ouakan strategis bidang Administrasi Umum yang % NA 100
ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu
Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 0
7 | Perencanaan Rakyat yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu % NA 100
8 | Perencanaan Persentase kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Pembangunan % NA 100

yang ditindaklanjuti tuntas dan tepat waktu
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1.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT DPR

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 4.02.000001 | Dokumentasi DPRD Dokumen Sekretariat DPR 264
2 4.02.000002 | Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah Orang Sekretariat DPR 45
3 4.02.000004 | Publikasi DPRD Dokumen Sekretariat DPR 264
4 4.02.000005 Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan Dokumen Sekretariat DPR 23
5 4.02.000006 | Situs resmi dan saluran publikasi DPRD Dokumen Sekretariat DPR 1
6 4.02.000007 Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Dokumen Sekretariat DPR 23

Peraturan Daerah
7 4.02.000008 | Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Dokumen Sekretariat DPR 23
8 4.02.000009 | Dokumen Kajian Perundang-Undangan Dokumen Sekretariat DPR 5
9 4.02.000010 Dokume‘n Hasil Pt.enygjsun'an Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Dokumen Sekretariat DPR 5
Akademik yang Difasilitasi

10 | 4.02.000011 | Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dokumen Sekretariat DPR 5

11 4.02.000012 Orang yang Mengikuti 505|aI|sa§| Peraturan Daerah yang Dilakukan Orang Sekretariat DPR 45
Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

12 4.02.000013 Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen Sekretariat DPR 1

13 4.02.000014 . Dokumen Sekretariat DPR 1
Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

14 4.02.000015 | Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen Sekretariat DPR 1
15 4.02.000016 | Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD Dokumen Sekretariat DPR 1
16 4.02.000017 Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Dokumen Sekretariat DPR 1

Semester

17 4.02.000018 | Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Dokumen Sekretariat DPR 1

18 4.02.000019 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Laporan Sekretariat DPR 12

dan Hukum
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

19 4.02.000020 ) . ) Laporan Sekretariat DPR 12
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

20 4.02.000021 . . . Laporan Sekretariat DPR 12
Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

21 4.02.000022 . . . . Laporan Sekretariat DPR 12
Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

22 4.02.000023 'I&allporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Laporan Sekretariat DPR 12

am

23 4.02.000024 Dokumen Hasil Pengawasan T|ndak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Dokumen Sekretariat DPR 12
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

24 | 4.02.000025 | Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Dokumen Sekretariat DPR 12

25 4.02.000026 Rekomendas.l Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Dokumen Sekretariat DPR 12
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

26 4.02.000027 | Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Dokumen Sekretariat DPR

27 | 4.02.000028 | Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen Sekretariat DPR

28 | 4.02.000029 | Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang Sekretariat DPR 16

29 | 4.02.000030 | Tenaga Ahli Fraksi Orang Sekretariat DPR 6

30 4.02.000031 | Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dokumen Sekretariat DPR 264

31 | 4.02.000032 | Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen Sekretariat DPR 1

32 4.02.000033 | Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Dokumen Sekretariat DPR 264

33 4.02.000034 | Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Laporan Sekretariat DPR 120

34 | 4.02.000035 | Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dokumen Sekretariat DPR 438

35 4.02.000036 | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen Sekretariat DPR 135

36 4.02.000038 | Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dokumen Sekretariat DPR 1

37 | 4.02.000039 | Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan Sekretariat DPR 360

38 4.02.000040 Dokumgn RekorT\endaS| Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Dokumen Sekretariat DPR 1
Persetujuan Kerja Sama Daerah

39 4.02.000041 | Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dokumen Sekretariat DPR 12
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
40 4.02.000042 . o ) Dokumen Sekretariat DPR 120
Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
41 4.02.000043 . o . Laporan Sekretariat DPR 1
Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
42 4.02.000044 | Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen Sekretariat DPR 12
43 4.02.000045 | Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dokumen Sekretariat DPR 2
44 4.02.000046 | Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Dokumen Sekretariat DPR 12
45 4.02.000048 | Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun Dokumen Sekretariat DPR 1
46 4.02.000055 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Sekretariat DPR 23
47 4.02.000063 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dokumen Sekretariat DPR 1
NO KODE DSSD URAIAN DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN Tersediany.a R'encana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan Ada/ Tidak SEKRETARIAT DPR Ada
DPRD Provinsi/Kab/Kota
Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk
melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan .
2 | PERENCANAAN Fungsi Anggaran dglam ngumen Rencagna Lima Tahunan (RPJM) maupun Ada/ Tidak Ada Ada
Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi
3 | PERENCANAAN | pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Ada/ Tidak Ada Ada
Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
4 | PERENCANAAN Pfar.sentase Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir Dalam Pokok-Pokok % 91,53 6720
Pikiran DPRD
Persentase Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam
5 | PERENCANAAN % 91,53 67,20

Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi

1.32 PERENCANAAN
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
A t i Dat Inf iP P
1 | 5.01.000001 paratur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Orang Bappeda 52
Perangkat Daerah
2 | 5.01.000002 Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Dokumen Bappeda 19
3 | 5.01.000003 Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Berita Acara Bappeda 14
4 | 5.01.000004 Berita Acara Konsultasi Publik Berita Acara Bappeda 1
5 | 5.01.000005 Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara Bappeda 2
6 | 5.01.000007 Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku Bappeda 0
- . - — B d
2 | 5.01.000009 Data dalam Sistem Informasi I?emerlntahan Daerah di Bidang Dokumen appeda 6
Pembangunan Daerah yang Dikelola
- - " B d
3 | 5.01.000010 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Dokumen appeda 5
Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
9 | 5.01.000011 Dpkumen Hasil Pembinaan Sistem Informa5| Pe‘me'rmtahan Daerah di Dokumen Bappeda 5
Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
i i i i i Bappeda
10 | 5.01.000012 D.okumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Dokumen pp 5
Bidang Pembangunan Daerah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Bappeda
11 .01. 1 Dok
>-01.000013 Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) okumen 6
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Bappeda
121501000014 | i oo rdinir Penyusunannya (RPIPD, RPIMD dan RKPD) Dokumen 6
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Bappeda
1 .01. 1 Dok
3 | >-01.000015 Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) okumen 6
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Bappeda
14 1 5.01.000016 | iy o ordinir Penyusunannya (RPIPD, RPIMD dan RKPD) Dokumen 29
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Bappeda
15| 5.01.000017 Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen 4
X X — B
16 | 5.01.000018 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Dokumen appeda )

Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Bappeda
17 | 5.01. 1 Dok 4
>:01.000019 | it otapkan(RPIPD/RPIMD/RKPD) okumen
X " B d
18 | 5.01.000022 Dokumen Rancangan Awal BPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD Dokumen appeda 5
maka Rancangan Teknokratik)
19 | 5.01.000023 Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Kerja Sama Bappeda 6
L Hasil Asistensi P Dok P Pemb Bappeda
aporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
20 | 5.01.000024 Perangkat Daerah Bidang SDA Laporan 2
P X B d
21 | 5.01.000025 Laporan Hasil A5|ste.n5| Penyus.unan Dokumen Perencanaan Pembangunan Laporan appeda 3
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
27 | 5.01.000026 Laporan Hasil AS|ste'nS| Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Laporan Bappeda 3
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
il Asi i Bappeda
23 | 5.01.000027 Laporan Hasil AS|ste.n5| Penyusunan Dokumen Pgrencanaan Pembangunan Laporan pp 6
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
24 | 5.01.000028 Laporan Hasil A5|ste.n5| Penyusur?an Dokumen Perencanaan Pembangunan Laporan Bappeda 29
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
il Asi i Bappeda
25 | 5.01.000029 Laporan Hasil A5|ste.n5| Penyusunan D.okumen Perencanaan Pembangunan Laporan pp 4
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
26 | 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan Bappeda 4
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda
27 | 5.01.000031 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan 6
28 | 5.01.000032 Laporan Hasil Monitoring dan Evall,'|asi Penyusuhan Dokumen Perencanaan Laporan Bappeda 29
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
29 | 5.01.000033 Laporan Hasil Monitoring dan Evallfasi Penyusunan I?okumen Perencanaan Laporan Bappeda 4
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
30 | 5.01.000034 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Laporan Bappeda )

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Bappeda
31 | 5.01.000035 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Laporan 3
i itori i Bappeda
32 | 5.01.000036 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evalu?S| Penyus'unan Dokumen Laporan pp 3
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
33 | 5.01.000037 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Laporan Bappeda 5
P — - B d
34 | 5.01.000038 Léporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan appeda 3
Bidang Infrastruktur
L Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja d RKPD/RPJMD pad Bappeda
35 | 5.01.000039 époran a§| inkronisasi Renstra/Renja dengan pada Laporan 3
Bidang Kewilayahan
il Si isasi i Bappeda
36 | 5.01.000040 Léporan Hasil Sinkronisasi Rer.1$tra/RenJa dengan RKPD/RPJMD pada Laporan pp 6
Bidang Pembangunan Manusia
. . . . . Ba eda
37 | 5.01.000041 Léporan Hasil §|nkron|sa5| Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan pp 59
Bidang Pemerintahan
38 | 5.01.000042 Léporan Hasil S|nkr9n|sa5| Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan Bappeda 4
Bidang Perekonomian
il Si isasi i Bappeda
39 | 5.01.000043 Le.lporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Laporan pp )
Bidang SDA
40 | 5.01.000044 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Orang Bappeda 52
i i i i i Bappeda
41 | 5.01.000045 O'ral"lg yang dilakukan Pembinaan Slstem Informa_f,l P'emerlntahan Daerah Orang pp 3
di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
42 | 5.01.000046 Pelaksanaan Konsultasi Publik Kali Bappeda 1
43 | 5.01.000048 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perangkat Bappeda 3
o Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Daerah
- - - B d
44 | 5.01.000049 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyysunan Dqkumen Perangkat appeda 3
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Daerah
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Peranckat Bappeda
45 | 5.01.000050 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Daergah 6
Manusia
46 | 5.01.000051 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perangkat Bappeda 29
o Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perangkat Bappeda
47 | 5.01.000052 . . 4
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Daerah
- - - B
48 | 5.01.000053 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penygsunan Dokumen Perangkat appeda )
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Daerah
- o . B d
49 | 5.01.000054 Perangkat Daerah yang Dilakukan MonltF)rlng dan Evaluasi Penyusunan Perangkat appeda 3
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Daerah
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perangkat Bappeda
50 | 5.01.000055 . . 3
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan Daerah
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perangkat Bappeda
51 | 5.01.000056 Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Daergah 6
Manusia
- . . B d
52 | 5.01.000057 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monlt'ormg dan Ev§lua5| Penyusunan Perangkat appeda 59
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perangkat Bappeda
53 | 5.01.000058 . . 4
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Daerah
. T - B d
54 | 5.01.000059 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monlt_ormg dan Evaluasi Penyusunan Perangkat appeda )
Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA Daerah
55 | 5.01.000060 Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Bappeda 47
Perangkat Daerah Daerah
56 | 5.01.000061 Peserta Konsultasi Publik Orang Bappeda 200
57 | 5.01.000062 Peserta Musrenbang Provinsi Orang Bappeda 10
58 | 5.01.000064 Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Bappeda 2
59 | 5.01.000065 Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Usulan Bappeda 1519
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
NO KODE DSSD URAIAN DATA Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Dokumen Ada Ada
PERDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Ada
2 | PERENCANAAN PERDA/PERKADA Dokumen Ada
3 | PERENCANAAN Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Dokumen Ada Ada
PERKADA
4 | PERENCANAAN | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Dokumen Ada Ada
5 | PERENCANAAN | Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Dokumen Ada Ada
6 | PERENCANAAN | Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Dokumen Ada Ada
7 | PERENCANAAN | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Dokumen Ada Ada
3 | PERENCANAAN Persentase perénglfat daerah dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap % 100,00 0
RPJMD Kategori Baik
9 | PERENCANAAN Persentase pera.ngkfa\t daerah dengan tingkat keselarasan Renja terhadap % 100,00 0
Renstra Kategori Baik
10 | PERENCANAAN | Persentase tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Kategori Baik % 100 0
11 | PERENCANAAN | Persentase tingkat Capaian Target Pembangunan Kategori Baik % 100,00 98
12 | PERENCANAAN Persent:'alse Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan perangkat daerah % 100,00 0
Kategori Baik
13 | PERENCANAAN | Rata-rata Persentase Capaian Indikator Sasaran Daerah % 95,00 98
14 | PERENCANAAN | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks 83,00 88
1.33 KEUANGAN
No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 5.02.000001 | Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen Badan Keuangan Daerah 46
2 5.02.000002 | Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen Badan Keuangan Daerah 46
3 5.02.000003 | RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen Badan Keuangan Daerah 2
4 5.02.000004 | Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen Badan Keuangan Daerah 4
5 5.02.000006 | Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen Badan Keuangan Daerah 4
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
P D h APBD P Kepala D h

6 5 02.000007 era.lturan aerah tentang dan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen Badan Keuangan Daerah )
Penjabaran APBD

7 5.02.000008 Peraturan Déerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah 8
tentang Penjabaran Perubahan APBD

8 5.02.000009 | Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a

9 5.02.000010 | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a

10 | 5.02.000011 | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a

11 | 5.02.000012 | Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a

M ikuti P i P P D h

12 | 5.02.000013 Orang yang engl l‘JtI embinaan Perencanaan Penganggaran Daera Orang Badan Keuangan Daerah n/a
Pemerintah Provinsi

13 | 5.02.000014 Lapo.ran.HasiI Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Retribusi Kabupaten/Kota
Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

14 | 5.02.000016 | Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

15 | 5.02.000017 Pertanggungjawaban Pelaksanaan API.SD Kabupaten/Kota (J!an Rancangan Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

16 | 5.02.000018 | Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a

17 | 5.02.000019 | Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Laporan Badan Keuangan Daerah n/a

18 | 5.02.000020 | BLUD yang Diasistensi Lembaga Badan Keuangan Daerah n/a
Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi R P D h APBD K K

19 | 5.02.000021 valuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang abupaten/Kota dan Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

2 .02. 22 Dok B K D h

0 | 5.02.0000 Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang okumen adan Keuangan Daera n/a

Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

21 | 5.02.000023 | Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi

22 | 5.02.000024 Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Orang Badan Keuangan Daerah 65
Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

23 | 5.02.000025 | Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
Pemerintahan Daerah

24 | 5.02.000026 | Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah 265

25 | 5.02.000027 Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Laporan Badan Keuangan Daerah 3
Sebelumnya

26 | 5.02.000028 | Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen Badan Keuangan Daerah 33776

27 | 5.02.000029 | Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,

28 | 5.02.000030 | Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Dokumen Badan Keuangan Daerah 59
Lainnya
Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan

29 | 5.02.000031 | Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Dokumen Badan Keuangan Daerah 4

Keuangan Bukan Bank

246




No

Kode DSSD

Uraian DSSD

Satuan

Produsen Data

Nilai

30

5.02.000032

Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Laporan

Badan Keuangan Daerah

537

31

5.02.000033

Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang
Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Dokumen

Badan Keuangan Daerah

n/a

32

5.02.000034

Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Dokumen

Badan Keuangan Daerah

259

33

5.02.000035

Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Dokumen

Badan Keuangan Daerah

n/a

34

5.02.000036

Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Orang

Badan Keuangan Daerah

294

35

5.02.000037

Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

Laporan

Badan Keuangan Daerah

168

36

5.02.000038

Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Dokumen

Badan Keuangan Daerah

732

37

5.02.000039

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Laporan

Badan Keuangan Daerah

18

38

5.02.000040

Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang Terkonsolidasi

Laporan

Badan Keuangan Daerah

148

39

5.02.000041

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

Dokumen

Badan Keuangan Daerah

n/a
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

20 | 5.02.000042 Dokumen Ta.nggapan/Tlndak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dok Hasil K inasi, Sinkronisasi P lesaian T

41 | 5.02.000043 okumen Hasil Koordinasi, Sin ronlsa‘nsu dan Penyelesaian Tuntutan Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

42 | 5.02.000044 | Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen Badan Keuangan Daerah 2

43 | 5.02.000045 Keb|JaIfan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Dokumen Badan Keuangan Daerah 3
Pemerintah Daerah

42 | 502.000046 Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
Daerah

M ikuti P i Ak i, Pel

45 | 5.02.000047 Orang yang . engikut emb.maan upta‘nsu elaporan dan Orang Badan Keuangan Daerah n/a
Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

46 | 5.02.000048 | BLUD Provinsi yang Dibina Lembaga Badan Keuangan Daerah n/a

47 | 5.02.000049 | Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a

48 | 5.02.000050 | Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah n/a

49 | 5.02.000051 Lapora.n Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Pemerintah Daerah

50 | 5.02.000052 Laporan Hasil Anallr5|s. Perencanaar'\ dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
L Hasil Analisis P Pelak P ian Pinj

51 | 5.02.000053 aporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Daerah

52 | 5.02.000054 L.ap.oran Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Pinjaman Daerah

53 | 5.02.000055 | Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
54 | 5.02.000056 | Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
55 | 5.02.000057 | Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
56 | 5.02.000058 | Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
57 | 5.02.000059 | Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
53 | 5.02.000060 Dokumen Hasil Imple'menta5| dan Pemeliharaan Sistem Informasi Dokumen Badan Keuangan Daerah 1
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
N . . . . D
59 | 5.02.000061 O.rang yang Mengikuti Pemblnaa.n Sistem I.nfo.rma5| Pemerintah Daerah Orang Badan Keuangan Daerah n/a
Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
60 | 5.02.000062 | Standar Harga yang Disusun Dokumen Badan Keuangan Daerah 3
61 | 5.02.000063 | Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
62 | 5.02.000064 | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah 46
63 | 5.02.000065 | Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah 1
64 | 5.02.000066 | Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah 5
65 | 5.02.000067 | Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah 1
66 | 5.02.000068 | Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah 3
67 | 5.02.000069 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Laporan Badan Keuangan Daerah n/a

Barang Milik Daerah
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

68 | 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Daerah
Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

69 | 5.02.000071 Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah >

70 | 5.02.000072 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Laporan Badan Keuangan Daerah 12
Daerah

71 | 5.02.000073 | Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Laporan Badan Keuangan Daerah 2

Mengikuti P i P lol B Milik D h

72 | 5.02.000074 Orang yang engikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daera Orang Badan Keuangan Daerah 87
Pemerintah Kabupaten/Kota

73 | 5.02.000075 | Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah 8

74 | 5.02.000076 | Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
L Pelak P luh P I Kebijakan Pajak

75 | 5.02.000077 aporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Paja Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Daerah

76 | 5.02.000078 | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit Badan Keuangan Daerah n/a
Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek

77 | 5.02.000079 Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah 12
L Hasil P lah P lih Pel Basis D Pajak

78 | 5.02.000080 Daazor;in asil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Paja Laporan Badan Keuangan Daerah 12

79 | 5.02.000081 | Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah 220

80 | 5.02.000082 La.lp.oran Per'miasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Ditindaklanjuti.

31 | 5.02.000083 Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a

Pajak Daerah
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
. il o . Dokumen
82 | 5.02.000084 | Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. SSPD Badan Keuangan Daerah n/a
Dokumen
83 | 5.02.000085 | Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti Surayt Badan Keuangan Daerah n/a
Persetujuan/
Penolakan
84 | 5.02.000086 | Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
85 | 5.02.000087 | Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
86 | 5.02.000088 | Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
87 | 5.02.000093 | DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen Badan Keuangan Daerah 46
88 | 5.02.000101 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Orang Badan Keuangan Daerah n/a
Kabupaten/Kota
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
89 | 5.02.000117 | APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen Badan Keuangan Daerah 2
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
90 | 5.02.000123 Orang yang Menglkut| Pembilnaan Akuntansi, Pelaporan dan Orang Badan Keuangan Daerah 262
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
91 | 5.02.000124 | BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga Badan Keuangan Daerah n/a
97 | 5.02.000125 Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Laporan Badan Keuangan Daerah n/a
Kabupaten/Kota
93 | 5.02.000126 | Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
94 | 5.02.000135 | Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan Badan Keuangan Daerah n/a

251




No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
95 | 5.02.000138 O.rang yang Mengikuti Pemblnaa.n Sistem Informasi Pemerintah Daerah Orang Badan Keuangan Daerah 65
Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
D . i« Paiak D kD
96 | 5.02.000153 ok't.Jmen Ha.5|I Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Dokumen Badan Keuangan Daerah 5
Kebijakan Pajak Daerah
97 | 5.02.000156 Laporan"HasH_ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Laporan Badan Keuangan Daerah 12
dan Wajib Pajak Daerah
98 | 5.02.000158 | Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Obyek Pajak Badan Keuangan Daerah 647106
99 | 5.02.000160 | Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan Badan Keuangan Daerah 150
100 | 5.02.000161 | Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Dokumen Badan Keuangan Daerah 12
101 | 5.02.000162 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah 24
102 | 5.02.000163 | Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen Badan Keuangan Daerah n/a
103 | 5.02.000164 Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Dokumen Badan Keuangan Daerah 12
Daerah
NO KODE DSSD | URAIAN Satuan PRODUSEN DATA NILAI
1 PERENSANAA Opini BPK terhadap laporan keuangan Opini BADAN KEUANGAN WTP
2 PERENI\(;ANAA Persentase SILPA terhadap APBD % BADAN KEUANGAN 2,96
3 PEREN'\(IZANAA Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana % BADAN KEUANGAN 0
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
4 PEREN'\(IZANAA Persentase belanja pendidikan (20%) % BADAN KEUANGAN 27,60
5 PERENISANAA Persentase belanja kesehatan (10%) % BADAN KEUANGAN 27,78
6 PEREN'\(I:ANAA Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung % BADAN KEUANGAN NA
7 PERENISANAA Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % BADAN KEUANGAN 100

PERENCANAA Tepat
8 N Penetapan APBD Waktu/ BADAN KEUANGAN Tepat waktu
9 PEREN'\(I:ANAA Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Kategori Tertib % BADAN KEUANGAN 100,00
P P lol B Milik D h (BMD) Terti I
10 PERENCANAA | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah ( ) Tertib dalam % BADAN KEUANGAN 95,00
N Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengawasan

11 PERENSANAA Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan % BADAN KEUANGAN 0,24

12 PEREN'\(I:ANAA Rasio PAD % BADAN KEUANGAN 0,14
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
13 PEREN’SANAA Rasio belanja urusan pemerintahan umum ( dikurangi transfer expenditures) % BADAN KEUANGAN 0,76
14 PERENISANAA Opini laporan keuangan Predikat BADAN KEUANGAN WTP
15 PEREN'\(IZANAA Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % BADAN KEUANGAN 99,28
16 PERENSANAA Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD % BADAN KEUANGAN 107,82
17 PERENSANAA Manajemen aset % BADAN KEUANGAN 88,00
18 PEREN’SANAA Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya % BADAN KEUANGAN 2,96
19 PERENSANAA Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Peringkat Baik) Indeks BADAN KEUANGAN 73.406
1.34 KEPEGAWAIAN

No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

1 | 5.03.000003 | Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen BKPSDM 3

2 | 5.03.000004 | Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Laporan BKPSDM 1
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
3 | 5.03.000006 Dokumen Ha.SI| kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Dokumen BKPSDM 541
Pemberhentian
4 | 5.03.000008 | Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Lembaga BKPSDM 1
5.03.000010 | Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen BKPSDM 1
6 | 5.03.000011 | Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen BKPSDM 1
Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
7| 5:03.000013 Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen BKPSDM 260
8 | 5.03.000014 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Laporan BKPSDM 1943
9 | 5.03.000015 | Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen BKPSDM 80
10 | 5.03.000016 | ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang BKPSDM 150
11 | 5.03.000017 | Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen BKPSDM 187
12 | 5.03.000019 | Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Dokumen BKPSDM NA
13 | 5.03.000028 | Fungsional ASN yang Dibina Orang BKPSDM 43
14 | 5.03.000029 | Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Dokumen BKPSDM NA
15 | 5.03.000031 Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Dokumen BKPSDM NA
Aparatur
16 | 5.03.000032 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen BKPSDM 8744
17 | 5.03.000034 | ASN yang Diberikan Penghargaan Orang BKPSDM 4
18 | 5.03.000035 | ASN yang Diberikan Tanda Jasa Orang BKPSDM 214
19 | 5.03.000037 | ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Orang BKPSDM 25
20 | 5.03.000038 | Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Laporan BKPSDM 8
21 | 5.03.000039 | Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Dokumen BKPSDM 30
22 | 5.03.000040 | Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Laporan BKPSDM 1
23 | 5.03.000059 | ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang BKPSDM 53
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
24 | 5.03.000068 | ASN Fungsional yang Dibina Orang BKPSDM 43
25 | 5.03.000069 | ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Orang BKPSDM NA
1.35 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
1 5.04.000001 Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Dokumen BKPSDM 2
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum yang Disusun
2 5.04.000003 | ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang BKPSDM 226
3 5 04.000004 Dokumgn Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, FaSI|IthSI, Pemantauan, Dokumen BKPSDM 1
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi
4 5 04.000005 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Komp.eten5|, Pengelolaan Dokumen BKPSDM )
Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
5 5.04.000011 | jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Orang BKPSDM 37
Prajabatan
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan
6 5.04.000012 | dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Dokumen BKPSDM 1
Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,
7 5.04.000021 | dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Dokumen BKPSDM 1

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja

8 5.04.000022 | sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Dokumen BKPSDM NA
Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang
Disusun

9 5 04.000023 Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerlr.1tahan Dalam Negeri Lembaga BKPSDM
Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik

10 5.04.000024 | ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota Orang BKPSDM 0
Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran

11 5.04.000027 | Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Dokumen BKPSDM
Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun
Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan

12 5.04.000028 | Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Laporan BKPSDM 1
Prajabatan
Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,

13 5.04.000029 dan Pelaporan Pelaksanaan Sertlflkasu Pengelolaan Kelemba.gaan dan . Dokumen BKPSDM 1
Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja
Sama

14 5 04.000032 ASN Kgbupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Orang BKPSDM
Negeri

15 5.04.000034 Lapora.n Koordinasi Penyele.nggaraan Pengembangan Kompetensi Laporan BKPSDM
Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota

NO KODE DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
URAIAN

1 | PERENCANAAN , o , % BKPSDM 20
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

2 PERENCANAAN % BKPSDM 2,8

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

3 | PERENCANAAN Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan % BKPSDM 60
struktural

4 | PERENCANAAN . L L . . . Jumlah BKPSDM 33
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

5 PERENCANAAN . . . . . . Jumlah BKPSDM 2583
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

6 | PERENCANAAN . _ _ . , Jumlah BKPSDM 6951
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

7 | PERENCANAAN Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) ( PNS tidak % BKPSDM 44,61
termasuk guru dan tenaga kesehatan)

. . . o .
3 | PERENCANAAN Ea5|c})1pfga)wa| fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga % BKPSDM 1561
esehatan

9 | PERENCANAAN Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk % BKPSDM 81,2
guru dan tenaga kesehatan)

10 | PERENCANAAN S o % BKPSDM NA
Persentase ASN dengan penilaian kinerja kategori baik

11 | PERENCANAAN " . % BKPSDM NA
Persentase ASN mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi

12 | PERENCANAAN . . Nilai BKPSDM belum rilis
Indeks Profesionalitas ASN

13 | PERENCANAAN L . % BKPSDM 99,8
Persentase ASN berkinerja baik

14 | PERENCANAAN Persentase.ASN yang menempati jabatan sesuai dengan standar % BKPSDM 82
kompetensi

1.36 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No ‘ Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

1 5.05.000002 Laporan Hasil Pelaksar\aan Fasmta?l, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian Laporan Bappeda )
dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian

2 >-05.000008 dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Laporan Bappeda NA

3 5.05.000012 | Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola Dokumen Bappeda NA

4 5.05.000016 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Dokumen Bappeda NA

5 5.05.000024 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Dokumen Bappeda 2

6 5.05.000030 Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Dokumen Bappeda NA
Pangan

7 5.05.000035 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Dokumen Bappeda 2
Dok Hasil P liti P Perek i Bi

3 5.05.000040 o umeq asil Pene .|t|an, engembangan, dan Perekayasaan di Bidang Dokumen Bappeda 5
Teknologi dan Inovasi
Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang

9 5.05.000041 | Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Laporan Bappeda NA
Penerapan Teknologi

10 5.05.000042 Laporan Hasil Pelaksana:.m Diseminasi Jenis, Prose.clur dan M.etode Laporan Bappeda NA
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

11 5.05.000043 Lagoran Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Laporan Bappeda NA
Kelitbangan
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan

12 >-05.000051 Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Laporan Bappeda NA
Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian

13 5.05.000052 | dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Laporan Bappeda NA
Birokrasi

14 5.05.000059 | Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Laporan Bappeda NA

15 5.05.000063 | Riset Kebijakan naskah Bappeda NA
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
16 5.05.000064 | Publikasi llmiah naskah Bappeda NA
17 5.05.000065 | Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi Lembaga Bappeda NA
18 5.05.000066 | Peserta Didik Orang Bappeda NA
19 5.05.000067 | Repositori limiah Dokumen Bappeda NA
20 5.05.000070 | Infrastruktur Riset dan Inovasi Unit Bappeda NA
. TOE/Milyar
21 5.05.000072 | Anggaran Riset Rupiah Bappeda NA
22 5.05.000073 | Hak Kekayaan Intelektual Unit Bappeda NA
23 5.05.000074 Perjanjian Kerja Sama Dokumen Bappeda NA
24 5.05.000076 | Lokakarya, Pameran, dan Promosi Berita Acara Bappeda NA
25 5.05.000077 | Apresiasi Riset dan Inovasi Berita Acara Bappeda NA
26 5.05.000080 | Produk Unggulan Daerah Unit Bappeda NA
27 5.05.000081 | Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah Unit Bappeda NA
28 5.05.000085 | Rapat Koordinasi Teknis Berita Acara Bappeda NA
29 5.05.000086 | Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Bappeda 0
30 5.05.000087 | Perangkat Lunak Aplikasi Bappeda NA
31 5.05.000088 | Pendampingan Masyarakat Berita Acara Bappeda NA
32 5.05.000089 | Daftar Kerja Sama Dokumen Bappeda NA
33 5.05.000090 | Laporan Kinerja naskah Bappeda NA
NO KODE DSSD URAIAN SATUAN PRODUSEN DATA NILAI
1 | PERENCANAAN Z:;iiztase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi % BAPPEDA 100
2 | PERENCANAAN | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. % BAPPEDA 100
3 | PERENCANAAN Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Bahan % BAPPEDA 100
Perencanaan Pembangunan
4 | PERENCANAAN Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Digunakan Sebagai % BAPPEDA 100

pengambilan kebijakan pimpinan/policy brief
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1.37 INSPEKTORAT DAERAH

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 6.01.000001 | Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Inspektorat 3
2 6.01.000002 | Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Inspektorat 300
3 6.01.000003 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan Inspektorat 1
4 6.01.000004 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan Inspektorat 1
5 6.01.000005 | Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Laporan Inspektorat 0
6 6.01.000006 | Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakatan Inspektorat 1

Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
7 .01. 7 Dok I k 4
6.01.00000 BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP okumen nspektorat 8
8 6.01.000008 Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan Inspektorat 2
9 6.01.000009 Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan Inspektorat 26

10 6.01.000010 | Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomendasi Inspektorat 10

11 6.01.000011 R(.ekomenda5| Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Rekomendasi Inspektorat 10
Disusun

12 6.01.000012 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Perangkat Inspektorat 16
Pemerintahan Daerah Daerah

13 6.01.000013 Perangkfa\t.Daerah yang 'Dll'akukar? Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, perangkat Inspektorat 16

dan Penilaian Reformasi Birokrasi daerah

14 6.01.000014 Kegiatan Koordinasi, Monltgrlng dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Kegiatan Inspektorat 46

dan Pemberantasan Korupsi

15 6.01.000015 Perangkat Daerah‘ yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi perangkat Inspektorat 16

Penegakan Integritas daerah
16 6.01.000020 Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan Inspektorat 19
NO KODE DSSD URAIAN DSSD Satuan PRODUSEN DATA NILAI
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 PERENCANAAN | Persentase tindak lanjut temuan % INSPEKTORAT 96,43
2 PERENCANAAN | Persentase pelanggaran pegawai % INSPEKTORAT 0,0006
Baru
3 | PERENCANAAN | Jumlah temuan BPK % INSPEKTORAT diperiksa
BPK th 2025

4 | PERENCANAAN Egirlientase Jumlah PD yang melaksanakan Reformasi Birokrasi Kategori % INSPEKTORAT NA

5 PERENCANAAN | Indeks Reformasi Birokrasi % INSPEKTORAT 72,57
6 | PERENCANAAN | Persentase Realisasi Penjaminan Pembinaan Obyek Pemeriksaan % INSPEKTORAT 96,43
7 | PERENCANAAN | Indeks Persepsi Korupsi Masyarakat Indeks INSPEKTORAT 74,05
8 PERENCANAAN | Nilai tingkat maturitas SPIP Nilai INSPEKTORAT 3.239
9 | PERENCANAAN | Persentase temuan yang ditindaklanjuti % INSPEKTORAT 96,43

Baru
10 | PERENCANAAN | Opini BPK Opini INSPEKTORAT diperiksa
BPK th 2025

11 | PERENCANAAN | Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Level INSPEKTORAT Level 3
12 | PERENCANAAN | Indeks Persepsi Anti Korupsi Indeks INSPEKTORAT 74,05
13 | PERENCANAAN | Rata-rata Nilai AKIP PD Nilai INSPEKTORAT 88,12
14 | PERENCANAAN | Kapabilitas APIP Level INSPEKTORAT 3,13
1.38 KECAMATAN ADMINISTRASI

No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 7.01.000001 | Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat Dokumen Kecamatan NA
2 7.01.000002 | Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah Unit Kecamatan

3 7.01.000003 | Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah Unit Kecamatan NA
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
4 7.01.000004 | Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat Unit Kecamatan NA
5 7.01.000005 | Rumah Dinas Camat Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Sedang Unit Kecamatan NA
6 7.01.000006 | Dokumen Rencana Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi Dokumen Kecamatan NA
7 7.01.000008 | Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan Dokumen Kecamatan 1
3 7 01.000009 La.por.an Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Laporan Kecamatan 1

Disediakan
9 2.01.000010 L?mbaga yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Lembaga Kecamatan 1
Tingkat Kelurahan

10 | 7.01.000011 | Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Laporan Kecamatan 1
11 | 7.01.000012 | Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan Laporan Kecamatan 1
12 | 7.01.000013 Laporan Hasﬂ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Laporan Kecamatan 1

Budaya Tingkat Kelurahan

13 | 7.01.000014 | Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan Laporan Kecamatan 1

14 | 7.01.000015 Léporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Laporan Kecamatan 1
Tingkat Kelurahan

15 | 7.01.000016 | Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus Layanan Kecamatan 1
16 | 7.01.000017 | BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus Liter Kecamatan NA
17 | 7.01.000018 | KDO Kecamatan yang Dipelihara Unit Kecamatan 1
18 | 7.01.000019 Dokume'm Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Dokumen Kecamatan NA

Kapal Dinas
19 | 7.01.000020 La'por.an Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Laporan Kecamatan 1
Disediakan

20 | 7.01.000021 | Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan Laporan Kecamatan 1

21 | 7.01.000022 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Laporan Kecamatan 1

Budaya Tingkat Kecamatan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

22 | 7.01.000023 | Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan Laporan Kecamatan 1
Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan

23 | 7.01.000024 dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan Laporan Kecamatan 1

24 | 7.01.000025 Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan Dokumen Kecamatan
dan Pemakaman

25 | 7.01.000026 Prasa.rana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Unit Kecamatan
Dipelihara

26 | 7.01.000027 Sarar?a.dan F’rasararya Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Unit Kecamatan
Administrasi yang Dibangun
Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

27 | 7.01. 2 L K NA

01.000028 Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait aporan ecamatan

28 | 7.01.000029 Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Dokumen Kecamatan 1
Kecamatan

9 | 7.01.000030 Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Dokumen Kecamatan 1
Kecamatan

30 | 7.01.000031 Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Laporan Kecamatan 4
Wilayah Kecamatan

31 | 7.01.000032 Lz.:\po.ran Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Laporan Kecamatan 4
di Wilayah Kecamatan
Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi

32 | 7.01.000033 | Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dokumen Kecamatan 1
Umum

33 | 7.01.000034 Pras.arana dab Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Unit Kecamatan NA
Melibatkan Pihak Swasta

34 | 7.01.000035 | Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Kecamatan 1

35 | 7.01.000036 | Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Kecamatan 1

36 | 7.01.000037 | Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Laporan Kecamatan 1
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Lembaga
37 | 7.01.000038 & y yang Serpartisip y Kemasyaraka Kecamatan 1
Perencanaan Pembangunan di Desa tan
Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan
38 | 7.01.000039 | Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Dokumen Kecamatan NA
Kecamatan
39 | 7.01.000020 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Laporan Kecamatan 1
Wilayah Kecamatan
S Lembaga
20 | 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yan'g Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Kemasyaraka Kecamatan 1
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan tan
41 | 7.01.000042 | Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit Kecamatan NA
42 | 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Pokmas / Kecamatan 4
Kelurahan Ormas
43 | 7.01.000044 | Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Kecamatan 4
Lembaga
44 | 7.01.000045 | Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemasyaraka Kecamatan 1
tan
45 | 7.01.000047 | Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Unit Kecamatan NA
46 | 7.01.000048 | Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Kecamatan NA
47 | 7.01.000049 | Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan Kecamatan 1
48 | 7.01.000050 | Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dokumen Kecamatan NA
49 | 7.01.000051 | Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dokumen Kecamatan NA
50 | 7.01.000052 | Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dokumen Kecamatan NA
51 | 7.01.000053 Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Dokumen Kecamatan NA

Tingkat Desa dan Kelurahan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga

52 | 7.01.000054 Melalui Peningkatan Kes'adaran Masyarakat Akan P(‘entmgnya Penghayatan Keluarga Kecamatan NA
dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

53 | 7.01.000056 | Keluargayang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga Kecamatan NA

54 | 7.01.000057 Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarékat dalam Per\mgkatan Keluarga Kecamatan NA
Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam

55 | 7.01.000058 | Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Keluarga Kecamatan NA
Kepemilikan Rumah
Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam

56 | 7.01.000060 | Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Keluarga Kecamatan 1
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam

57 | 7.01.000061 | Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Keluarga Kecamatan 1
Pengembangan Ekonomi Lainnya
Kel Mengikuti P han K Kel I

58 | 7.01.000062 © Lfarga yans gngl utl em.jmbL.j an esadat:an eluarga dalam Keluarga Kecamatan 1
Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

59 | 7.01.000063 | Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga Kecamatan 1
Kel M ikuti Pelatihan Kel T B R h

60 | 7.01.000064 eluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Ruma Keluarga Kecamatan 14
Tangga
Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga

61 | 7.01.000065 dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga Kecamatan 14

62 | 7.01.000066 | Dokumen Penyelenggaraan Mukim Dokumen Kecamatan

63 | 7.01.000067 | Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya Orang Kecamatan

64 | 7.01.000068 | Dokumen Hasil Peresmian Mukim Dokumen Kecamatan
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

65 | 7.01.000069 | Laporan Pelantikan Imeum Mukim Laporan Kecamatan NA

66 | 7.01.000070 | Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan Unit Kecamatan
Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

.01. 1 L

67 | 7.01.00007 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan aporan Kecamatan NA

63 | 7.01.000072 Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Laporan Kecamatan 5
Tokoh Masyarakat
Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan

69 | 7.01.000073 | Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Laporan Kecamatan NA
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan

70 | 7.01.000076 | Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Laporan Kecamatan NA
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan

71 | 7.01.000077 | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Orang Kecamatan 1
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia

72 | 7.01.000078 Ora.ng. yar.1g Mengikutci Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimt.ek, Orang Kecamatan 1
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

73 | 7.01.000079 | Orangyang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Orang Kecamatan 1
Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,,

74 | 7.01.000080 | Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Orang Kecamatan 1
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

75 | 7.01.000081 Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Laporan Kecamatan 1
Undangan

76 | 7.01.000082 Lembaga Masyaraka't yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi Lembaga Kecamatan 1
berdasarkan Pancasila Masyarakat
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan

77 | 7.01.000083 Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Dokumen Kecamatan NA

78 | 7.01.000084 | Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Kecamatan 1

29 | 7.01.000085 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Dokumen Kecamatan 14
Peraturan Kepala Desa

30 | 7.01.000086 Bzf:men yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Dokumen Kecamatan 14

81 | 7.01.000087 Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Dokumen Kecamatan 14
Pendayagunaan Aset Desa

32 | 7.01.000088 Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Laporan Kecamatan 1
Perundang-Undangan

33 | 7.01.000089 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Dokumen Kecamatan 14
Perangkat Desa

84 | 7.01.000090 | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen Kecamatan 14

85 | 7.01.000091 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Dokumen Kecamatan 14
Permusyawaratan Desa

86 | 7.01.000092 | Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dokumen Kecamatan 14

87 | 7.01.000093 Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kecamatan 14

Pembangunan Desa
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No | Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

88 | 7.01.000094 | Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Dokumen Kecamatan 14

39 | 7.01.000095 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Dokumen Kecamatan 1
Ketertiban Umum

90 | 7.01.000096 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Dokumen Kecamatan 1
Lembaga Kemasyarakatan

91 | 7.01.000097 | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dokumen Kecamatan 1

92 | 7.01.000098 Dokumen Fa5|I!taS| dalém rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Dokumen Kecamatan 14
Desa dengan Pihak Ketiga

93 | 7.01.000099 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Dokumen Kecamatan 1
Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

94 | 7.01.000100 Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Dokumen Kecamatan 1
Masyarakat Desa

95 | 7.01.000101 | Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan Kecamatan 14
L Hasil K inasi Pelak P K P i

96 | 7.01.000102 a!:)oran asil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Laporan Kecamatan 1
Wilayah Kecamatan

NO | Kode DSSD | Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

1 Perencanaan Perssj-n.tase I?esa/KeIgrahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan % Kecamatan 85,57
Administrasi Kategori Memuaskan

2 | Perencanaan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Indeks Kecamatan 82
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1.39 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 8.01.000001 Anggota Paskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
2 8.01.000002 Calon Paskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
3 8.01.000003 Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
4 8.01.000004 Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
5 8.01.000006 Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
6 8.01.000008 Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka Unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
7 8.01.000014 Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 53

Karakter Kebangsaan
8 8.01.000015 Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
9 8.01.000016 Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
10 8.01.000017 Pamong/Pengasuh Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
11 8.01.000018 Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
12 8.01.000019 Pelatih Paskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
13 8.01.000020 Penmgkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Pancasila

14 8.01.000021 Pen|ngkat§n kompetensi kece.rdasan estetika (olahrasa) Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Purnapaskibraka Duta Pancasila

15 8.01.000022 Penmgkata?n kompetensi kece.rdasan kinestetik (olahraga) Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Purnapaskibraka Duta Pancasila

16 8.01.000023 Penmgkatan.kompeten5| kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Duta Pancasila

17 8.01.000024 Ezglcr;i:i:tan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
18 8.01.000025 Peserta Calon Paskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai

19 8.01.000026 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cg
Kebangsaan

20 8.01.000027 Peserta Keglatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
purnapaskibraka

21 8.01.000028 E::\i;tse:lgeglatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA

99 8.01.000029 Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Kebangsaan

53 8.01.000030 Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Kebangsaan

24 8.01.000031 Purnapaskibraka Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA

25 8.01.000032 Purnapaskibraka Duta Pancasila Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA

26 8.01.000033 Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA

27 8.01.000034 Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 58
Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,

28 8.01.000040 Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1
Sejarah Kebangsaan yang Disusun
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi

29 8.01.000041 Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan

30 8.01.000042 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 240
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi

31 8.01.000043 Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1

Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan
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No

Kode DSSD

Uraian DSSD

Satuan

Produsen Data

Nilai

32

8.01.000044

Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga
Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

33

8.01.000045

Purnapaskibraka Duta Pancasila

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

34

8.01.000050

Paskibraka

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

58

35

8.01.000051

Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

36

8.01.000052

Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

37

8.01.000053

Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

38

8.01.000054

Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

200

39

8.01.000055

Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Laporan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

12
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No

Kode DSSD

Uraian DSSD

Satuan

Produsen Data

Nilai

40

8.01.000057

Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah yang Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

41

8.01.000059

Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

42

8.01.000061

Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang
Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

43

8.01.000062

Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

44

8.01.000063

Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

720

45

8.01.000064

Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

200

46

8.01.000065

Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Laporan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

47

8.01.000066

Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA
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No

Kode DSSD

Uraian DSSD

Satuan

Produsen Data

Nilai

48

8.01.000067

Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

49

8.01.000068

Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

440

50

8.01.000069

Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Orang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

400

51

8.01.000070

Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Laporan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

52

8.01.000072

Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NA

53

8.01.000073

Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang Disusun

Dokumen

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan

54 8.01.000075 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 240
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

55 8.01.000088 Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

56 8.01.000089 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Ormas Asing di Daerah yang Disusun
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran

57 8.01.000091 Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Orang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang

58 8.01.000093 Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela

59 8.01.000094 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NA

dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
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No Kode DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
60 8.01.000104 Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12
Kabupaten/Kota
NO Data DSSD Uraian DSSD Satuan Produsen Data Nilai
1 PERENCANAAN Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Jumlah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2
2 PERENCANAAN Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Jumlah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0
3 PERENCANAAN | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 Jumlah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 37
bulan terakhir.
4 PERENCANAAN | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area % Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 76.7
tempat tinggalnya. ° ’
5 PERENCANAAN Angka Konflik Angka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0
6 PERENCANAAN Jumlah Ormas aktif yang mendorong wawasan kebangsaan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 78
7 PERENCANAAN Persentase Pemilih Pemilu Aktif % Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 77,61
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